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Miniaturisasi dari hasil penelitian.

Ulasan terhadap hasil penelitian untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan hasil
implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat.

Hasil sampingan (by research) penelitian.

Topik dan Substansi Tulisan:
1.

Bidang sosial,terutama bidang kesejahteraan sosial (misalnya: kemiskinan, kecacatan fisik
dan mental, keterlantaran, ketunasosialan, ketunasusilaan, korban bencana, perencanaan
dan pemberdayaan sosial, dan permasalahan lain yang berkaitan dengan orang dan
masyarakat yang menghadapi keterbatasan sosial)

Deskripsi permasalahan sosial, meliputi pengungkapan fakta yang ada, prediksi
permasalahan implikasinya bagi perorangan, kelompok, dan masyarakat dan konsep model
dalam upaya pemecahan masalah kesejahteraan sosial berpijak pada hasil pengamatan
intens dan penelitian.

Teknik Penyajian:

1.
2.

Menggunakan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan baku.

Proporsi penyajian; (a) Panjang judul tidak lebih dari dua baris ditulis dalam bahasa Indonesia
dan Inggris (b) Abstrak ditulis dalam satu alinea, dalam bahasa Inggris dan Indonesia, bahasa
Indonesia maksimal 250 kata, bahasa Inggris 150-200 kata, ditulis dalam besaran huruf (font)
Times New Roman 10 lebih kecil dari besaran huruf batang tubuh (font Times New Roman 12)
(c) kata kunci setelah abstrak ditulis minimal tiga kata, maksimal lima kata.

Penyaijian tabel atau bagan alur (flowchart) tidak lebih 25% dari panjang tulisan. Tabel dibuat
tanpa garis vertikal.

Pustaka Acuan yang digunakan paling lama lima tahun sejak dibuatnya artikel dan ditulis
dalam font lebih kecil (Times New Roman 10) dari batang tubuh (Times New Roman 12).
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Editorial

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial (JPKS) volume 16 nomor 1 ini dibuka dengan tulisan
Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, dan Marita Adhiyana dalam Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan
Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT), Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement
of Neglected Elderly, diikuti Teuku Murdani meskipun dalam topik yang lain, Pemberdayaan Sosial
Komunitas Adat Terpencil, Social Empowerment of Isolated Customary Community, beralih ke topik
Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Ilegal di Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC),
Social Protection for lllegal Migrant Workers in Safety House and Trauma Center, oleh Husmiati,
dkk. Andayani Listyawati mengemukakan tentang, Budaya Lokal sebagai Upaya Memperkuat Nilai
Kesetiakawanan Sosial Masyarakat, Local Culture as an Effort to Strengthen Community s Social
Solidarity Value, diikuti Daud Bahransyaf mengemukakan tentang Kemiskinan di Banda Aceh,
Poverty in Banda Aceh. sementara Murdiyanto mengemukakan tentang Kekerasan Seksual terhadap
Anak, Sexual Violation toward Children, Ikawati dalam Peran Orangtua dalam Layanan Aksesibilitas
Anggota Keluarga Disabilitas, Parent'’s Role on Accesability Service for Disabled Family Members.
Menutup volume 16, Nomor 1 Maret 2017 Uji Hartono dengan bahasan tentang Pengaruh Kemampuan
dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), The
Influence of Work Ability and Motivation toward Social Escort’s Performance on Family Hope Program
(FHP).

dari Redaksi
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Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, dan Marita Ahdiyana (Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Ilmu

Administrasi Negara, UNY)

Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan Lanjut Usia Terlantar (LUT)
Social Policy Evaluation on Social Welfare Improvement of Neglected Elderly
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 1 - 10

The aims of this study was to evaluate
the implementation results of social policies for
the neglected elderly (LUT) in Yogyakarta. The
research approach was qualitative descriptive
technique using data analysis of primary and
secondary data obtained from interviews,
focus group discussions, observation and
documentary analysis. The data validation
employs triangulation technique. The research
results indicate that the implementation of
social policies for the neglected elderly in DIY
was not yet optimal that can be derived from,
the number of LUT covered in the policy was
still small in number, the quality of services
provided to neglected elderly remains minimal,
community involvement in taking care of the
LUT is not yet maximized, and the policies
specifically manage LUT was not yet available.
These happen because first, the specific social
policy towards LUT was not yet established,
the existing policies remain partial and
overlapping with the policy of poverty, so that
the implementation was insensitive towards
the neglected elderly. Second, the available
funding and infrastructure in both intra and
extra nursing institutions were still diminutive
compared to the total number of LUTs in
DIY. Third, the number of human resources
conducting the policy was still limited,
moreover the qualified ones were few.

Keywords: social policy; neglected elder;
policy evalution

Tujuan penelitian ini adalah
mengevaluasi hasil implementasi kebijakan
sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di
DIY. Metode Penelitian deskriptif kualitatif
dengan menggunakan analisis data primer
dan data sekunder yang diperoleh dari
wawancara, FGD, observasi, dan studi
dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan
data yang digunakan adalah dengan triangulasi
sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan,
bahwa implementasi kebijakan sosial bagi
LUT di DIY masih belum optimal, yang
dapat dibuktikan dari jumlah LUT yang
terkover dalam kebijakan masih sangat
sedikit, kualitas layanan yang diberikan untuk
LUT masih minimal, pelibatan masyarakat
dalam mengurus lansia belum maksimal, dan
kebijakan yang khusus mengelola LUT belum
ada. Hal ini terjadi karena, pertama kebijakan
sosial khusus untuk LUT belum tersedia,
akibatnya kebijakan yang ada masih sangat
parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan
kemiskinan,sehingga pelaksanaannya tidak
sensitif lansia. Kedua, dana dan infrastruktur
yang tersedia baik di panti dan non panti masih
sangat minim dibandingkan dengan jumlah
total LUT di DIY. Ketiga, jumlah sumberdaya
(SDM) berkualitas pelaksana kebijakan masih
terbatas dan sedikit.

Kata kunci: kebijakan sosial; lanjut usia
terlanta; evaluasi kebijakan




Teuku Murdani (Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Jurusan Pengembangan Masyarakat
Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry)

Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Social Empowerment of Isolated Customary Community

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 11 - 20

Komunitas Adat Terpencil (KAT) is a
program designed to improve both social life
and economic condition for isolated customary
communities. The aim of the program as
stipulated in Indonesian national development
planning is to afford the prosperity to every
Indonesian citizen. This article is discussing
a preparation phase of social community
empowerment aiming to understand social
condition and to absorb community aspirations
on what they needs in affording social
prosperity; Analyze the proper format of
social empowerment to targeted community.
The observation conducted in Dusun Pantan
Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Pintu Rime
Gayo Sub-District, Bener Meriah District.
The result of field study concluded that all
local community members are coffee farmers,
housing condition is really apprehensive, the
houses are not appropriate to live, limited
access to the social, health and education
services. The primary needs are proper
house, religious practice facility, community
center building and its supporting facilities to
facilitate meetings. Community sociological
condition is really enthusiasm and ready to
be empowered. Environment condition also
very supported to develop various agriculture
activities. Bener Meriah local government
has declared the commitment to support and
contribute to ensure the success of this social
community empowerment program

Keyword: isolated community; empowerment;
social and economic

Komunitas Adat Terpencil (KAT)
merupakan salah satu program untuk
meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan
dengan tujuan pembangunan nasional untuk
menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.
Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial
komunitas terpencil dengan tujuan untuk,
memahami kondisi sosial dan menjaring
aspirasi masyarakat tentang kebutuhan
kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk
pemberdayaan sosial bagi komunitas setempat.
Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan
Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.
Berdasarkan studi lapangan masyarakat
setempat hidup sebagai petani kebun kopi,
kondisi permukiman penduduk sangat
memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak
huni, terbatasnya akses terhadap pelayan sosial
seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan
utama adalah pembangunan rumah layak
huni, sarana peribadatan, gedung serbaguna
untuk pertemuan dan sarana pendukung
lainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat
antusias dan siap untuk diberdayakan, kondisi
lingkungan sangat baik untuk mengembangkan
berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener
Meriah menegaskan komitmennya siap
berdampingan dengan program pemberdayaan
sosial komunitas setempat.

Kata kunci: komunitas adat terpencil,
pemberdayaan, sosial dan ekonomi




Husmiati, Nurdin Widodo, Alit Kurniasari, Ivo Noviana, dan M. Belanawane S (Pusat
Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial)
Perlindungan Sosial bagi Pekerja Migran Ilegal di Rumah Perlindungan dan Trauma Center

(RPTC)

Social Protection for Illegal Migrant Workers in Safety House and Trauma Center
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 21 - 32

Thedone to asses the implementation of
policies and social protection programs for the
illegal migrant workers, the role and function
of RPTC in conducting social protection for the
illegal migrant workers, the role and function
of RPTC in the process of reintegration of the
illegal migrant worker in the area of origin,
conditions of vulnerability experienced by
illegal migrant workers during the migration
process (transit, destination, place of origin)
and the internal and external driving factors
that cause the illegal migrant workers want
to return to work abroad. This research
use qualitative-desciptive approach, and
implemented in Tanjung Pinang (Riau), DKI
Jakarta, East Java and West Nusa Tenggara.
The results showed the implementation of
policies and social protection programs for
the illegal migrant workers still regulation
alone, role and function of RPTC in conducting
social protection and reintegration processes
the illegal migrant workers is as temporary
shelters and as a rehabilitation center
(temporary) the illegal migrant workers
who experience mental illness and health
problems.The illegal migrant workers also
provided assistance productive economic so
that they can get a source of income without
having to leave the country and vulnerabilities
experienced the illegal migrant workers
varying from legal, social, economic, physical
and psychological, as well as internal and
external driving factors the illegal migrant
workers want to return to work abroad.

Keywords: illegal migrant workers; social
security; vulnerability; trauma

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
implementasi kebijakan dan program
perlindungan sosial bagi PMB, peran dan
fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan
sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC
dalam proses reintegrasi PMB di daerah
asal, kondisi kerentanan yang dialami PMB
selama proses migrasi (transit, destinasi,
daerah asal) dan faktor pendorong internal
dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin
kembali bekerja diluar negeri. Penelitian
ini menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatifdan dilaksanakan di Tanjung
Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur,
dan Nusa Tenggara Barat. Hasil penelitian
menunjukkan, implementasi kebijakan dan
program perlindungan sosial bagi PMB masih
regulasi semata, peran dan fungsi RPTC
dalam melakukan perlindungan sosial dan
proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat
penampungan sementara dan rehabilitasi
(sementara) PMB yang mengalami gangguan
jiwa dan kesehatan. PMB juga diberi bantuan
usaha ekonomis produktif agar mereka bisa
mendapat sumber penghasilan tanpa harus
keluar negeri dan kerentanan yang dialami
PMB bervariasi dari masalah hukum, sosial,
ekonomi, fisik dan psikologis. PMB ingin
kembali bekerja di luar negeri didorong faktor
internal dan eksternal.

Kata Kunci: pekerja migran bermasalah;
perlindungan sosial; kerentanan; trauma




Andayani Listyawati (B2P3KS)

Budaya Lokal sebagai Upaya Memperkuat Nilai Kesetiakawanan Sosial Masyarakat
Local Culture as an Effort to Strengthen Community’s Social Solidarity Value
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 33 - 42

Local culture has been meant as local
value produced by community in given
territory that has been formed naturally, got
through educational process from time to time
and generation to generation. Culture that
mentioned above is tradition, law, thinking
pattern, and art. The implementation of culture
in community contains social solidarity value
because they were done involving community
members interaction. The existence of local
culture hoped to support social solidarity value
as then social resilience. Those motivating
this study that presented through descriptive
approach. Through interview, observation, and
documentary analysis, it can be described that
Banjar Regency, South Kalimantan Province
community, are still practising local culture
through participation of all members of the
community.

Keywords: local culture; social solidarity;
community value

Budaya lokal diartikan sebagai nilai
lokal hasil budi daya masyarakat dari suatu
daerah yang terbentuk secara alami dan
diperoleh melalui proses pembelajaran dari
waktu ke waktu yang diwariskan secara
turun temurun. Budaya dimaksud berupa
tradisi, hukum adat, pola pikir dan hasil seni.
Implementasi budaya yang ada di masyarakat
mengandung nilai kesetiakawanan sosial
karena melibatkan interaksi antarmasyarakat.
Keberadaan budaya lokal diharapkan mampu
memperkuat nilai kesetiakawanan sosial
masyarakat selanjutnya terbentuk ketahanan
sosial. Hal ini mendorong dilaksanakan
kajian tentang budaya lokal sebagai upaya
memperkuat nilai kesetiakawanan sosial di
masyarakat yang disajikan secara deskriptif.
Melalui teknik wawancara, pengamatan,
dan telaah dokumen serta dianalisis secara
kualitatif disimpulkan bahwa masyarakat
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
masih melaksanakan budaya lokal dengan
ditunjukkan keterlibatan masyarakat untuk
berpartisipasi.

Kata kunci: budaya lokal, kesetiakawanan
sosial, nilai masyarakat

Daud Bahransyaf (B2P3KS)
Kemiskinan di Banda Aceh
Poverty in Banda Aceh

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 43 - 56

Banda Aceh Municipality still has citizens
who live in poverty, based on data collection
carrieed out in five districts, namely Syiah
Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng
and Baiturrahman. Of 600 heads of household
identified as poor, randomly sampled, it could
be seen that there were some fundamental socio
economic changes in the income, expenditure,
as well as the ownership of goods. Income

Kota Banda Aceh memiliki warga
yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan
yang dilakukan pada lima kecamatan,
Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata,
Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap
600 kepala keluarga yang dikategorikan
miskin secara acak diketahui terdapat
beberapa perubahan sosial ekonomi yang
mendasar dalam penghasilan, pengeluaran,




and expenditure of households in a mounth
over Rp 600.000,-. Goods which used to be
secondary requirements and owned by middle
and upper class society as primary need for
life and livelihood could be owned ordinary
people, cellphones and motorcycles were
mostly owned. TV over 14" and refrigerator
were already owned by most respondents.
Electricity as a means of lighting and other
electrical uses have been utilized by most of
the poor families in five districts selected. The
electric facility have reached and enjoyed by
citizens in the municipality of Banda Aceh.
That empirical facts need to be observed and
studied further as an input to make adjustments
to the areas and criteria of a new definition
of poverty for related institutions, central
government, local government rule, as well
as related minister regulation, specifically the
municipality of Banda Aceh.

Keywords: poverty; urban; Banda Aceh
municipality.

dan kepemilikan barang. Penghasilan dan
pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di
atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang
dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan
dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah
ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer
bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor
kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas
14” dan kulkas juga dimiliki sebagian besar
responden. Listrik sebagai alat penerangan
dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh
sebagian besar responden keluarga miskin
di lima kecamatan terpilih. Program listrik
telah menjangkau dan dinikmati oleh warga
masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik
tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai
bahan masukan untuk melakukan penyesuaian
kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait,
termasuk peraturan pemerintah, peraturan
menteri, pemerintah daerah, terkait khusus
Kota Banda Aceh.

Kata kunci: kemiskinan; perkotaan; kota
Banda Aceh

Tkawati (B2P3KS)

Peran Orangtua dalam Layanan AKksesibilitas Anggota Keluarga Disabilitas
Parent’s Role on Accesability Service for Disabled Family Member
Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 57 - 74

The research was done to know the
parent (with disabled) role on information,
communication, education, health, job
opportunity, social assurance, sport facility,
culture, recreation, and leisure, building
network, mobility services, in emergency
situation and law protection service, and
political participation. Research location
was in Pasuruan regency, East Java province.
Respondents ditermined purposively, families
with disabled member, it was found 35
respondents. Data gathered through interview
and observation, and analyzed through
qualitative technique. Based on the finding
it can be concluded that the parent role on
the disabled member of the family has yet
maximum, because of lack socialization from
related institution on the access for disabled.

Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui peran orangtua yang mempunyai
anggota disabilitas dalam aksesibilitas layanan
informasi dan komunikasi, pendidikan,
kesehatan, kesempatan kerja, jaminan sosial,
sarana dan prasarana olah raga, budaya,
rekreasi serta hiburan, membangun jaringan
kemitraan, mobilitas, dalam situasi darurat
dan aksesibilitas layanan perlindungan hukum
dan partisipasi politik. Lokasi penelitian di
Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penentuan
responden secara purposif, keluarga miskin yang
mempunyai anggota disabilitas, berdasarkan
tersebut ditemukan 35 responden. Teknik
pengumpulan data digunakan wawancara dan
observasi, analisis data secara kualitatif. Hasil
penelitian disimpulkan bahwa peran orangtua
dalam layanan aksesibilitas anggota keluarga




The limit of education, knowledge, economic
know-how, caused parents suffering from
limitation to access services. It recommended
that related institutions should enhance its
program socialization to community, especially
to family with disabled member so that they
can access the services. To the Ministry of
Social Affairs, especially through the General
Directorate of Social Rehabilitation (for
disabled), the institution should empower
families especially those with disabled
members, through counseling, guidance,
enhancement awarnessand parents capacity on
taking care of problem, potentiality, resource,
and disabled needs,including empowerment on
family economy or entrepreneurship.

Keywords: family role; accesability;
disabled

disabilitas belum maksimal, disebabkan
kurangnya sosialisasi dari instansi terkait
dalam akses layanan anggota disabilitas.
Keterbatasan pendidikan, pengetahuan,
wawasan dan ekonomi, menyebabkan orangtua
mengalami keterbatasan dalam mengakses
layanan tersebut. Direkomendasikan kepada
instansi terkait agar meningkatkan sosialisasi
programnya kepada masyarakat, terutama
keluarga yang mempunyai anggota disabilitas,
sehingga mereka dapat mengakses layanan.
Masukan kepada Kementerian Sosial RI, melalui
Direktorat Rehabilitasi Sosial (Penyandang
Cacat), untuk memberdayakan keluarga
terutama yang mempunyai anggota disabilitas
melalui konseling, pendampingan, peningkatan
kesadaran dan kapasitas orangtua dalam
pengasuhan (masalah, potensi dan sumber,
dan kebutuhan disabilitas) dan pemberdayaan
ekonomi keluarga/kewirausahaan.

Kata Kunci: peran orangtua; aksesibilitas;
disabilitas

Murdiyanto (B2P3KS)

Kekerasan Seksual terhadap Anak

Sexual Violation toward Children

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol

16 No 1 Maret 2017, hal 75 - 88

The research done to know the factors
that caused sexual violation toward children
and its prevention effort. The researc took
place in North Celebes Province, under
the consideration the province ranks ninth
in sexual violence towards children. Data
gathered through interview, observation,
documentary analysis, and analysed by
qualitative descriptive technique. The result
found that the causal factors of sexual
violation towards children were a lack of
interaction between parent and children, the
punishment toward the perpetrator was weak,
the development of technology which easily
accessed by children, and promiscuity among
youth. The pepretators of sexual violation
toward children shoul be punished maximum,
plus additional punishment for not repeating
it. The development of technology should be

Penelitian ini dilakukan untuk
mengetahui faktor penyebab terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak dan upaya
penanggulangan. Penelitian dilakukan di
Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan
sebagai daerah yang menduduki urutan
sembilan dalam kasus kekerasan seksual
terhadap anak.Pengumpulan data dengan
wawancara secara terbuka, observasi, telaah
dokumen, dan dianalisis secara deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan,
penyebab kekerasan seksual terhadap anak
karena kurangnya intensitas interaksi antara
orangtua dan anak, hukuman bagi pelaku tidak
setimpal, perkembangan teknologi yang mudah
diakses anak, dan pergaulan bebas di kalangan
anak muda. Pelaku kekerasan seksual terhadap
anak sebaiknya dihukum seberat-beratnya,
ditambah dengan hukuman pemberatan supaya




controlled by closing the sites on violation
and pornography. Having reference to related
institutions both government and privat
which have commitment to the victims, giving
guidance and service reference, so the victims
find the way out of their problem. It needs
involvement all parts, not just the goverment
but all existing elements. All institutions of
victims services needed to be proactive to
follow out the cases without receiving report.
Phisical violation belongs to health institution
to cure, for trauma needs involment several
institutions as emphaty attitude for the victims.
The Ministry of Social Affairs, through
General Directorate of Social Rehabilitation,
through Directory of Children Affairs, hoped
can create a program to minimize sexual
violation towards children.

Keywords: causal; prevention; violation
toward chlidren

tidak mengulang kembali. Perkembangan
teknologi informasi sebaiknya dikontrol
dengan penutupan situs yang mengarah pada
kekerasan dan pornografi. Melakukan rujukan
kepada berbagai lembaga baik pemerintah
maupun swasta yang memiliki kepedulian
terhadap korban, memberi rujukan pelayanan
dan pendampingan, sehingga memperoleh
jalan keluar kasus yang dihadapinya. Perlu
keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari
pemerintah, tetapi juga berbagai elemen yang
ada. Berbagai lembaga penangan layanan
korban dituntut lebih proaktif menindaklanjuti
beberapa kasus, tidak perlu ada pengaduan.
Penanganan kekerasan fisik menjadi domain
kesehatan untuk menyembuhkan, untuk jenis
trauma membutuhkan pendekatan berbagai
pihak sebagai rasa empati kepada korban.
Kementerian Sosial melalui Direktorat
Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat
Anak, diharapkan dapat menyusun program
dalam memperkecil kasus kekerasan seksual
terhadap anak.

Kata kunci: penyebab, penanggulangan,
kekerasan seksual anak

Uji Hartono (B2P3KS)

Pengaruh Kemampuan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pendamping Sosial Program

Keluarga Harapan (PKH)

The Influence of Work Ability and Motivation toward Social Escort’s Performance on Family

Hope Program (FHP)

Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial Vol 16 No 1 Maret 2017, hal 89 - 100

The research aims to know the influence
of the work ability towards social escort’s
performance of FHP. The influence of work
motivation towards social escort’s performance
of FHP. The influence between the work ability
and work motivation jointly on the work
performance of social escorts of PKH. The
subjects of the research were 39 people. The
technique of colleting data used questionares,
interviews, and documentary analysis. The
analysis of the data used statistical program
SPSS regression technique. The results showed
that the effect of working ability (X1) on the work
performance (Y) with a regression coefficient

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja
pendamping sosial PKH, pengaruh motivasi
kerja terhadap kinerja pendamping sosial
PKH, pengaruh antara kemampuan kerja dan
motivasi kerja secara bersama-sama terhadap
kinerja pendamping sosial PKH. Subyek
yang diteliti 39 orang, teknik pengumpulan
data menggunakan angket, wawancara, telaah
dokumen. Analisis data menggunakan teknik
regresi program statistik SPSS. Hasil analisis
menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan
kerja (X1) terhadap kinerja (Y) dengan
koefisien regresi sebesar 0,326. Pengaruh




0f 0.326. The effect of work motivation (X2) on
the work performance (Y) was significant with
a regression coefficient of 0.557. The effect of
Jointly working ability and work motivation
(X1 and X2) on the work performance (Y)
with the coefficient of determination (R2)
of 77.2 percent. Based on the analysis that
the ability to work (X1) had significant
influence on the work performance (Y), the
first hypothesis was accepted. The analysis
of the second hypothesis that motivation (X2)
has a significant influence, so that the second
hypothesis was accepted. The analysis of the
third hypothesis that the ability to work (X1)
and motivation (X2) has significant influence
Jjointly on the performance (Y), so that the third
hypothesis was accepted. The recommendation
that was to improve the ability and motivation
of social escort of FHP through training and
technical assistance so that its performance
gradually increased.

Keywords: work ability; work motivation;
performance.

motivasi kerja (X2) terhadap kinerja (Y)
dengan koefisien regresi sebesar 0,557.
Pengaruh secara bersama-sama kemampuan
kerja dan motivasi kerja (X1 dan X2) terhadap
kinerja (Y) dengan koefisien determinasi (R?)
sebesar 77,2 persen. Berdasarkan hasil analisis
terhadap hipotesis pertama bahwa kemampuan
kerja (X1) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kinerja (Y), sehingga hipotesis
pertama diterima. Hasil analisis terhadap
hipotesis kedua bahwa motivasi kerja (X2)
mempunyai pengaruh signifikan), sehingga
hipotesis kedua diterima. Hasil analisis
terhadap hipotesis ketiga bahwa kemampuan
kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) mempunyai
pengaruh signifikan secara bersama-sama
terhadap kinerja (Y), sehingga hipotesis ketiga
diterima. Rekomendasi, hendaknya dapat lebih
meningkatkan kemampuan dan motivasi kerja
pendamping sosial PKH melalui pelatihan
dan bimbingan teknis, sehingga kinerjanya
meningkat secara bertahap.

Kata kunci: kemampuan Kkerja; motivasi
kerja; Kinerja
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Abstract

The aims of this study was to evaluate the implementation results of social policies for the neglected elderly (LUT)
in Yogyakarta. The research approach was qualitative descriptive technique using data analysis of primary and secondary
data obtained from interviews, focus group discussions, observation and documentary analysis. The data validation employs
triangulation technique. The research results indicate that the implementation of social policies for the neglected elderly
in DIY was not yet optimal that can be derived from, the number of LUT covered in the policy was still small in number,
the quality of services provided to neglected elderly remains minimal, community involvement in taking care of the LUT is
notyet maximized, and the policies specifically manage LUT was not yet available. These happen because first, the specific
social policy towards LUT was not yet established, the existing policies remain partial and overlapping with the policy
of poverty, so that the implementation was insensitive towards the neglected elderly. Second, the available funding and
infrastructure in both intra and extra nursing institutions were still diminutive compared to the total number of LUTs in DIY.
Third, the number of human resources conducting the policy was still limited, moreover the qualified ones were few.

Keywords: social policy; neglected elder; policy evalution
Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi hasil implementasi kebijakan sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (LUT) di
DIY. Metode Penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis data primer dan data sekunder yang diperoleh
dari wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi. Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah dengan
triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa implementasi kebijakan sosial bagi LUT di DI'Y masih belum
optimal, yang dapat dibuktikan dari jumlah LUT yang terkover dalam kebijakan masih sangat sedikit, kualitas layanan
yang diberikan untuk LUT masih minimal, pelibatan masyarakat dalam mengurus lansia belum maksimal, dan kebijakan
yang khusus mengelola LUT belum ada. Hal ini terjadi karena, pertama kebijakan sosial khusus untuk LUT belum
tersedia, akibatnya kebijakan yang ada masih sangat parsial dan tumpang tindih dengan kebijakan kemiskinan,sehingga
pelaksanaannya tidak sensitif lansia. Kedua, dana dan infrastruktur yang tersedia baik di panti dan non panti masih sangat
minim dibandingkan dengan jumlah total LUT di DIY. Ketiga, jumlah sumberdaya (SDM) berkualitas pelaksana kebijakan
masih terbatas dan sedikit.

Kata kunci: kebijakan sosial; lanjut usia terlanta; evaluasi kebijakan

A. Pendahuluan

Indonesia menghadapi tantangan demografi
yang krusial berupa ageing population dalam
bentuk penambahan jumlah penduduk lanjut usia
(lansia) dalam jumlah yang besar. Hasil Sensus
Penduduk tahun 2010 menempatkan Indonesia
di peringkat lima negara-negara dengan populasi

lansia tertinggi atau peringkat empat di Asia
setelah India, China, dan Jepang (Jones, 2007,
Surveymeter, 2016). Konsekuensi logis dari
kompleksitas ageing population adalah struktur
masyarakat Indonesia mengalami perubahan dari
populasi ‘muda’ dari tahun 1971 menjadi popu-
lasi yang lebih ‘tua’ pada tahun 2020 (Noveria,
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2015). Perubahan struktur penduduk juga
mempengaruhi rasio ketergantungan atau De-
pendency Ratio (BKKBN Republik Indonesia,
2012). Tingginya populasi lansia juga memberi
implikasi pada pembiayaan dan sumberdaya
sistem pelayanan publik dan jaminan sosial
(Kadar et.al, 2013; Ananta, 2012; Lit, 2016)
serta pada pengelolaan pelayanan untuk lansia
(Yen-Jen, 2007; Uhlenberg, 1992).

Provinsi yang memiliki jumlah lansia terting-
gi di Indonesia adalah Daerah Istimewa Yogya-
karta (DIY). Pertumbuhan jumlah lansia di DI'Y
per tahun 2012 mencapai 48.092 jiwa per tahun
(Kedaulatan Rakyat, 2012). Kondisi ini dipe-
ngaruhi oleh tingkat harapan hidup penduduk
DIY yang merupakan daerah dengan tingkat
harapan hidup tertinggi di Indonesia (BPS, 2013).
Tingginya proporsi lansia di DIY diproyeksikan
akan terus mengalami peningkatan yang sig-
nifikan pada tahun 2020, mencapai 14,7 persen
dan puncaknya pada tahun 2030 akan mencapai
19,5 persen (Merdeka, 2014). Berdasarkan latar
belakang masalah tersebut, permasalahan dalam
penelitian ini meliputi: Kondisi demografi DIY
mengalami ageing population karena adanya
peningkatan jumlah lansia secara menyeluruh
di wilayah DIY dan memiliki pencapaian usia
harapan hidup tertinggi di Indonesia tetapi
belum mampu mengelola permasalahan lansia
yang baik dan tidak memperhatikan pemenuhan
kesejahteraan lansia; Dalam satu dekade terakhir,
jumlah LUT di DIY mengalami pertumbuhan
signifikan dengan kondisi tertinggi berada di
Kabupaten Gunungkidul; Belum ada kebijakan
sosial yang pro lansia dari pemerintah pusat
maupun Pemerintah DIY untuk merumuskan
arah kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial
bagi lansia.

Orientasi pencapaian hasil dari penelitian
ini untuk memetakan kondisi kesejahteraan
LUT lebih faktual, menganalisis dampak imple-
mentasi kebijakan sosial bagi LUT di DIY, dan
memberi rekomendasi pengembangan kebijakan
sosial dalam mengelola permasalahan LUT di
DIY berdasarkan hasil evaluasi kebijakan, karena

di tingkat nasional maupun tingkat lokal DIY be-
lum ada kebijakan pro lansia secara menyeluruh
dan berkelanjutan untuk meningkatkan jaminan
perlindungan sosial dan kesejahteraan lansia,
khususnya LUT.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan ada-
lah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan
data dilakukan melalui observasi, wawancara
mendalam, Focus Group Discussion (FGD), dan
telaah dokumen. Lokasi penelitian di DIY yang
meliputi Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman,
Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul, dan
Kabupaten Kulonprogo dengan jabaran subjek
penelitian: BKKBN Provinsi dan Kabupaten/
Kota, Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Trans-
migrasi DIY, kota dan kabupaten, Penduduk
LUT yang ditangani oleh Dinas Sosial, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi di DIY, Komisi Daerah
Lansia DIY, Forum Komunikasi Lansia di se-
tiap kabupaten dan kota, Pusat Studi Kebijakan
dan Kependudukan (PSKK) UGM Yogyakarta,
Pusat Studi Insan Usia Lanjut UNY, Panti Sosial
Tersna Werdha Abiyoso Yogyakarta, Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) di
setiap kabupaten dan kota. Informan dipilih
secara purposif dari masing-masing instansi dan
lembaga tersebut, sedang analisis data dilakukan
secara deskriptif kualitatif.

C. Kondisi Ageing Population di DIY

Fakta demografi di DIY yang tidak dapat
terelakkan hingga saat ini adalah ageing popu-
lation (Dinas Sosial DIY, 2015). Kondisi ini
memberi tantangan terbesar bagi Pemerintah
DIY untuk mengelola kesejahteraan penduduk
lansia dan memberi jaminan kepastian hukum
terhadap pelayanan kesejahteraan sosialnya.
Persoalan pengelolaan lansia di DIY ini menjadi
sangat strategis karena memiliki social value
yang tinggi sebagai provinsi yang memiliki ting-
kat harapan hidup lansia tertinggi di Indonesia
yang mencapai 75 tahun (Dinas Sosial DIY,
2015). Proporsi jumlah penduduk lansia di DIY
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mencapai 553.757 jiwa dengan kategori usia 60
tahun ke atas dari total jumlah 3.595.256 jiwa.
Fakta lain yang tidak dapat terelakkan adalah
38.448 jiwa termasuk dalam kategori LUT
(Kependudukan Setda DIY, 2016).

Berdasarkan hasil pendataan keluarga tahun
2008, dapat diketahui bahwa sebaran jumlah
anggota keluarga usia 60 tahun ke atas (lansia)
di DIY dari tertinggi ke terendah adalah Ka-
bupaten Kulonprogo sebesar 14,71 persen dari
total jumlah jiwa dalam keluarga; Kabupaten
Gunungkidul sebesar 13,89 persen; Kabupaten
Bantul 11,35 persen; Kabupaten Sleman 11,25
persen. Kota Yogyakarta 10,84 persen (Sumber:
www.kulonprogo.go.id.). Fakta lain yang tidak
dapat dilepaskan dari permasalahan tingginya
proporsi jumlah lansia di DIY adalah eksistensi
sosial ekonomi penduduk LUT di DIY yang
mencapai 38.448 jiwa per tahun 2015. Sebaran
jumlah penduduk LUT di DIY dapat dilihat pada
grafik1 berikut.

Grafik 1

Sebaran jumlah penduduk LUT di DIY tahun
2015
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Kabupaten dan Kota di DIY

Sumber: Dinas Sosial DIY, 2015.

Analisis data LUT di DIY pada tahun 2015
menunjukkan, bahwa jumlah LUT tertinggi di
DIY adalah Kabupaten Gunungkidul 15.485
jiwa, sedangkan yang terendah Kota Yogyakarta
1.981 jiwa. Kondisi ini sangat dipengaruhi karak-
teristik sosial, ekonomi, dan budaya di setiap
kabupaten dan kota. Fenomena sosial yang men-
jadi perhatian dari kondisi LUT di DIY ternyata
memiliki perbedaan karakteristik sosial, ekono-

mi, dan budaya berdasarkan kondisi topografis
daerah yang dibedakan menjadi wilayah perde-
saan (rural area) dan wilayah perkotaan (urban
area). Karakteristik ketelantaran dan kemiskinan
di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul
dan Kabupaten Kulonprogo berbeda dengan
Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta. Se-
bagai rural area, sekalipun miskin, LUT di
wilayah Kabupaten Gunungkidul, Kulonprogo
dan Bantul memiliki kemandirian dan eksistensi
sosial yang lebih baik, dapat bertahan memenuhi
kehidupan sehari-hari meskipun kadar nutrisi
ataupun pemenuhan gizinya belum tentu seim-
bang (Nugroho, 2016). Daya dukung lingkungan
sosial masyarakat di wilayah perdesaan (rural
area) masih tinggi karena masyarakat sekitar
masih memiliki nilai kearifan lokal dan modal
sosial yang kuat seperti gotong royong, tepa
selira, kepekaan sosial dan kepedulian terhadap
LUT di sekitar mereka.

Hal tersebut berbeda dengan kondisi LUT
di wilayah perkotaan (urban area) seperti Kota
Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, mayoritas
LUT berada di kantong-kantong kemiskinan
dan permukiman kumuh di perkotaan dengan
tingkat kepekaan dan kepedulian sosial dari
warga sekitar masih rendah (Nugroho, 2016).
Kondisi ini dipengaruhi gaya hidup, kearifan
lokal, dan modal sosial masyarakat perkotaan
cenderung bersifat individualistis sehingga
eksistensi sosial-ekonomi LUT semakin termar-
ginalisasikan. Ketika ketiadaan uang ataupun
orang lain (keluarga atau masyarakat) praktis
lanjut usia terlantar semakin tidak berdaya di
tengah masyarakat yang semakin tidak peduli.
LUT menjadi semakin memiliki ketergantung-
an tinggi terhadap bantuan sosial pemerintah
dalam pengentasan kemiskinan. Berdasarkan
fakta demografi tersebut, persoalan lansia DIY
tidak hanya pada jumlah lansia yang tinggi tetapi
juga dihadapkan pada titik kritis eksistensi sosial
LUT dan kesejahteraan sosial lansia. Persoalan
lansia seharusnya menjadi agenda kebijakan
sosial terbesar untuk dipecahkan dalam prioritas
pembangunan.
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Evaluasi Kebijakan Kesejahteraan Lan-
jut Usia: antara Harapan dan Kenyataan:
Meskipun kesejahteraan manusia lanjut usia
telah menjadi masalah yang harus mendapat
perhatian dan terus berkembang, kebijakan sosial
yang berpihak kepada lansia, baik yang dilaku-
kan oleh pemerintah pusat maupun daerah belum
menjadi prioritas. Di DIY kebijakan mengenai
lansia hanya mengacu pada Undang-Undang
No 13 tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut
usia. Hal ini bermakna bahwa meskipun sudah
berjalan hampir dua dekade, dan konteks sosial
sudah berubah secara signifikan, kebijakan untuk
lansia di Indonesia belum disesuaikan dengan
kebutuhan yang terus berkembang.

Negara bertanggung jawab untuk mengelola
bahwa pelayanan kesejahteraan sosial bagi
lansia, seperti dalam Undang-Undang No 13
tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia
dan Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang
hak asasi manusia. Tujuan kebijakan tetang
kesejahteraan sosial seperti terdapat pada pasal
4 UU No 13 tahun 1998 menjelaskan, bahwa
upaya peningkatan kesejahteraan sosial bertu-
juan untuk memperpanjang usia harapan hidup
dan masa produktif, terwujudnya kemandirian
dan kesejahteraannya, terpelihara sistem nilai
budaya dan kekerabatan bangsa Indonesia,
serta lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang
Maha Esa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan
akhir dari implementasi kebijakan tentang kese-
jahteraan lanjutan usia di Indonesia diarahkan
pada pencapaian kemandirian dan kesejahtera-
an lansia secara sosial, ekonomi, budaya, dan
religiusitas.

Rujukan implementasi kebijakan kesejah-
teraan lansia masih bersifat fop down dari
Undang-Undang No 13 Tahun 1998 dengan
penanggungjawab formalnya berada dalam
kewenangan Kementerian Sosial Republik Indo-
nesia yang dilaksanakan hingga tingkat daerah.
Ranah implementasi kebijakan kesejahteraan
lansia memiliki cakupan yang luas dan belum
semua daerah memiliki peraturan teknis terkait
implementasinya sehingga memiliki tingkat ke-

rentanan ekternalitas negatif yang tinggi karena
tumpang tindih dengan kebijakan pengentasan
kemiskinan di daerah. Pemerintah belum mem-
punyai skema pelayanan kesejahteraan sosial dan
perlindungan sosial yang jelas dalam menangani
kelompok lanjut usia terlantar, baik aksesibili-
tas secara fisik maupun non-fisik karena faktor
keterbatasan anggaran dan rendahnya moral will
dan political will dari pemangku kepentingan
terkait.

Secara formal, LUT dikategorikan sebagai
penyandang masalah kesejahteraan sosial
(PMKS) yang penanganannya membutuhkan
integrasi kewenangan dan kerjasama lintas sek-
toral, baik secara vertikal maupun horizontal.
Dalam pelayanan kesejahteraan sosial LUT di
DIY, kontribusi organisasi sosial kemasyaraka-
tan, baik yang berbasis agama maupun budaya
sangat besar untuk memperkuat kepekaan dan
kepedulian sosial serta memberikan pengua-
tan psikologis dan rohani, seperti kelompok
pengajian, paguyuban masyarakat berbasis
budaya, jemaat gereja. Terdapat juga Lembaga
Kesejahteraan Sosial (LKS) yang ada di DIY
dan jumlahnya cukup banyak, khususnya yang
melakukan pembinaan kepada lanjut usia. Da-
lam pelaksanaan ketugasannya LKS merupakan
mitra kerja bagi pemerintah untuk memberi pe-
layanan kesejahteraan sosial dan pendampingan
kepada PMKS khususnya LUT.

Jenis pelayanan kesejahteraan sosial LUT
di DIY dengan mengacu pada Undang-Undang
No 13 tahun 1998 dilakukan dengan dua bentuk:
Pertama, Pelayanan lanjut usia di dalam panti
atau Balai Pelayanan Sosial Tersna Werdha
pelayanan sosial diberikan pada lanjut usia
telantar (LUT) di masyarakat sebagai alternatif
terakhir ketika lansia benar-benar dalam kon-
disi terlantar dan tidak ada potensi atau sistem
sumber di sekitarnya yang memungkinkannya
memperoleh pemenuhan kebutuhan fisik maupun
non-fisik. Pemerintah DIY dan Pemerintah Kota
Yogyakarta melakukan pelayanan kesejahteraan
sosial LUT berbasis panti dilakukan melalui
Balai Pelayanan Sosial Tersna Werdha (BPSTW)
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Yogyakarta Unit Abiyoso di Kabupaten Sleman,
Balai Pelayanan Sosial Tersna Werdha (BPSTW)
Yogyakarta Unit Budi Luhur di Kabupaten
Bantul, dan Panti Jompo Budhi Dharma di Kota
Yogyakarta. Pelayanan kesejahteraan sosial LUT
juga dilakukan oleh pihak swasta dan organisasi
kemasyarakatan. Daya tampung dari BPSTW
DIY secara keseluruhan 186 lansia, secara sosial
ekonomi dan 28 orang LUT berbayar (LUT yang
secara sosial terlantar tetapi secara ekonomi ter-
golong sejahtera). Balai Pelayanan Sosial Tersna
Werdha (BPSTW) DIY, sebagai salah satu unsur
pelaksana teknis di Dinas Sosial DIY mempunyai
tugas memberi bimbingan dan pelayanan bagi
lanjut usia terlantar agar dapat hidup secara baik
dan terawat dalam masyarakat, baik yang berada
di dalam panti maupun di luar panti, yaitu Day
Care Service dan Trauma Services.

Kedua, Pelayanan kesejahteraan sosial ber-
basis masyarakat yang didanai dengan APBN
dan APBD yaitu Asistensi Sosial Lanjut Usia
(ASLUT), Jaminan Sosial Lanjut Usia (JSLU),
Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Homecare,
Family support, dan Day care. Pelaksanaan
model pelayanan kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat dilakukan oleh Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK), pekerja sosial, kelu-
arga, organisasi kemasyarakatan berbasis budaya
dan agama, serta lembaga kesejahteraan sosial
(LKS). Pelaksanaan program-program pelayanan
kesejahteraan sosial berbasis masyarakat, dari
sisi kuantitas dapat menjangkau lebih banyak
LUT dibanding dengan pelayanan di dalam ling-
kup balai, tatapi kualitas pelayanannya belum
seintensif yang diterima oleh LUT yang dirawat
di dalam balai. Orientasi pemberian pelayanan
kesejahteraan sosial ditujukan kepada LUT yang
tidak dapat tertangani oleh Balai Pelayanan
Sosial Tresna Werdha di DIY. Partisipasi aktif
masyarakat sekitar LUT sangat dibutuhkan untuk
mengoptimalkan keberlanjutan pendampingan
sosial.

Berdasarkan hasil analisis implementasi
kedua model pelayanan kesejahteraan sosial
bagi LUT, dapat diketahui bahwa secara nor-

matif pelayanan kesejahteraan sosial berbasis
panti dan balai dinilai lebih akomodatif dengan
kebutuhan LUT karena dukungan infrastruktur
dan pendanaan yang jelas dari pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pelayanan kesejahteraan
sosial yang diberikan dilakukan oleh sumber
daya manusia yang profesional di bidangnya
seperti dokter jaga, perawat jaga, dan pekerja
sosial yang memberi pelayanan 24 jam selama
7 hari berturut-turut. Pengelola BPSTW juga
mengimplementasikan program-program fisik
dan non fisik yang ditujukan untuk meningkat-
kan kemandirian sosial, kesehatan fisik-psikis
dan kesejahteraan sosial. Meskipun penyeleng-
garaan pelayanan sosial yang dilakukan sudah
layak tetapi masih terdapat beberapa aspek yang
menjadi catatan evaluasi kebijakan ke depan.

Kapasitas daya tampung yang masih terbatas,
apabila dibandingkan antara fasilitas infrastruk-
tur dan kemampuan daya tampung yang dimiliki
oleh BPSTW dengan jumlah LUT di DIY dinilai
masih sangat kurang memadai karena BPTSW
hanya mampu menampung sebanyak 214 orang
LUT padahal jumlah yang ada di DIY 35.000
orang. Upaya memperluas jangkauan terhadap
LUT dengan adanya pelayanan kesejahteraan
sosial berbasis masyarakat ternyata juga masih
belum mampu menjangkau seluruh LUT. Pada
tahun 2016, terdapat 4.456 lansia terlanta (11.59
persen dari 38.448 LUT) yang mendapatkan pe-
layanan melalui program asistensi sosial lanjut
usia (ASLUT), jaminan sosial lanjut usia (JSLU),
usaha ekonomi produktif (UEP), homecare, fam-
ily support, dan day care.

Anggaran dana operasional yang terbatas.
Anggaran yang dialokasikan untuk dua balai
yang dikelola oleh Pemerintah DIY di bawah
Dinas Sosial tersebut membutuhkan anggaran
Rp 5.000.000.000,00,- untuk operasionalnya,
bahkan akibat adanya penyesuaian anggaran
APBN-P 2016, anggaran untuk program-pro-
gram pelayanan kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat pada tahun 2016 berkurang secara
signifikan. Sistem pengelolaan LUT di BPSTW
yang belum sesuai dengan karakteristik sosial
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yang dibutuhkan oleh LUT. Secara umum,
karakteristik sosial LUT di BPSTW ada dua. Per-
tama, LUT yang berasal dari warga masyarakat
biasa yang memiliki kemampuan beradaptasi
dan bersosialisasi yang baik, memahami nilai,
etika, norma, memiliki kesadaran untuk menjaga
kebersihan dan kesehatan, serta memiliki komit-
men tanggung jawab yang baik sehingga mereka
lebih mandiri dalam pemenuhan kebutuhan
aktivitas sehari-hari. Kedua, LUT yang berasal
dari jalanan yang menyandang status sosial se-
bagai penyandang masalah kesejahteraan sosial
(gelandangan dan pengemis).

Berbeda dengan LUT yang berasal dari war-
ga masyarakat biasa, LUT yang berasal dari ge-
landangan dan pengemis memiliki karakteristik
cenderung tidak mengenal tata nilai dan norma
sosial, sehingga memiliki kerentanan konflik
dan membutuhkan pendampingan sosial ekstra
karena ketidakpeduliannya dalam bersosialisasi
dan beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya.
Dalam memberi pelayanan sosial kepada LUT
dibutuhkan afirmasi dalam klasfikasi pelayanan
sosial sesuai dengan karakateristik LUT yang
ditangani. Meskipun pemerintah masih mengan-
dalkan implementasi pelayanan kesejahteraan
sosial berbasis panti atau BPSTW tetapi pada
beberapa inisiasi program pendampingan LUT
justru diakomodasi dengan baik oleh masyarakat
sendiri secara mandiri menunjang implementasi
program pemerintah.

Model ini dinilai mampu menjangkau LUT

di lingkungan sosial setempat sehingga mampu
menjaga keberlanjutan di tingkat teknis opera-
sionalnya. Dalam praktiknya, pelayanan kese-
jahteraan sosial LUT berbasis masyarakat
memiliki kelebihan dalam menginisiasi program
pendampingan mandiri dari masyarakat ketika
pemerintah dinilai tidak mampu dalam menga-
tasi berbagai permasalahan LUT di masyarakat
karena keterjangkauan implementasi program
asistensi sosial lanjut usia terlantar (ASLUT)

yang belum mampu mengakomodasi kebutu-
han fisik dan non-fisik LUT. Namun imple-
mentasi model ini juga menghadapi tantangan
permasalahan yang meliputi: Jumlah Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang
terbatas dalam mendampingi setiap LUT yang
tersebar di berbagai wilayah desa/kelurahan;
Ketidaksamaan latarbelakang pendidikan dan
ketrampilan pelayanan kesejahteraan sosial dari
TKSK karena tidak disesuaikan dengan analisis
kebutuhan ketugasan dan tugas pokok fungsi
yang dibutuhkan dalam pendampingan; Komit-
men dalam keberlanjutan pendampingan yang
dilakukan oleh pihak keluarga dan masyarakat
sekitar LUT karena mayoritas masih memiliki
keterbatasan pengetahuan, skills, dan waktu
dalam melakukan pendampingan pelayanan
kesejahteraan sosial bagi LUT.

Data base kemiskinan dan LUT yang cen-
derung tidak up to date karena proses pendataan
yang lama dan tidak terintegrasi dalam ke-
wenangangan yang sama sehingga kerentanan
ketidaktepatan pencapaian sasaran program dan
kebijakan relatif besar. Daya dukung kuota LUT
terbatas untuk dapat masuk dalam kriteria penda-
naan ASLUT berbasis keluarga dan masyarakat,
sehingga cakupan program masih memiliki
potensi eksternalitas negatif yang tinggi. Belum
optimalnya integrasi koordinasi peran antara pe-
merintah pusat, daerah, swasta dan masyarakat
dalam mendukung tata laksana pengelolaan
anggaran dan pendampingan berbasis keluarga
dan masyarakat.

Dalam implementasi, pada kenyataannya
menunjukan bahwa masih banyak lanjut usia
yang belum mendapatkan perlindungan serta
akses pelayanan sosial, baik fisik maupun non-
fisik. Cakupan permasalahan yang dihadapi
secara nyata berdasarkan evaluasi hasil capaian
implementasi kebijakan sosial untuk meningkat-
kan kesejahteraan sosial LUT dapat dipetakan
pada tabel 1.
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Tabel 1

Analisis Evaluasi Implementasi Kebijakan Lanjut Usia di DIY

Aspek yang Dievaluasi

Capaian Hasil Implementasi

Permasalahan yang Muncul

Konten kebijakan

Masih belum mendukung peningkatan
kesejahteraan LUT secara nyata

LUT tidak memiliki NIK sehingga
memiliki hambatan administratif untuk
mengakses pelayanan kesehatan dan
fasilitas jaminan kesejatan

Belum ada konsep lansia asuh, belum
ada muatan lokal dalam pendidikan dan
pola asuh keluarga, modul peduli
lansia, dan pelayanan ramah lansia.

Konteks kebijakan

Cakupan konteks kebijakan masih
parsial dan belum integratif dalam
program-program di tingkat daerah

Masuk dalam skim jamkesmas dan
jamkesda sehingga proses penyelesaian
berbelit-belit.

Konteks kebijakan untuk LUT
cenderung bias perspektif antar
pemangku kepentingan dan tumpang
tindih dengan kebijakan kemiskinan

Ketersediaan alternatif
kebijakan

Belum ada dukungan alternatif
kebijakan di tingkat daerah

Belum ada peraturan daerah yang dibuat
oleh Pemerintah DIY tentang lansia dan
pelayanan kesejahteraan sosial bagi LUT

Ketersediaan daya 1. SDM: Keterbatasan jumlah tenaga 1. Belum ada nursing home (rumah sakit

dukung: medis (dokter spesialis geriatri, yang khusus menangani lansia dalam

1. SDM ahli gizi, pramurukti/perawat kondisi apapun secara paripurna) di

2. Anggaran pendamping, psikiater, psikolog), Indonesia

3. Insfrastruktur pekerja sosial, TKSK. 2. Poli lansia di puskesmas hanya

4. Lingkungan sosial 2. Anggaran: keterbatasan anggaran menangani urusan fisik lansia tetapi

dan budaya operasional BPSTW dan program- tidak memperhatikan faktor psikologis

program penanganan LUT yang lansia, pekerja sosial harus sampai level
tidak spesifik serta kurang puskesmas
afirmatif. 3. Belum ada spesialisasi menu di

3. Infrastruktur: fasilitas publik di BPSTW sesuai dengan karakteristik
ruang publikmasih belum ramah lansia dan kondisi kesehatan lansia.
lansia, aksesibilitas fasilitas di 4. Infrastruktur publik terlalu modern
BPSTW kurang mendukung ruang sehingga membuat lansia menjadi
aktivitas LUT untuk melatih teralienasi.
kemandirian sosial-ekonomi sesuai 5. Masih rendahnya pemahaman dan
dengan minat dan bakat masing- pengetahuan yang dimiliki masyarakat
masing dalam menangani LUT disekitarnya.

4. Lingkungan sosial-budaya: kondisi 6. Anggaran untuk program LUT di tahun
sosial dan nilai-nilai budaya di 2016 diperkecil akibat penyesuaian
masyarakat masih kuat untuk APBN-P
mendukung eksistensi sosial,
agama, dan budaya bagi LUT.

D. Penutup di dalam maupun di luar lingkup balai yang

Kesimpulan: Dari uraian di atas dapat diam-
bil kesimpulan, bahwa kebijakan sosial terhadap
LUT di DIY masih belum dapat mencapai hasil
yang optimal. Dari data dilapangan menunjuk-
kan, bahwa jumlah kebijakan dilakukan, baik

menggunakan anggaran pusat dan daerah hanya
menyentuh sebagian kecil (11,58 persen) dari
total LUT yang ada di DIY. Dari sisi kualitas
pelayanan yang diberikan untuk lansia juga be-
lum mencapai kualitas layanan terbaik. Pelibatan
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masyarakat masih belum maksimal, terjadi kare-
na, pertama kebijakan sosial khusus untuk LUT
belum tersedia, akibatnya kebijakan yang ada
masih sangat parsial dan tumpang tindih dengan
kebijakan kemiskinan, sehingga pelaksanaannya
tidak sensitif lansia Dana dan infrastruktur yang
tersedia, baik di dalam maupun luar lingkup balai
masih sangat terbatas. Ketiga, jumlah sumber-
daya (SDM) yang berkualitas masih terbatas.

Rekomendasi: Pengembangan model kebi-
jakan sosial yang dibutuhkan dalam meningkat-
kan kesejahteraan sosial LUT di DIY merujuk
pada pengembangan kebijakan sosial yang bersi-
fat integratif dan kolaboratif secara multisektoral
serta melibatkan pemangku kepentingan dari
pemerintah, swasta, keluarga, dan masyarakat.
Rekomendasi pengembangan model kebijakan
sosial yang dibutuhkan dalam meningkatkan
kesejahteraan sosial LUT adalah kebijakan sosial
terkait jaminan sosial, jaringan pengaman sosial,
asuransi sosial, dan pendampingan sosial.

Fakta sosial yang muncul dari hasil evaluasi
kebijakan LUT di DIY memiliki konsekuensi
logis bagi setiap pemangku kepentingan untuk
menjawab tantangan demografis. Proyeksi kebi-
jakan yang dibutuhkan dalam pengelolaan LUT
di DIY lebih diarahkan pada aspek kelengkapan
instrumen kebijakan di tingkat daerah, melalui
diterbitkannya peraturan daerah dan peningkatan
kualitas pelayanan kesejahteraan sosial LUT.
Inovasi kebijakan lansia sangat dibutuhkan
karena peraturan perundang-undangan terakhir
dikeluarkan pada tahun 1998 (Undang-Undang
No. 13 Tahun 1998) sehingga dinilai kurang
akomodatif dalam merespons permasalahan
lansia terkini.

Negara masih menilai pengelolaan lansia
sebagai beban dan bukan investasi sosial yang
menguntungkan dalam kebijakan karena hanya
melihat lansia dari perspektif produktivitas dan
jaminan perlindungan sosial. Nilai eksternalitas
negatif yang muncul dari pengelolaan lansia
dinilai lebih besar, sehingga tidak banyak sektor
privat yang berminat untuk berkontribusi dalam
penyediaan pelayanan kesejahteraan lansia dan

infrastruktur pendukung yang ramah lansia di
ruang publik. Moral will dan political will dari
setiap pemangku kepentingan sangat dibutuhkan
untuk dapat menjadi komitmen bersama dalam
mengelola LUT dengan melibatkan pemerin-
tah, organisasi kemasyarakatan, swasta dan
masyarakat secara kolaboratif serta integratif.

Beberapa hal yang dapat dimasukkan sebagai
prioritas dalam proyeksi model kebijakan LUT
meliputi peningkatan: prioritas alokasi anggaran
yang pro lansia khususnya untuk penanganan
LUT, kualitas pelayanan publik dan fasilitas
publik yang ramah lansia, melakukan afirmasi
kebijakan peningkatan kesejahteraan LUT dalam
peraturan daerah dan petunjuk pelaksana teknis
bagi instansi terkait, menginisiasi program-pro-
gram pengelolaan dan pelayanan LUT berbasis
keluarga dan masyarakat sekitar, merumuskan
kebijakan tunjangan hari tua bagi semua lansia
karena setiap orang berhak meneima tunjangan
hari tua secara layak, proyeksi model pelayanan
kesejahteraan soaial dapat dilakukan dengan
pelayanan berbasis panti atau BPSTW dan
pelayanan berbasis keluarga atau masyarakat
kebijakan lansia.

Melakukan edukasi dan pendampingan
terhadap keluarga lansia dan masyarakat dalam
memberikan pelayanan kesejahteraan sosial
dan asistensi lanjut usia terlantar, melakukan
penguatan kapasitas tenaga pendamping LUT,
menginisiasi pembangunan nursing home (ru-
mabh sakit yang khusus menangani lansia dalam
kondisi apapun secara paripurna) di tingkat ka-
bupaten dan kota, mengintegrasikan kerjasama
antar daerah dalam menangani LUT karena
penanganan LUT bersifat multisektoral dan
borderless. Dalam melakukan penangangan LUT
dapat dilakukan menggunakan bentuk kebijakan
sosial sebagai berikut.

Jaring pengaman sosial diorientasikan untuk
pemenuhan kebutuhan fisik. Asuransi sosial
diorientasikan untuk perlindungan sosial dalam
kondisi kegawatdaruratan seperti penurunan
kondisi kesehatan drastis yang membutuhkan
pengobatan yang mahal, kebutuhan peralatan



Evaluasi Kebijakan Sosial Peningkatan Kesejahteraan ...

(Yanuardi, Kurnia Nur Fitriana, dan Marita Ahdiyana)

yang spesifik ketika terjadi kecelakaan, dan
biaya perubahan lingkungan untuk disesuaikan
dengan kondisi lanjut usia. Pendampingan sosial
berkaitan dengan pengadaan tenaga pendamping
khusus maupun relawan baik dari keluarga atau
masyarakat sekitar yang mampu melakukan
pendampingan baik fisik, sosial maupun kebu-
tuhan lainnya agar lansia dapat tersejahterakan
secara sosial.
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Abstract

Komunitas Adat Terpencil (KAT) is a program designed to improve both social life and economic condition for
isolated customary communities. The aim of the program as stipulated in Indonesian national development planning is
to afford the prosperity to every Indonesian citizen. This article is discussing a preparation phase of social community
empowerment aiming to understand social condition and to absorb community aspirations on what they needs in affording
social prosperity; Analyze the proper format of social empowerment to targeted community. The observation conducted
in Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Pintu Rime Gayo Sub-District, Bener Meriah District. The result of
field study concluded that all local community members are coffee farmers, housing condition is really apprehensive, the
houses are not appropriate to live, limited access to the social, health and education services. The primary needs are proper
house, religious practice facility, community center building and its supporting facilities to facilitate meetings. Community
sociological condition is really enthusiasm and ready to be empowered. Environment condition also very supported to
develop various agriculture activities. Bener Meriah local government has declared the commitment to support and
contribute to ensure the success of this social community empowerment program

Key word: isolated community; empowerment; social and economic
Abstrak

Komunitas Adat Terpencil (KAT) merupakan salah satu program untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan sosial
dan ekonomi masyarakat terpencil, sejalan dengan tujuan pembangunan nasional untuk menyejahterakan seluruh rakyat
Indonesia. Tulisan ini merupakan pemberdayaan sosial komunitas terpencil dengan tujuan untuk, memahami kondisi sosial
dan menjaring aspirasi masyarakat tentang kebutuhan kesejahteraan sosial; Menganalisis bentuk pemberdayaan sosial bagi
komunitas setempat. Pengamatan dilakukan di Dusun Pantan Kriko, Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan Pintu Rime
Gayo, Kabupaten Bener Meriah. Berdasarkan studi lapangan masyarakat setempat hidup sebagai petani kebun kopi, kondisi
permukiman penduduk sangat memprihatinkan, masih ada rumah tidak layak huni, terbatasnya akses terhadap pelayan
sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kebutuhan utama adalah pembangunan rumah layak huni, sarana peribadatan,
gedung serbaguna untuk pertemuan dan sarana pendukung lainnya. Kondisi sosiologis masyarakat sangat antusias dan siap
untuk diberdayakan, kondisi lingkungan sangat baik untuk mengembangkan berbagai pertanian. Pemerintah daerah Bener
Meriah menegaskan komitmennya siap berdampingan dengan program pemberdayaan sosial komunitas setempat.

Kata kunci: komunitas adat terpencil, pemberdayaan, sosial dan ekonomi

A. Pendahuluan

Pembangunan (development) merupakan
suatu upaya yang dilakukan oleh setiap manusia
untuk memperbaiki taraf hidup ke arah yang
lebih baik. Pembangunan Nasional (Tjokroami-
djojo, 1980) adalah pembangunan yang dilaku-
kan secara menyeluruh dan diharapkan dapat
meningkatkan taraf hidup, serta kesejahteraan

seluruh masyarakat yang adil dan merata serta
pembangunan dasar yang kuat untuk pembangu-
nan berkelanjutan, karena tujuan pembangunan
nasional untuk mennyejahterakan rakyat. Pem-
bangunan (Haslam, dkk: 2012) adalah mengisi
gap antara yang kaya dengan yang miskin untuk
menciptakan kesetaraan kepada semua orang.
Disisi lain pembangunan (Kristensen: 1974) da-
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pat dipahami sebagai upaya untuk memperbaiki
ekonomi, sosial, budaya dan politik.

Pembangunan adalah proses perubahan untuk
membangun dan mengembangkan diri menjadi
lebih mandiri dan lebih baik, dalam memenuhi
kebutuhan hidup sehari-hari. Pembangunan
dimaksud mencakup berbagai aspek kehidupan
sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan. Pem-
bangunan merupakan suatu proses perubahan
sosial dengan partisipasi yang luas dalam suatu
masyarakat yang dimaksudkan untuk memaju-
kan sosial dan material, termasuk bertambah
besarnya kualitas keadilan dan kebebasan (Reet
& Hardwick, 1976).

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional yang menjelaskan,
bahwa sistem perencanaan pembangunan na-
sional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan
pembangunan untuk menghasilkan rencana
pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di
tingkat pusat dan daerah. Berdasarkan berbagai
pendapat, pembangunan nasional merupakan
upaya yang dilakukan secara terus-menerus
untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa maju,
baik dalam taraf hidup maupun dalam berbagai
bidang aspek kehidupan.

Indonesia sebagai Negara kepulauan terbesar
di dunia berada dalam persoalan kemiskinan
yang sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu,
diperlukan berbagai upaya untuk mengentaskan
kemiskinan dan mengupayakan kesejahteraan
bagi seluruh anak bangsa sesuai dengan tujuan
dari sila ke lima Pancasila, di ataranya strategi
yang sangat menyentuh masyarakat akar rumput
adalah program komunitas adat terpencil. Pro-
gram yang dilakukan Kementerian Sosial dan
dinas sosial (provinsi dan kabupaten) ini mampu
menjangkau masyarakat pedalaman yang sangat
terpencil dan belum sepenuhnya merasakan kes-
ejahteraan berbangsa sebagaimana masyarakat
yang hidup di kota-kota. Pemberdayaan komuni-
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tas di Provinsi Aceh sudah dilakukan di beberapa
daerah telah menunjukkan hasil yang sangat
positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Tahun 2016 pemberdayaan KAT kembali
diusulkan di Kabupaten Bener Meriah dengan
lokasi di Gampong Pantan Sinaku, Kecamatan
Pintu Rime Gayo. Kabupaten pemekaran ini dan
beberapa wilayahnya dianggap masih kurang
tersentuh dengan berbagai program pember-
dayaan. Konflik yang telah mendera Aceh selama
30 tahun telah menyebabkan masyarakat terting-
gal dalam berbagai hal, juga yang menyebabkan
mereka meninggalkan kawasan hunian bertahun-
tahun dan menyebabkan kehilangan rumah,
kebun yang terlantar dan terjerat hutang yang
menyebabkan mereka sangat membutuhkan ban-
tuan untuk bangkit kembali menjadi anak bangsa
yang mandiri. Mereka memiliki sumberdaya
alam yang sangat melimpah tetapi tidak memi-
liki modal dan kemampuan yang cukup untuk
mengkonversikan menjadi sumber kemakmuran.
Akses jalan dan prasarana yang ada sangat sulit
bagi mereka untuk dapat mengakses pasar, baik
untuk keperluan perdagangan maupun pangan
untuk kehidupan sehari-hari.

Permasalahan yang diajukan dalam pene-
litian ini meliputi: bagaimana kondisi sosial
ekonomi, sumber daya alam, sosial budaya
dan kesejahteraan sosial komunitas setempat;
Bagaimana aspirasi masyarakat dan apa yang
menjadi kebutuhan mereka untuk mengupayakan
kesejahteraan; Bagaimana bentuk dan strategi
rencana pemberdayaan yang sesuai dengan kon-
disi mereka saat ini. Tujuan penelitian ini meli-
puti: Memahami kondisi sosial ekonomi, sumber
daya alam, sosial budaya dan kesejahteraan so-
sial masyarakat setempat; Mengetahui keinginan
dan kebutuhan masyarakat Pantan Sinaku dalam
upaya pemberdayaan kesejahteraan sosial; Me-
nyususn strategi dan model pemberdayaan yang
sesuai serta tepat sasaran.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Pengamatan, penentuan terhadap calon
lokasi pemberdayaan Gampong Pantan Sinaku,
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Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener
Meriah, ditentukan oleh Dinas Sosial Provinsi
Aceh berdasarkan proposal permohonan dari
Kabupaten Bener Meriah, juga mengacu kepada
data base Kementerian Sosial yang telah me-
nyusun lokasi target KAT diseluruh Indonesia
(Pemerintah Kabupaten Bener Meriah, 2014
dan Kementerian Sosial, 2014c). Alasan utama
pemilihan lokasi karena sesuai dengan krite-
ria lokasi KAT yang telah ditetapkan, peneliti
melakukan kunjungan awal selama tiga hari un-
tuk melakukan observasi dan melihat langsung
kondisi kehidupan sosial masyarakat penerima
program. Untuk mevalidasi data awal, peneliti
melakukan kunjungan kedua selama tiga hari
untuk melakukan wawancara mendalam dengan
masyarakat penerima program KAT.

Peneliti didampingi oleh staf Dinas Sosial
Provinsi Aceh dan Dinas Sosial Kabupaten
Bener Meriah dalam kunjungan lapangan. Pe-
neliti difasilitasi dalam melakukan observasi
dan pertemuan dengan penerima bantuan dan
mengatur pertemuan dengan tokoh masyarakat
setempat seperti kepala gampong, tokoh adat,
kepala dusun dan pemimpin agama untuk di-
wawancarai. Peneliti juga melakukan pertemuan
kelompok dengan masyarakat setempat sebagai
upaya untuk memastikan data dan keterangan
yang diperoleh telah valid. Temuan data lapang-
an selama dua kali kunjungan dipresentasikan
dan dianalisis secara deskriptif.

C. Pemberdayaan Komunitas adat Terpencil
1. Komunitas Adat Terpencil di Bener Me-

riah NAD

Definisi komunitas adat terpencil terbaru
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 186
Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Sosial Ter-
hadap Komunitas Adat Terpencil. Pelaksanaan
kegiatan diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pera-
turan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang
Pemberdayaan Sosial terhadap Komunitas Adat
Terpencil. Definisi Komunitas Adat Terpencil
yang selanjutnya disingkat dengan KAT adalah

sekumpulan orang dalam jumlah tertentu yang
terikat oleh kesatuan geografis, ekonomi, dan
sosial budaya, dan miskin, terpencil, dan rentan
sosial ekonomi.

Kriteria Komunitas Adat Terpencil meliputi:
Keterbatasan akses pelayanan sosial dasar; Ter-
tutup, homogen, dan penghidupannya tergantung
kepada sumber daya alam; Marjinal di perdesaan
dan perkotaan; Tinggal di wilayah perbatasan
antar negara, daerah pesisir, pulau-pulau terluar,
dan terpencil. Umumnya keberadaan komunitas
terpencil di wilayah yang terisolasi seperti di
dataran tinggi atau pegunungan, dataran rendah,
daerah rawa, pulau-pulau, dan daerah perbatasan
antarnegara. Penetapan kategori berdasarkan
hasil pernilaian yang dilakukan Tim Terpadu
dengan menggunakan instrumen pernilaian yang
dilakukan sebelum pemberdayaan sosial.

Kementerian Sosial menetapkan tiga katego-
ri: Kategori I, hidup berpencar dan berpindah-
pindah (nomaden); Kategori II hidup menetap
sementara; Kategori III hidup menetap. Sesuai
dengan rancangan Rencana Strategis Kemente-
rian Sosial 2015-2019 yang menetapkan arah
kebijakan dan strategi dalam penyelenggaraan
kesejahteraan sosial, termasuk pemberdayaan
Komunitas Adat Terpencil yang dirinci sebagai
berikut (Kementerian Sosial, 2014 dan 2015).
Pemberdayaan Sosial yang Komprehensif meli-
puti: Penataan asistensi sosial regular dan tem-
porer berbasis keluarga melalui program kelu-
arga produktif dan sejahtera; Perluasan cakupan
Sistem Jaminan Sosial Nasional bagi penduduk
rentan dan pekerja informal miskin; Peningkatan
pemenuhan hak dasar dan inklusif penyandang
disabilitas lanjut usia, serta masyarakat marjinal;
Penguatan kelembagaan dan asistensi sosial.

Peningkatan Pelayan Dasar meliputi: Me-
ningkatkan ketersediaan infrastruktur dan sa-
rana pelayanan dasar bagi masyarakat kurang
mampu dan rentan; Meningkatkan penjang-
kauan pelayanan dasar bagi masyarakat kurang
mampu dan rentan; Penyempurnaan pengukuran
kemiskinan yang menyangkut kriteria, standari-
sasi verifikasi, validasi dan sistem pengelolaan
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data PMKS. Pengembangan Penghidupan
Berkelanjutan meliputi: Peningkatan peran
pemerintah pusat dan daerah dalam pengem-
bangan ekonomi lokal bagi masyarakat miskin
dan rentan; Peningkatan kualitas pendampingan
dalam rangka peningkatan kapasitas dan ke-
trampilan masyarakat miskin.

Tahapan Pemberdayaan, pola pember-
dayaan sosial terhadap komunitas terdiri atas
empat tahap sebagai berikut. Persiapan, tahapan
prakondisi pemberdayaan sosial komunitas.
Persiapan dilakukan dalam satu tahun anggaran
melalui enam kegiatan yaitu, pemetaan sosial,
penjajakan awal, studi kelayakan, seminar dan
loka karya daerah dan nasional, penyusun-
an rencana dan program, penyiapan kondisi
masyarakat.

Pelaksanaan, pelaksanaan pemberdayaan
sosial komunitas disesuaikan dengan kategori
komunitas dengan pemberdayaan, pemantapan,
dan pengembangan. Pemberdayaan sosial yang
dilakukan tergantung dari kategori komunitas.
Kategori I selama tiga tahun berturut-turut,
Kategori II selama dua tahun, dan Kategori
IIT selama satu tahun. Ada sembilan pokok
kegiatan yaitu, diagnosa dan pemberian moti-
vasi, pelatihan keterampilan, pendampingan,
pemberian stimulan modal, peralatan usaha dan
tempat usaha, peningkatan akses pemasaran hasil
usaha, supervisi dan advokasi sosial, penguatan
keserasian sosial, penataan lingkungan sosial,
bimbingan lanjut.

Rujukan, tahapan akhir disebut juga purna-
bina berupa pengalihan kegiatan pada berbagai
instansi atau pihak lain sesuai kebutuhan komu-
nitas. Kegiatan dapat berlangsung satu sampai
dua tahun. Diharapkan komunitas sudah menjadi
bagian dari warga desa atau pengembangan
menjadi desa definitif. Terminasi, tahapan penga-
lihan program pemberdayaan sosial terhadap
komunitas.

Lokasi Penelitian: Penelitian ini dilakukan
di Gampong Pantan Sinaku, kecamatan Pintu
Rime Gayo, kabupaten Bener Meriah. Awalnya
Gampong Pantan Sinaku bagian dari Dusun
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Perdamaian, Desa Blang Rakal, Kecamatan
Timang Gajah, Kabupaten Aceh Tengah. Tahun
1994 Pantan Sinaku ditetapkan menjadi Dusun
Pantan Sinaku. Setelah penduduk semakin ber-
tambah, dijadikan sebagai Desa atau Gampong
Pantan Sinaku. Nama gampong berasal dari ba-
hasa Gayo; pantan = tumpukan; sinaku = punya
saya, sehingga diartikan gampong kepunyaan
saya. Struktur gampong terdiri atas; Kepala
Gampong, Sekretaris Gampong, Kepala Urusan
Pemerintahan, Kepala Urusan Umum, Kepala
Urusan Kesejahteraan Rakyat, dan dibantu
Kepala Dusun Pantan Sinaka, Kepala Dusun
Pantan Pirak, Kepala Dusun Pantan Kriko, dan
Kepala Dusun Lembah Terang. Kepala gampong
didampingi seorang Ketua Badan Pemberdayaan
Gampong (Subur, 2015: 1).

Gampong Pantan Sinaku merupakan salah
satu gampong paling ujung dalam Kecamatan
Pintu Rime Gayo. Gampong ini berjarak 14 km
dari pusat kecamatan. Luas wilayah desa Pantan
Sinaku + 5000 Ha, terbagi ke dalam empat dusun
yakni Pantan Sinaku, Pantan Pirak, Pantan Kriko,
dan Lembah Trang. Jumlah penduduk desa Pan-
tan Sinaku 520 jiwa dengan profesi semuanya
petani kebun. Gampong Pantan Sinaku secara
administratif memiliki batas wilayah sebelah
utara langsung berbatasan dengan Kabupaten
Aceh Utara; sebelah timur berbatasan dengan
Gampong Owak, Kecamatan Permata, sebelah
selatan berbatasan dengan Gampong Perdamaian,
dan sebelah barat berbatasan dengan Gampong
Gelogoh. Berdasarkan keterangan dari warga dan
perangkat desa, belum pernah dijumpai tingkat
kerawanan penyakit yang mengkhawatirkan
serta penyakit menular, tidak ada puskesmas
di desa Pantan Sinaku, tetapi mereka memiliki
Bindes yang menetap di desa.

Akses ke ibu kota kecamatan hanya bisa dila-
lui dengan jalan darat. Kondisi jalan hanya jalan
tanah yang diratakan melalui program PNPM
pada tahun 2012. Ketika musim penghujan
kondisi jalan sangat sukar untuk dilalui karena
berlumpur. Jarak ke ibukota kecamatan + 14 km,
tidak ada kendaraan umum untuk mengakses
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ibukota kecamatan, sehingga mereka sangat
jarang keluar dari lokasi, kecuali yang memiliki
kenderaan roda dua. Gampong Pantan Sinaku
belum ada sarana perekonomian seperti pasar,
sehingga apabila ingin memperoleh kebutuhan
sehari-hari mereka harus berpergian ke ibukota
kecamatan.

Kondisi alam Gampong Pantan Sinaku sa-
ngat baik untuk pertanian dengan berbagai jenis
tanaman holtikultura; sayur-sayuran, kacang-
kacangan, cabe yang menjadi target lokasi
pembinaan program Komunitas Adat Terpencil
di gampong Pantan Sinaku adalah dusun Pan-
tan Kriko. Dusun ini berlokasi di penghujung
wilayah Bener Meriah yang berbatasan langsung
dengan Kabupaten Aceh Utara. Luas wilayah
dusun Pantan Kriko + 2000 Ha, penduduknya
hidup berpencar-pencar. Walaupun kondisi
alam sangat subur tetapi penduduknya tergolong
miskin dan masih jauh dari teknologi modern.
Dusun ini memiliki persoalan sosial yang cukup
komplit serta persoalan ekonomi yang cukup
mengkhawatirkan, sehingga sangat memenuhi
kriteria untuk memperoleh program KAT.

Kependudukan: Jumlah penduduk di dusun
Pantan Kriko yang menjadi lokasi KAT adalah
41 Kepala Keluarga dengan jumlah 165 jiwa,
lebih dari setengah atau 93 laki-laki (56,36
persen) dan 72 perempuan (43,64 persen). Semua
kepala keluarga berstatus sebagai petani kebun
dan semua anggota keluarga ikut terlibat dalam
bekerja di kebun untuk menghidupi keluarga.
Pola kehidupan masyarakat dusun Pantan Kriko
berpencar, sebagian dari mereka masih memiliki
rumah walaupun tidak layak huni tetapi menetap
di lokasi, sebagian yang rumahnya rusak atau
hancur ketika konflik mendera Aceh, menetap
atau menumpang di rumah sanak famili di dusun
lain. Kondisi rumah konstruksi kayu tanpa
diproses yang hanya dibelah dengan mengguna-
kan mesin chainsaw, kebanyakan rumah beratap
seng. Sumber air dilokasi pemukiman berasal
dari aliran sungai dan mereka harus mengangkut
dengan berjalan kaki rata-rata sejauh satu km
atau dengan menampung air hujan. Semua rumah

yang dikunjungi tidak tersedia jamban keluarga
dan umumnya penduduk melakukan buang air
besar di hutan atau bagian lembah yang tersedia
air mengalir.

Seluruh penduduk dusun Pantan Kriko ber-
profesi sebagai petani kebun, terutama kopi.
Ketika mereka memiliki waktu luang dan sambil
menunggu panen kopi mereka umumnya mena-
nam cabe. Umumnya mereka menggarap lahan
sendiri yang diperoleh dari warisan orang tua,
tetapi ada juga yang menggarap kebun orang lain
dengan perjanjian bagi hasil. Pola pengolahan
lahan masih dilakukan secara tradisional, menu-
rut pengakuan dari beberapa penduduk tidak
ada penyuluhan dari instansi terkait mengenai
tatacara perkebunan yang baik dan benar serta
metode menggunakan teknologi modern dalam
mengolah hasil pertanian. Mereka menggunakan
cangkul, parang, dan gilingan kopi yang terbuat
dari kayu. Kegiatan lain seperti peternakan hanya
sebatas memelihara ayam kampung, untuk kon-
sumsi keluarga dan tidak diperjual belikan.

Ketika darurat militer diberlakukan di Aceh
pada tahun 2001, semua masyarakat direlokasi-
kan dan masyarakat terpencil terpaksa mengung-
si ke desa lain dan tinggal menumpang bersama
sanak saudara, tetapi ketika mereka kembali ke
lokasi setelah penandatanganan perjanjian damai
2005 kebanyakan rumah mereka telah rusak dan
tidak dapat huni kembali. Akibat dari dampak
konflik umumnya mereka terjerat hutang selama
empat tahun mengungsi karena tidak bisa me-
ngelola kebun, sehingga hasil perkebunan kopi
umumnya mereka habiskan untuk membayar
hutang, sebahagian kecil mereka gunakan un-
tuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari.
Secara umum didusun Panatan Sinaku baru ada
dua gedung layanan publik yakni Polindes dan
gedung sekolah sebanyak tiga kelas. Di dusun
Pantan Kriko sama sekali belum tersedia gedung
layanan publik. Sebenarnya mereka memiliki
satu bangunan balai (meunasah), tetapi tidak
bisa digunakan lagi setelah ditinggalkan selama
empat tahun.
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Akses ke lokasi penerima program KAT
hanya dengan jalur darat dengan kondisi jalan
tanah. Moda transportasi umumnya roda dua,
tidak ada bus umum atau kendaraan roda empat
jenis lain yang datang ke lokasi. Pusat pelayanan
kesehatan berada di dusun lain yakni polindes
dengan jarak tempuh dua kilometer dari lokasi
dengan mengendarai kendaraan bermotor roda
dua atau berjalan kaki. Umumnya kalau diserang
penyakit ringan, mereka memilih berobat secara
tradisional atau meminta obat sama bidan desa.

Prasarana sekolah hanya tersedia sampai
kelas tiga dengan jarak tempuh 1,5 km dari
lokasi. Anak-anak usia sekolah dasar umumnya
diantar ke sekolah dengan sepeda motor pagi hari
dan mereka harus berjalan kaki pulang dari seko-
lah karena orang tua mereka sudah ke kebun. Jika
ingin melanjutkan kelas empat, mereka harus
menempuh jarak sejauh tujuh kilometer, juga
yang sekolah di SMP. Kondisi ini menyebab-
kan kebanyakan dari masyarakat dusun Pantan
Kriko tidak menamatkan sekolah dasar. Lokasi
penerima Program KAT tidak tersedia aliran
listrik, arus listrik terakhir dari lokasi berjarak
1,5 km., kondisi ini menyebabkan kesulitan bagi
anak-anak untuk belajar malam hari yang hanya
menggunakan lampu teplok.

Sosial Budaya: Menurut cerita dari warga,
gampong Pantan Sinaku ini sudah cukup lama
dibangun oleh kakek mereka. Pada mulanya desa
ini merupakan kawasan perkebunan, warganya
tidak menetap, tetapi lama-kelamaan mereka
memutuskan untuk menetap dengan dua alas
an, yakni akses jalan yang sangat sulit apabila
musim hujan dan sangat sulit untuk mengurus
keluarga jika anak-anak ditinggal di rumah
yang sangat jauh dari kebun. Akan tetapi kon-
disi gampong Pantan Kriko telah mengalami
beberapa kali pasang surut mengingat kondisi
yang sangat jauh dengan pasar dan pernah didera
oleh konflik yang berkepanjangan. Kondisi ini
mengakibatkan mereka tetap mengalami kesuli-
tan secara ekonomi walaupun sumber daya alam
melimpah.
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Kondisi yang sangat memprihatinkan adalah
ketika mereka harus meninggalkan gampong un-
tuk mengungsi pada saat darurat militer diterap-
kan di Aceh dan mereka baru bisa kembali empat
tahun kemudian, tidak mudah bagi masyarakat
gampong untuk bangkit kembali setelah empat
tahun terpuruk. Penduduk di gampong Pantan
Sinaku terdiri dari tiga suku, yakni Aceh, Gayo
dan Jawa. Mereka sudah lama menetap di gam-
pong Pantan Sinaku sehingga agak sulit untuk
membedakan asal mereka. Semua penduduk
beragama Islam, mereka memeluk Islam sudah
turun temurun dan tidak ditemui adanya mualaf
di desa tersebut. Adat istiadat di gampong Pantan
Sinaku semuanya bernuansa Islam sebagai ke-
percayaan yang mereka anut (Ahmadi, 2012).

Bahasa yang mereka gunakan sehari-hari
sangat bervariasi antara bahasa Aceh, Gayo dan
Jawa. Namun mayoritas mereka adalah Gayo
sehingga bahasa Gayo akan sangat mudah kita
dengar ketika mereka berkomunikasi. Di seko-
lah dan dalam pertemuan mereka menggunakan
bahasa Indonesia. Ketika darurat militer di Aceh
diterapkan, semua penduduk gampong Pantan
Sinaku melakukan eksodus keluar gampong.
Mereka rata-rata menumpang di rumah sanak
famili atau menyewa rumah ala kadarnya un-
tuk melanjutkan kehidupan. Setelah penanda
tanganan perjanjian damai antara Pemerintah
Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka, mereka
kembali lagi ke gampong, tetapi rumah-rumah
warga di dusun Pantan Kriko dan Lembah Trang
mengalami rusak berat dan tidak mungkin ditem-
pati lagi. Hanya beberapa rumah yang layak huni.
Kondisi sosial masyarakat menjadi hancur, lahan
perkebunan hampir menjadi hutan, pendapatan
keluarga menjadi porak poranda dan mereka
harus memulai kembali dari awal.

Gampong Pantan Sinaku telah memiliki
perangkat desa dengan baik, tetapi berpencar-
pencar karena masih ada yang tinggal di tempat
sanak famili disebabkan mereka belum punya
rumah di gampong. Akan tetapi apabila diperlu-
kan, mereka sangat mudah untuk dikumpulkan.
Semua persoalan dan rencana gampong mereka
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selesaikan secara musyawarah dan sesuai dengan
adat yang berlaku.

Aspirasi: Masyarakat Dusun Pantan Kriko
sangat membutuhkan pembangunan sarana dan
prasarana yang dapat menunjang pertumbuhan
ekonomi, seperti jalan agar bisa dilalui, baik
ketika musim kemarau maupun musim hujan.
Sarana pendidikan, setidaknya sekolah dasar
sampai kelas enam sehingga anak-anak mereka
mampu menamatkan sekolah dasar. Mereka juga
sangat membutuhkan sarana pelayanan keseha-
tan yang memadai untuk mengobati penyakit-
penyakit ringan. Mereka juga sangat membutuh-
kan rumah layak huni bagi kehidupan keluarga
dan tempat tumbuh kembang anak-anak. Untuk
keperluan sosial kemasyarakatan, mereka sangat
membutuhkan rumah ibadah yang nyaman dan
bangunan serba guna untuk berbagai keperluan
kegiatan kemasyarakatan.

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan
ekonomi, mereka sangat membutuhkan baik
modal dan berbagai jenis bibit tanaman maupun
penguatan kapasitas. Mereka sementara hanya
menanam kopi dan cabe dengan menggunakan
pengetahuan yang diwariskan oleh orang tua.
Mereka sangat mengharapkan adanya penguatan
kapasitas semacam penyuluhan atau pelatihan
menanam dan merawat kebun kopi yang baik dan
benar, sehingga mampu meningkatkan jumlah
produksi. Mereka juga membutuhkan pengeta-
huan menanam berbagai jenis palawija agar tidak
hanya bergantung pada kebun kopi yang masa
panennya hanya sekali dalam setahun. Mereka
juga membutuhkan bantuan bibit tanaman yang
sesuai ditanam di daerah mereka menetap.

Strategi Pemberdayaan: Berdasarkan hasil
temuan lapangan dapat disimpulkan ke dalam
beberapa bagian, yakni peluang, potensi dan
aspirasi komunitas setempat. Dengan mema-
hami masalah tersebut dapat diciptakan sebuah
model dan kebijakan pemberdayaan terhadap
masyarakat setempat sebagai berikut. Potensi:
setelah dianalisis dari temuan di lapangan, po-
tensi dan peluang untuk pemberdayaan KAT di
Dusun Pantan Kriko, Kampung Pantan Sinaku,

Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener
Meriah dapat dilakukan sebagai berikut.

Hampir semua masyarakat dalam kon-
disi usia produktif sehinga sangat cocok untuk
diberdayakan dalam upaya untuk meningkatkan
kesejahteraan sosial mereka sendiri. Sumber air
untuk kebutuhan penduduk cukup tersedia baik
sungai maupun mata air, namun dibutuhkan pem-
bangunan sistem pengairan untuk mendukung
kehidupan keluarga. Rasio lahan cukup luas bila
dibandingkan dengan jumlah penduduk. Lahan
yang tersedia sangat cocok untuk pertanian,
palawija dan berbagai jenis holtikultura. Lahan
berbukit namun cukup produktif dan sangat
subur. Badan jalan menuju kampung sudah ada.
Kemampuan masyarakat untuk beradaptasi
dengan lingkungan dan hal-hal baru cukup
tinggi. Semangat dan kesiapan masyarakat untuk
menerima peningkatan kapasitas cukup tinggi.
Organisasi gampong sudah ada dan dapat di-
fungsikan untuk menunjang program. Solidaritas
sudah terbina dan keinginan untuk menolong
antar sesama cukup tinggi.

Kendala: Dalam upaya pemberdayaan KAT
di dusun Pantan Pirak, gampong Pantan Sinaku,
Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener
Meriah teridentifikasi beberapa kemungkinan
kendala di antaranya: Jalan sebagai sarana
transportasi hanya lancar dilalui ketika musim
kemarau, sehingga hubungan antara dusun
Pantan kriko dengan ibukota kecamatan sedikit
terganggu. Pengetahuan warga tentang teknologi
masih sangat minim. Listrik belum terhubung
ke lokasi. Semua warga dusun Pantan Kriko
membutuhkan rumah layak huni. Pola hidup
masyarakat belum memahami higenis dan stan-
dar kesehatan

Aspirasi dan Kebutuhan: Berdasarkan hasil
pengamatan langsung dan wawancara dengan
warga calon penerima program KAT dusun Pan-
tan Kriko, gampong Pantan Sinaku, Kecamatan
Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah
maka dapat disimpulkan aspirasi masyarakat
sebagai berikut. Pembangunan rumah yang
layak huni. Modal usaha untuk mulai menanam
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jenis tanaman holtikultura. Bantuan berbagai
sarana penunjang seperti pupuk, obat-obatan
dan benih tanaman. Bimbingan dan pelatihan
tentang bagaimana cara bercocok tanam terhadap
sayur, palawija dan jenis holtikultura. Bimbingan
tentang bagaimana menjaga lingkungan hidup,
hidup sehat dan penyuluhan agama.

Pembinaan Mikro: Pertimbangan pem-
binaan yang perlu dilakukan meliputi: Pem-
bangunan rumah layak huni terhadap 41 KK.
Pembangunan sarana peribadatan dan balai
serba guna. Penyediaan dana stimulus bagi
warga untuk memulai menanam tanaman selain
kopi. Penyediaan peralatan kerja, bibit, pupuk
dan obat-obatan untuk pertanian. Melakukan
pendampingan untuk memastikan keberhasilan
program. Melakukan penyuluhan tentang pola
pertanian yang benar, bagaimana menggunakan
teknologi, pengolahan hasil panen dan pemasa-
ran. Menambah gedung sekolah sampai kelas
enam. Mengorganisir kelompok tani untuk
memudahkan didalam pembinaan. Pembinaan
Makro: secara makro pemberdayaan yang di-
lakukan dapat meliputi: Meningkatkan kualitas
jalan agar dapat dilalui oleh roda empat dalam
segala cuaca. Membangun hubungan kemitraan
antara para petani dengan pedagang untuk me-
mudahkan pemasaran hasil panen.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan data dan ketera-
ngan yang diperoleh tentang situasi dan kondisi
Kampung Pantan Sinaku, khususunya Dusun
Pantan Kriko pembangunan fisik mulai dilaku-
kan pengerasan jalan tanah. Artinya sudah ada
potensi untuk dilalui oleh kendaraan bermotor
roda empat dan roda dua yang memungkinkan
komunitas setempat berpotensi untuk berkem-
bang. Masyarakat sudah sangat siap secara
psikologis dan sosiologis untuk berpartisipasi
di dalam program pemberdayaan. Pemerintah
Kabupaten Bener Meriah beserta beberapa dinas
terkait menyatakan kesiapan untuk mendukung
program sesuai dengan tupoksinya masing-
masing. Program KAT ini perlu diupayakan

18

untuk memberdayakan masyarakat yang secara
potensi sumber daya alam cukup besar sehingga
mampu dikonversikan untuk kesejahteraan anak
bangsa.

Saran: Perlu diberikan pemahaman kepada
calon penerima program KAT sedini mungkin
agar mereka memahami betul bagaimana aturan
dan kebijakannya dari program. Perlu dibentuk
tim terpadu dari pemerintah kabupaten agar
semua pihak terlibat didalam program pember-
dayaan. Masyarakat atau perwakilan perlu dili-
batkan dalam setiap kegiatan sebagai salah satu
upaya peningkatan kapasitas bagi mereka.
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Abstract

Thedone to asses the implementation of policies and social protection programs for the illegal migrant workers, the
role and function of RPTC in conducting social protection for the illegal migrant workers, the role and function of RPTC in
the process of reintegration of the illegal migrant worker in the area of origin, conditions of vulnerability experienced by
illegal migrant workers during the mi gration process (transit, destination, place of origin) and the internal and external
driving factors that cause the illegal migrant workers want to return to work abroad. This research use qualitative-desciptive
approach, and implemented in Tanjung Pinang (Riau), DKI Jakarta, East Java and West Nusa Tenggara. The results
showed the implementation of policies and social protection programs for the illegal migrant workers still regulation
alone, role and function of RPTC in conducting social protection and reintegration processes the illegal migrant workers
is as temporary shelters and as a rehabilitation center (temporary) the illegal migrant workers who experience mental
illness and health problems.The illegal migrant workers also provided assistance productive economic so that they can
get a source of income without having to leave the country and vulnerabilities experienced the illegal migrant workers
varying from legal, social, economic, physical and psychological, as well as internal and external driving factors the
illegal migrant workers want to return to work abroad.

Keywords: illegal migrant workers; social security; vulnerability; trauma
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB, peran
dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB, peran dan fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB
di daerah asal, kondisi kerentanan yang dialami PMB selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal) dan faktor
pendorong internal dan eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja diluar negeri. Penelitian ini menggunakan
pendekatan deskriptif kualitatif dan dilaksanakan di Tanjung Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara
Barat. Hasil penelitian menunjukkan,implementasi kebijakan dan program perlindungan sosial bagi PMB masih regulasi
semata, peran dan fungsi RPTC dalam melakukan perlindungan sosial dan proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat
penampungan sementara dan rehabilitasi (sementara) PMB yang mengalami gangguan jiwa dan kesehatan. PMB juga
diberi bantuan usaha ekonomis produktif agar mereka bisa mendapat sumber penghasilan tanpa harus keluar negeri dan
kerentanan yang dialami PMB bervariasi dari masalah hukum, sosial, ekonomi, fisik dan psikologis. PMB ingin kembali
bekerja di luar negeri didorong faktor internal dan eksternal.

Kata Kunci: pekerja migran bermasalah; perlindungan sosial; kerentanan;trauma

A. Pendahuluan mah tangga (ART), buruh bangunan dan buruh

Bekerja di luar negeri menjadi pilihan ba-
nyak orang, termasuk warga Indonesia. Mayo-
ritas tenaga kerja di Indonesia baru mampu
mengisi segmen pasar tenaga kerja rendah dan
mayoritas di sektor informal, seperti asisten ru-

perkebunan (Sutaat dkk, 2008). Hal ini menjadi
daya tarik tersendiri bagi mereka yang tidak
mempunyai ketrampilan khusus meski harus
dilakukan dengan cara ilegal. Mereka tidak
memikirkan resiko yang akan dihadapi sampai
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akhirnya menjadi pekerja migran bermasalah
dan menjadi pekerjaan tambahan pemerintah
untuk memulangkan. Pekerja migran internal dan
lintas negara yang mengalami masalah sosial se-
perti tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran,
pengusiran (deportasi), ketidakmampuan me-
nyesuaikan diri ditempat kerja baru atau negara
tempat bekerja bisa mengakibatkan terganggu-
nya keberfungsian sosial mereka. Pekerja migran
bermasalah (PMB) membutuhkan penanganan
dan perlindungan dari negara.

Mengacu kepada konsep residu, dalam arti
mereka yang rentan perlu mendapatkan per-
lindungan sosial, seperti diamanatkan Undang-
undang No 11 tahun 2009 tentang kesejahtera-
an sosial pasal 14 ayat 1 menyatakan, bahwa
perlindungan sosial diberikan untuk mencegah
dan menangani resiko dari guncangan dan ke-
rentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok
dan masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar
minimal. Undang-Undang No. 39 tahun 2004
tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia di Luar Negeri juga menyata-
kan, bahwa negara melindungi hak asasi warga
negaranya yang bekerja baik di dalam maupun
di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan
hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan
keadilan gender, antidiskriminasi, dan anti per-
dagangan manusia

Kementerian Sosial melalui Direktorat Jen-
deral Perlindungan dan Jaminan Sosial, menye-
diakan Rumah Perlindungan dan Trauma Center
(RPTC). Fungsi RPTC sebagai penampungan
sementara bagi pekerja migran bermasalah
dan korban tindak kekerasan sebelum mereka
dikembalikan ke daerah asal. Di RPTC mereka
mendapatkan pelayanan rehabilitasi psikososial,
terutama bagi pekerja migran yang menjadi kor-
ban kekerasan dan menunggu saat pemulangan
ke daerah asal. Berdasarkan uraian diatas, asumsi
sementara menunjukkan bahwa isu pekerja mi-
gran bukan sesuatu yang baru melainkan selalu
aktual untuk dibahas. Pekerja migran memer-
lukan perlindungan dari negara, karena masih
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banyak sisi negatif berupa perlakuan tidak ma-
nusiawi terhadap pekerja migran. Jumlah pekerja
migran bermasalah pada setiap tahun yang harus
dipulangkan ke tempat asal semakin bertambah.
Kondisi ini bisa dibaca pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Data Pekerja Migran Bermasalah
No Tahun Jumlah
1 2013 18.710
2 2014 20.614
3 2015 24.000

Sumber: Direktorat KTKPM2015

Jumlah yang semakin meningkat tersebut
tentunya menjadi beban pemerintah. Masalah
anggaran dan tenaga (SDM) untuk mengurus
kepulangan PMB menjadi hambatan yang
cukup besar bagi pemerintah, khususnya bagi
Kementerian Sosial. RPTC sebagai salah satu
lembaga yang menangani pekerja migran saat
mereka dipulangkan perlu bekerja keras dalam
memberi pelayanan, karena tidak menutup
kemungkinan masih banyak masalah sosial
psikologis yang mereka alami. Bagaimana
implementasi kebijakan dan program perlindun-
gan sosial, bagaimana peran dan fungsi RPTC
dalam melakukan perlindungan sosial bagi PMB,
bagaimana peran dan fungsi RPTC dalam proses
reintegrasi PMB didaerah asal. Bagaimana
kondisi kerentanan yang dialami PMB selama
proses migrasi (transit, destinasi, daerah asal).
Apakah faktor pendorong internal dan eksternal
yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja
diluar negeri.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian tentang perlindungan sosial bagi
Pekerja Migran Bermasalah (PMB) melalui
Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC)
bertujuan mengetahui: Implementasi kebijakan
dan program perlindungan sosial bagi PMB.
Peran dan fungsi RPTC dalam melakukan per-
lindungan sosial bagi PMB. Peran dan fungsi
RPTC dalam proses reintegrasi PMB di daerah
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asal. Kondisi kerentanan yang dialami PMB
selama proses migrasi (transit, destinasi, daerah
asal). Faktor pendorong internal dan eksternal
yang menyebabkan PMB ingin kembali bekerja
diluar negeri. Manfaat penelitian ini adalah se-
bagai berikut. Tersusunnya rekomendasi dalam
penataan dan penguatan kembali regulasi khusus
untuk penanganan Pekerja Migran Bermasalah.
Tersusunnya laporan penelitian yang berisi tu-
juan penelitian ini.Sebagai bahan rujukan atau
literatur bagi yang memerlukan. Penelitian ini
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif,
ditujukan untuk menyampaikan gambaran
sebuah situasi atau setting sosial tertentu. Di
dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, men-
catat, analisis dan menginterpretasikan kondisi
yang terjadi atau ada.

Kegiatan penelitian dilaksanakan di Tanjung
Pinang (Kepri), DKI Jakarta, Jawa Timur, dan

Nusa Tenggara Barat. Lokasi ini dipilih dengan
pertimbangan Tanjung Pinang (Kepri) dan DKI
Jakarta terdapat Rumah Perlindungan Trauma
Center (RPTC), sedangkan Jawa Timur dan
NTB dipilih karena merupakan provinsi yang
menerima kepulangan warganya sebagai pekerja
migran bermasalah dengan jumlah cukup besar
di tahun 2014, di Jawa Timur dan Nusa Teng-
gara Barat terdapat RPTC sewa. Di Jawa Timur
RPTC sewa ada di Jombang, Banyuwangi dan
Sampang, sedangkan di NTB terletak di Lombok
Timur dan Mataram. Teknik pengumpulan data
menggunakan wawancara, focus group discus-
sion (FGD) dengan pihak direktorat KTKPM
Kementerian Sosial, Dinas Sosial Provinsi, Di-
nas sosial Kabupaten/kota, Dinas tenaga kerja,
Imigrasi, BNP3TKI, satgas pemulangan TKI,
RPTC, PMB, dan LSM. Selain itu observasi dan
studi kepustakaan.
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Kerangka konseptual yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut. Pekerja
migran yang bekerja di luar negeri baik secara
legal maupun illegal memiliki berbagai motif.
Pekerja migran dipengaruhi faktor individu dan
masyarakat. Pekerja migran mengalami peruba-
han kehidupan setelah berada di negara tujuan.
Kegagalan dalam penyesuaian menyebabkan
mereka mengalami masalah (psikologis mau-
pun sosial). Akibat lanjut bisa terjadi perubahan
status dari pekerja migran legal menjadi pekerja
migran ilegal. Pemerintah memiliki kewajiban
untuk pemulangan pekerja migran bermasalah
ke daerah asal. Kementerian sosial bertugas
untuk merehabilitasi dan memulangkan PMB
ke daerah asal. Sebelum pemulangan ke daerah
asal Rumah Perlindungan Trauma Center mem-
berikan layanan terpadu (integrated services),
baik sebagai pusat krisis (crisiscenter) maupun
pusat pemulihan traumatic (traumatic center).
Berdasarkan kerangka konseptual diatas, diru-
muskan model penelitian dapat dilihat pada
gambar 1.

C. Kondisi Pekerja Migran Bermasalah
1. Implementasi Kebijakan dan Program

Perlindungan Sosial bagi PMB

Hasil penelitian di empat provinsi dapat diru-
muskan sebagai berikut. Kebijakan dan program
perlindungan sosial bagi pekerja migran ber-
masalah sudah ada tetapi pelaksanaannya belum
bersinergi antarkementerian dan lembaga. Hal
ini disebabkan belum kuatnya payung hukum
penanganan PMB, kurangnya komitmen antara
satgas pemulangan, sejumlah anggota satgas
hanya beberapa yang menjalankan fungsinya,
belum maksimalnya implementasi SOP satgas
penanganan PMB diduga menjadi penyebabnya.
Kebijakan pemerintah mendirikan RPTC di
provinsi Kepulauan Riau sebagai lembaga pe-
nampungan bagi PMB, berfungsi sebagai pintu
masuk PMB kembali ke kampung halaman.

Proses pemulangan PMB yang dilaksanakan
melalui RPTC Tanjung Pinang, dibawah pem-
binaan Dinas Sosial Provinsi Kepulauan Riau,
pada prakteknya bekerja sama dengan SKPD
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lainnya, seperti Dinas Perhubungan Provinsi
Kepulauan Riau, Kantor Imigrasi Kepulauan
Riau maupun dari Pemerintah Daerah Kepulauan
Riau sendiri. Pada kenyataannya masing-masing
sektoral belum cukup kuat komitmennya dalam
proses pemulangan PMB.

o Perlu ada kerjasama dinas sosial, per-

hubungan, imigrasi,, kerja dilapangan.. jangan

hanya lengkap saat di rapat,, karena selama

ini dilapangan tidak professional. Bagaimana

bersama dalam satgas saat dilapangan, bertugas

untuk pencegahan.

Sepanjang tidak ada kerjasama maka selalu ada

PMB

Tidak pernah ada sumbernya,, kita hanya dapat

menyelesaikan kasus.

Percuma uang bertrilyun trilyun dikeluarkan

tidak menyelesaikan masalah....”

(sumber: BNP2TKI, hasil FGD)

Hasil penelitian juga mendapati selalu ada
selisih data PMB saat kedatangan dan pemula-
ngan kembali ke daerah asal. Tidak ada data yang
menjamin keberadaan PMB sesuai dengan mani-
fest awal.PMB yang pulang ke daerah dipulau
Jawa, sejak dari Tanjung Priuk menuju Surabaya
(Jawa Timur) jumlahnya semakin berkurang,
mereka turun dijalan tempat kampungnya
dilewati,bahkan sampai Surabaya tidak jarang
hanya beberapa orang, yang sampai ke kantor
dinas tenaga kerja hanya untuk menyerahkan
daftar manifest penumpang, tidak ada yang
mendamping PMB dalam perjalanan.

PMB yang menderita sakit saat dipulangkan
juga tidak ada laporan kondisi kesehatannya
sampai didaerah asalnya. Pemda setempat tidak
memberikan laporan resmi pada daerah pengirim
PMB, rujukan terputus. Begitu pula berdasarkan
standar operasional prosedur (SOP), pemu-
langan PMB dari Tanjung Pinang cukup rumit.
PMB yang pulang ke Medan (Belawan) dan
sekitarnya dari Tanjung Pinang harus melalui
Tanjung Priuk dahulu, baru kembali ke Medan
dan sekitarnya.

Dari hasil penelitian di Jakarta, pemulangan
PMB dilakukan sendiri oleh direktorat KTKPM
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sejak kapal merapat di Tanjung Priuk, sampai
ke RPTC Bambu Apus, apabila PMB harus
menunggu kapal selanjutnya. Tidak ada satgas
yang melakukan prosedur pemulangan. Di Jawa
Timur, penerimaan PMB yang tiba dari Tanjung
Priuk dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja
Provinsi Jawa Timur. Pemulangan ke kampung
halaman PMB juga tetap dilaksanakan oleh Di-
nas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur. Dinas
Sosial provinsi Jawa Timur hanya memfasilitasi
RPTC sewa di kabupaten Jombang, Kabupaten
Banyuwangi dan kabupaten Sampang. Berdasar-
kan hasil penelitian, komitmen satgas pemula-
ngan PMB di Provinsi Jawa Timur masih kurang,
begitu pula di Nusa Tenggara Barat, penjemputan
PMB dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dukcapil
Provinsi Nusa Tenggara Barat, tidak ada satgas
yang membantu proses pemulangan dan peneri-
maan PMB.

2. Peran dan fungsi RPTC dalam melakukan

perlindungan sosial bagi PMB

Hasil penelitian menemukan, RPTC belum
maksimal menjalankan fungsi semestinya, da-
lam juklak RPTC dinyatakan sebagai lembaga
kesejahteraan sosial yang memberi layanan
terpadu, baik sebagai pusat krisis, maupun pusat
pemulihan traumatik. Dibawah ini adalah tabel 2
data pemulangan PMB sebagai awal perjalanan
pemulangan dari pintu masuk Tanjung Pinang
menuju Tanjung Priuk dan selanjutnya menyebar
ke daerah dipulau Jawa dan sekitarnya sampai
ke NTB dan NTT.

Di Tanjungpinang, RPTC berperan sebagai
penampungan sementara PMB sebelum melan-
jutkan perjalanan ke daerah asal dan sebagai

rumah perlindungan trauma center. RPTC di Tan-
jung Pinang, Kepulauan Riau merupakan tempat
transit bagi PMB perempuan sambil menunggu
kapal laut ke Tanjung Priuk. PMB laki-laki
ditempatkan di rumah penampungan milik
swasta (pihak ketiga) yang jauh dari layak.
“....Kalo di RPTC dan transito harus dari pusat,
tidak ada regulasi sebagai orang terlantar, diper-
bantukan dari APBD, tetapi untuk TKI yang
bertanggung jawab adalah pemerintah pusat.
Saat kedatangan PMB siapa yang akan mengu-
rus untuk kesehteraan..krn tidak ada BPJS dan
unregister. Seharusnya kewajiban Negara dalam
pemenuhan kebutuhan dasar..
Untuk itu perlu payung hukum antara kemkes
dan Kemsos, untuk penanganan kesehatan
PMB.....”
Sumber: Dinas Sosial Prop Kepri, hasil FGD

RPTC di Jombang Jawa Timur lebih ke pe-
nanganan orang terlantar. PMB tidak ditangani
langsung oleh RPT, sedangkan di RPTC Lombok
Timur dan Mataram, RPTC di Bambu Apus DKI
Jakarta lebih mendekati RPTC yang ideal, Selain
menampung PMB yang menunggu angkutan ke
daerah asalnya, RPTC juga menangani PMB
yang mengalami masalah psikologis, diterapi dan
direhabilitasi. Sebagian besar RPTC sewa belum
memiliki sarana dan prasarana yang lengkap
(ruang isolasi bagi PMB yang sakit menular dan
jiwa; sumber air bersih, kendaraan operasional.
SDM RPTCtenaga profesional masih kurang.
Keberadaan RPTC sewa di daerah belum ber-
fungsi sebagai rumah perlindungan dan trauma
center bagi PMB.

RPTC merupakan salah satu lembaga yang
menangani pekerja migran bermasalah yang baru

Tabel 2
Data pemulangan PMB di RPTC Tanjung Pinang
Bulan Laki-laki Perempuan Anak Bayi  Jumlah
Januari 1135 399 17 10 2261
Februari 813 283 7 9 1112
Maret 1457 658 18 15 2148
April 1742 650 21 24 2418
Mei 807 359 11 15 1192

Sumber: RPTC Tanjung Pinang Kepulauan Riau
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datang dari luar negeri. Di Provinsi NTB terdapat
dua RPTC yang terdapat di Kota Mataram dan
kabupaten Lombok Timur, sedangkan RPTC
Lombok Barat masih dalam persiapan pendirian.
Kedua RPTC didirikan oleh Direktorat KTKPM
(Direktorat Pemberdayaan Korban Tindak Ke-
kerasan dan Pekerja Migran) Kementerian So-
sial. Status gedung RPTC merupakan sewakon-
trak, dan dikelola oleh Dinas Tenaga Kerja dan
Dukcapil Provinsi NTB. Sumber dana kegiatan
RPTC berasal dari Direktorat KTKPM Kemen-
terian Sosial. RPTC memiliki SOP tentang perlin-
dungan sosial bagi pekerja migran bermasalah,
dan pendiriannya merupakan bentuk kepedulian
Kementerian Sosial (Direktorat Pemberdayaan
Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran)
dalam penanganan pekeja migran bermasalah.
RPTC bukan hanya memberi perlindungan sosial
bagi pekerja migran bermasalah, tetapijuga kor-
ban tindak kekerasan memperoleh perlindungan
sosial.

Mengutip Petunjuk Pelaksanaan Perlindung-
an Sosial Korban Tindak Kekerasan (2013), Ru-
mah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC)
merupakan lembaga kesejahteraan sosial yang
memberikan layanan terpadu (integrated ser-
vices), baik sebagai pusat krisis (crisis centre)
maupun pusat pemulihan traumatik (traumatic
centre). Dalam kapasitas sebagai crisis centre,
RPTC berfungsi sebagai pusat penanggulangan
masalah tindak kekerasan, yang terdiri atas:
layanan informasi dan advokasi; layanan rumah
perlindungan (shelter unit). Dalam kapasitas
sebagai pusat trauma (truma centre), RPTC
berfungsi pula sebagai wahana pemulihan trau-
matik, yang terdiri atas: layanan rehabilitasi
psikososial dan spiritual dan layanan resosial-
isasi dan rujukan.

RPTC Lombok Timur mulai operasional
bulan Agustus 2014, memiliki 3 asrama dengan
daya tampung 12 orang, ruang kantor, konseling,
makan dan dapur. Selama 8§ bulan beroperasi,
RPTC ini telah memberi perlindungan sosial 24
orang, 5 orang diantaranya adalah pekerja migran
bermasalah dan sisanya korban tindak kekerasan/
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penelantaran. RPTC Lombok Timur memiliki
petugas 8 orang terdiri dari seorang koordinator
yang merangkap sebagai Kepala Seksi Korban
Tindak kekerasan dan Orang Terlantar Dinsos-
nakertrans Lombok Timur, 4 orang pekerja so-
sial, 2 orang Satpam dan seorang pramubhakti.
Tingkat pendidikaan mereka cukup bervariasi
yakni S2 (1 orang), S1 (2 orang), D3 (1 orang)
dan SLTA (3 orang). RPTC kota Mataram juga
merupakan rumah tinggal yang berstatus sewa,
memiliki 10 orang tenaga, terdiri dari seorang
koordinator, seorang sekretaris, 4 orang peksos,
seorang perawat, seorang pramubhakti dan 3
orang Satpam. Status pegawai RPTC adalah
kontrak, kecuali koordinator yang berstatus
sebagai pegawai negeri sipil pemerintah daerah
setempat.

Klien RPTC berasal dari masyarakat dan
lembaga formal seperti RSUD, PPT/kepolisian,
Orsos dan UPT terutama kasus-kasus tindak
kekerasan dan penelantaran. Pekerja Migran
Bermasalah (PMB) yang ditampung di RPTC
berasal dari RPTC Tanjung Pinang dan RPTC
Bambu Apus Jakarta, mayoritas berasal dari Ma-
laysia. Mereka yang ditampung di RPTC adalah
perempuan yang sakit sebagai akibat penyiksaan
fisik dan kecelakaan kerja dan trauma. Kegiatan
diawali dengan penerimaan korban (intake pro-
ces), pendampingan sementara (brief assistance)
asesmen cepat (Rapid Assessment). Pelayanan
RPTC minimal 2 hari dan tidak lebih dari 10
hari sesuai dengan kasus yang dialaminya. Se-
lain pelayanan makan dan pakaian, juga diberi
pelayanan kesehatan melalui kerjasama dengan
puskesmas setempat, sedangkan kegiatan ket-
erampilan baru diberikan apabila dalam satu
periode tertentu jumlah PMB lebih satu orang.

3. Peran dan fungsi RPTC dalam proses
reintegrasi PMB didaerah asal.

Hasil penelitian menunjukkan peran dan
fungsi RPTC dalam proses reintegrasi PMB di
daerah asal masih sangat kurang. Secara kese-
luruhan RPTC hanya melakukan intervensi
saat PMB ada dalam RPTC. Setelah mereka
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dipulangkan RPTC tidak mengetahuinya lagi.
Contoh kasus, PMB di Jombang yang didatangi
oleh peneliti sebagian besar tidak mengetahui
yang dilakukan setelah pulang ke rumah masing-
masing. Mereka tidak tahu mengakses layanan
kesehatan gratis, membuat KTP, membuat BPJS.
Bantuan UEP dari kementerian sosial untuk PMB
hanya sebagian kecil yang menerima.

Pekerja sosial merupakan unsur penting
dalam proses pelayanan pelayanan di RPTC.
Pekerja sosial berusaha membantu memulihkan
kondisi psikis dan sosial PMB, dan menghubung-
kan dengan keluarganya dalam upaya proses re-
integrasi. Mempertemukan dan mengembalikan
PMB ke keluarga dan masyarakat merupakan
salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pekerja
sosial RPTC. Kegiatan diawali dengan kunju-
ngan rumah ke keluarga PMB, atau keluarga
PMB yang datang ke RPTC. Tujuan kegiatan
adalah agar keluarga dan masyarakat dapat
menerima kehadiran PMB. Secara kualitatif
menunjukkan, bahwa PMB yang mengalami
kegagalan bekerja di luar negeri, pada umum-
nya diterima oleh keluarga dan masyarakat,
meskipun demikian mereka masih merasa malu
dan mengalami kesulitan dalam memenuhi ke-
butuhan hidup keluarganya.

4. Kondisi kerentanan yang dialami PMB
selama proses migrasi (transit, destinasi,
daerah asal).

Hasil penelitian mendapati perlindungan
PMB saat dalam proses pemulangan tidak mak-
simal. Alur pemulangan PMB ke daerah asal
tidak praktis, sebagian besar PMB tidak mem-
punyai kartu identitas (KTP) sehingga tidak bisa
mengakses layanan BPJS saat sakit dan perlu
penanganan di rumah sakit. PMB dianalogikan
sama dengan penduduk unregister, lebih jauh
lagi ada pihak yang mengambil keuntungan dari
pekerja migran (Indikasi traficking). apabila
diperinci kondisi kerentanan PMB dapat dibagi
sejak dari daerah asal, destinasi, tempat transit,
mendapati faktor kerentanan yang dialami oleh
calon pekerja migran di daerah asal meliputi:

Calon Pekerja migran tidak mengetahui proses
bekerja ke luar negeri dari instansi berwewenang,
tetapi dari caloyang datang langsung menemui
calon pekerja migran; PPTKIS belum berperan
sebagaimana mestinya, pengurusan dokumen
dilakukan via calo; Rendahnya tingkat pendidi-
kan calon pekerja migran; Pemalsuan dokumen
seperti nama, umur, pendidikan dan alamat
calon pekerja migran; Meninggalkan hutang
karena biaya pengurusan dokumen berasal dari
pinjaman keluarga, kerabat dan tetangga; Tidak
melalui PAP (Pembekalan Akhir Pemberang-
katan); Berangkat via jalur tidak resmi dengan
nenggunakan kapal laut yang kurang terjamin
keselamatannya; Calon pekerja migran meng-
gunakan visa pelancong; Tidak mengetahui dan
menandatangai PK (Perjanjian Kerja); Tidak
memiliki Asuransi.

Hasil penelitian didapati saat sampai pada
tempat destinasi, pekerja migran mengalami
berbagai masalah meliputi: Penempatan bekerja
tidak sesuai dengan yang dijanjikan oleh calo,
Pekerja Migran terpaksa menerima pekerjaan
yang tidak sesuai dengan bakat dan minatnya;
Besarnya gaji yang diterima tidak sesuai yang
dijanjikan, bahkan ada yang tidak dibayar; Da-
lam waktu 3 sampai 4 bulan gaji diambil atau
dipotong oleh calo sebagai pengganti biaya
pengurusan dokumen dan pemberangkatan;
Paspor ditahan oleh calo atau majikan; Konflik
dengan majikan sebagai akibat bekerja melebihi
jam kerja, gaji tidak dibayar dan penyiksaan
fisik dan mental, sehingga terpaksa kabur tanpa
membawa dokumen; Mengalami kecelakaan
kerja yang tidak sepenuhnya ditanggung oleh pe-
rusahaan/majikan; Pemerkosaan pekerja migran
perempuan oleh majikan; Mengalami nasib yang
sama saat pindah kerja ke majikan/perusahaan
lain; Pihak KBRI/KJRI tidak memberikan per-
lindungan sosial, meskipun mereka juga sudah
berusaha menghubungi via telpun tetapi tidak
diangkat; Penangkapan oleh aparat keamanan
Malaysia karena dianggap ilegal, semua uang
dan barang berharga lainnya dirampas serta
mengalami penyiksaan fisik dan mental; Proses
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pengadilan pekerja migran tidak didampingi oleh
pengacara dan petugas dari KBRI/KJRI. Pihak
KBRI/KJRI baru bertindak apabila kasusnya
menjadi berita besar di Indonesia; Pada kasus-
kasus tertentu, berdasarkan putusan pengadilan
Malaysia, pekerja migran yang dianggap salah
selain dihukum penjara, juga dihukum cambuk;
Fasilitas kesehatan selama menjalani masa huku-
man di penjara Malaysia tidak maksimal, semua
jenis penyakit hanya diberikan “panadol”; Proses
pemulangan pekerja migran setelah selesai
menjalani hukuman di penjara Malaysia melalui
sebuah tempat penampungan yang mereka sebut
“Pekan nanas”, berisi ratusan orang yang bukan
hanya pekerja migran Indonesia, tetapi juga be-
rasal dari berbagai negara dengan fasilitas kamar
mandi, MCK, dan tempat tidur terbatas selama
satu minggu. Selanjutnya PMB ini dibawa ke di
penampungan Pasir Gudang sambil menunggu
pemulangan dengan kapal ke Tanjung Pinang
Seorang pekerja migran yang terpaksa di-
pulangkan walaupun saat berangkat statusnya
resmi atau legal bukan tidak mungkin menjadi
status pekerja migran bermasalah atau illegal
karena berbagai sebab. Saat ditempat transit
untuk dipulangkan kedaerah asalnya, kerentanan
yang dimiliki oleh pekerja migran bermasalah
meliputi: Tidak membawa uang, bahkan hanya
pakaian yang dipakai yang dibawa pulang. Lebih
menyedihkan lagi tidak sedikit yang membawa
anak dengan status perkawinan yang tidak jelas.
Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh infor-
man dalam FGD sebagai berikut.
“.....Di Kec Tembelang Pekerja Migran bervari-
atif, untuk penanganannya tidak hanya untuk
eks Malaysia, tapi kenyataan di lapangan ada
dari Arab dan Negara lain, masalahnya mereka
berangkat tidak bawa uang, berangkat dengan
masalah ekonomi, .....pergi ke luar negeri, pu-
lang bawa anak. Saat pergi resmi tapi saat sampai
disana menjadi bermasalah.....”

Sumber: Kasie Perluasan Disnaker Jombang,
hasil FGD

Penampungan sementara bagi pekerja mi-
gran laki-laki di Tanjung Pinang dianggap kurang
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memenuhi syarat seperti fasilitas kamar mandi,
makan dan tidur yang tidak sebanding dengan
jumlah pekerja migran serta fasilitas air yang
kurang bersih. PMB perempuan ditampung di
RPTC Tanjung Pinang yang fasilitasnya lebih
baik, pekerja migran dalam keadaan sakit, ca-
cat fisik, stres, hamil dan ada yang trauma saat
tiba kembali di tanah air, pemulangaan pekerja
migran bermasalah menggunakan kapal laut dari
Tanjung Pinang hingga Tanjung Priuk tanpa pen-
dampingan petugas, dan selanjutnya dipulangkan
via darat ke daerah masing-masing. Kondisi fisik
dan mental para PMB sudah sedemikian lelah,
sehingga kadang terjadi pemukulan fisik kepada
sopir bus yang tidak mau mengantarnya hingga
ke daerah asal.

Pemulangan PMB yang sakit berat merupa-
kan masalah besar yang dihadapi RPTC Tanjung
Pinang terkait dengan biaya pemulangan ke
daerah asal yang cukup besar. Dalam kasus-
kasus tertentu terkait dengan kondisi fisik dan
mental, PMB ditampung di RPTC, kondisi PMB
yang sakit berat merupakan berban berat terkait
dengan biaya pengobatannya. Kasus yang terjadi
dan ditemui dalam penelitian ini adalah seorang
isteri PMB yang mengalami sakit cukup berat
dan dalam keadaan hamil akibat kecelakaan
di Malaysia. Disamping pengobatannya tidak
sepenuhnya ditanggung oleh perusahaan, proses
pemulangannya cukup dramatis. Saat ini PMB
ini tidak bisa bekerja karena harus menunggu is-
terinya sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan
ekonomi keluarganya. pengurusan BPJS juga
tidak mudah karena harus melengkapi KTP yang
mati, bagi yang sudah berkeluarga dan memiliki
anak, merupakan beban berat bagi PMB laki-
laki karena harus memenuhi kebutuhan bagi
keluarganya.

Pada umumnya PMB belum sepenuhnya bisa
mendapatkan pekerjaan pasca kembali ke dae-
rahnya, karena tidak ada lapangan pekerjaan di
daerahnya. Mereka lebih banyak bekerja sebagai
buruh tidak tetap.Terbatasnya lapangan kerja di
daerah asal, sebagian PMB masih ada yang ingin
tetap kembali bekerja di luar negeri. Malaysia
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masih merupakan pilihan sebagian warga untuk
mendulang emas.Faktor pendorong internal dan
eksternal yang menyebabkan PMB ingin kembali
bekerja diluar negeri.

Hasil penelitian mendapati yang menyebab-
kan PMB ingin kembali bekerja keluar negeri
karena mudah mendapatkan pekerjaan (sebagai
pekerja kasar).Tidak harus memiliki ketrampi-
lan tertentu. Dekat dengan Indonesia (banyak
alternatif pintu keluar masuk). Gaji lebih besar
dibandingkan di Indonesia, tidak ada kendala
bahasa.Terbatasnya lapangan pekerjaan di daerah
asal, sebagai pelarian dari masalah pribadi atau
keluarga, mencoba peruntungan. Status dan
gengsi, ajakan dan bujukan (keluarga, teman).
Perlu persiapan matang terutama dalam hal ad-
ministrasi yang dimulai dari tingkat terendah,
seperti yang disampaikan oleh informan dalam
FGD sebagai berikut.

“.....Penanganan PMB perlu ada sosialisasi

dari bawah, di kecamatan dan desa, sosialisasi

seharusnya pada orang yang menangani, se-
perti pada pembuatan surat. ...atau perangkat
desa, sekolahan, penyuluhan ketenagakerjaan,

ke lapangan kerja, diarahkan ke dunia kerja di

dalam negeri....”

Sumber: Coordinator RPTC Jombang, dalam
FGD

Faktor yang menyebabkan seseorang bermi-
grasi dan bekerja di luar negeri karena ada per-
bedaan pendapatan dan tingginya pengangguran
di tempat tinggalnya, tingginya pertumbuhan
penduduk, keterbatasan lahan produktif dan
perkembangan teknologi. Pekerja migran yang
bekerja di luar negeri baik secara legal maupun
illegal, memiliki berbagai motif seperti untuk
meningkatkan status ekonomi dan kelangsungan
hidup ataupun atas motif sosial berupa harapan
atas kekayaan, kenyamanan atau eksistensi diri.
Oleh karena, menjadi seorang pekerja migran
sangat tergantung pada motivasi bermigrasi, dan
juga pengaruh tidak langsung dari faktor individu
dan masyarakat. Setelah berada di negara tujuan,
pekerja migran tersebut mengalami perubahan
kehidupan yang drastis, berbeda dengan tem-

pat tinggal asal, yang menuntut mereka untuk
melakukan penyesuaian diri dengan kehidupan
dan budaya di negara tujuan. Penyesuaian diri
tidak hanya secara mental psikologis tetapi
juga dengan tuntutan keterampilan mengguna-
kan alat-alat teknologi yang berkaitan dengan
pekerjaan. Kegagalan dalam penyesuaian diri
menyebabkan mereka pada akhirnya memiliki
masalah, baik masalah psikologis maupun sosial
dengan pihak majikan.

Kondisi ini mendorong mereka menjadi
pekerja migran bermasalah, bahkan bisa ter-
jadi perubahan status dari pekerja migran legal
menjadi pekerja migran ilegal. Pekerja migran
bermasalah (PMB) dari waktu ke waktu semakin
meningkat, dalam jumlah dan permasalahan
psikososial saat dipulangkan ke Indonesia. Pe-
merintah dalam hal ini Kementerian Sosial
memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab
untuk pemulangan pekerja migran bermasalah ke
daerah asal, yang dilaksanakan melalui Rumah
Perlindungan Trauma Center dengan memberi
layanan terpadu (integrated services), baik se-
bagai pusat krisis (crisis centre) maupun pusat
pemulihan traumatic (traumatic centre). RPTC
berfungsi sebagai tempat tinggal sementara
sebelum mereka dikembalikan ke kampung hala-
man, dan bagi pekerja migran yang mengalami
masalah psikologis akan memperoleh rehabilitasi
sampai mereka pulih.

Banyak penelitian telah membuktikan bahwa
pekerja migran mengalami kadar gangguan
psikologis yang lebih tinggi dibanding penduduk
asli sebuah negara (Patel, 1992; dalam Husmiati,
2013). Prevalensi gangguan mental di kalangan
kelompok pekerja migran di United Kingdom
telah menjadi perhatian dalam kepustakaan pene-
litian sejak tiga puluh tahun yang lalu. Penelitian
ini umumnya menggunakan angka masuk rumah
sakit sebagai sumber data utama mereka. Wanita
Asia diketahui mempunyai resiko lebih tinggi
mengalami gangguan psikologis berbanding le-
laki (Community Relations Commission, 1976c¢;
dipetik oleh Patel, 1992). Cochrane (1981) dan
Dean et al. (1981) mendapati tingginya angka
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masuk dan dirawat di rumah sakit pada kelompok
pekerja migran.

Di Malaysia, penelitian di kalangan wanita
pekerja migran menunjukkan wanita pekerja mi-
gran ilegal mengalami masalah kesehatan mental
yang tinggi berbanding wanita pekerja migran
legal. Wanita pekerja migran ilegal memperlihat-
kan tingkat stress, anxiety dan depression yang
lebih tinggi jika dibandingkan dengan wanita
pekerja migran legal. Dari segi strategi daya tin-
dak (coping strategy) juga wanita pekerja migran
yang ilegal tidak baik berbanding wanita pekerja
migran yang legal (Fahrudin & Baco, 2001;
2002; 2004). Pekerja migran yang legal juga
mengalami masalah berkaitan dengan kehilangan
dan kesedihan (loss and grief) karena terpaksa
meninggalkan anggota keluarga mereka, tidak
adanya dukungan sosial, kedudukan sosial, nilai
dan norma, kebudayaan dan lingkungan mereka
(Husmiati, 2013).

Pekerja migran juga mengalami kesulitan
untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang
baru. Mereka menghadapi kesulitan dalam
percobaan untuk mengatasi masalah bahasa
dan kebudayaan semasa proses acculturation.
Faktor-faktor ini saling berkait dan menghasilkan
berbagai gangguan dan masalah sosial. Faktor
budaya pekerja migran dengan budaya negara
baru yang mereka datangi sangat jelas berbeda.
Akibatnya pekerja migran tersebut akan menga-
lami stres yang serius serta beban mental yang
berat (Rogler, Dharma & Malgady, 1991; dalam
Husmiati 2013).

Beberapa kajian di atas telah membuktikan
bahwa pekerja migran mempunyai status kese-
hatan mental yang lebih rendah dibandingkan
dengan penduduk asli negara yang dituju. (Chae
Chung Um & Dancy, 1999; dalam Husmiati,
2013). Situasi dan kondisi yang dialami oleh
pekerja migran jelas akan mempengaruhi ke-
hidupan mereka, campur tangan pemerintah
baik melalui regulasi maupun langsung sangat
diperlukan. Perlindungan sosial bagi pekerja
migran bermasalah adalah salah satunya.
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Oleh sebab itu, perlindungan sosial harus
merupakan upaya, program dan kegiatan yang
ditujukan untuk membantu orang lain yang be-
lum dan terganggu fungsi sosialnya agar mampu
mencegah atau mengelola berbagai resiko sosial
yang dihadapi, perlindungan sosial yang diberi-
kan terutama kepada: Korban tindak kekerasan,
yaitu mereka yang mendapatkan perlakuan dari
perilaku seseorang yang dengan sengaja maupun
tidak sengaja dengan tujuan untuk mencederai
atau merusak orang lain. Adapun perilaku
berupa serangan fisik, mental, sosial maupun
seksual yang melanggar hak asasi manusia
yang mengakibatkan trauma psikologis. Pekerja
migran internal dan lintas negara yang menga-
lami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak
kekerasan, keterlantaran, konflik sosial karena
ketidakmampuan menyesuaikan diri ditempat
kerja baru atau di negara tempatnya bekerja
maupun mengalami kesenjangan sosial sehingga
mengakibatkan fungsi sosial terganggu.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan temuan penelitian
maka kesimpulan yang dapat dijabarkan adalah
sebagai berikut. Implementasi kebijakan dan
program perlindungan sosial bagi PMB masih
regulasi semata. Belum maksimalnya Standar
Operasional Prosedur pemulangan PMB mem-
buat komitmen satgas rendah. Hanya beberapa
satgas saja yang bekerja sedangkan satgas yang
lain hanya dalam surat keputusan saja. Akibatnya
perlindungan terhadap PMB tidak maksimal.
Implementasi UU, Perda, Pergub, Perbub terkait
dengan perlindungan dan penanganan PMB
belum maksimal karenanya tingkat koordi-
nasi antar SKPD masih lemah. Peran dan fungsi
RPTC dalam melakukan perlindungan sosial dan
proses reintegrasi PMB adalah sebagai tempat
penampungan sementara dan sebagai tempat
rehabilitasi (sementara) PMB yang mengalami
gangguan jiwa dan kesehatan. PMB diberikan
bantuan Usaha Ekonomis Produktif agar mereka
bisa mendapatkan sumber penghasilan tanpa
harus keluar negeri. Kondisi kerentanan yang
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dialami PMB selama proses migrasi berupa
kerentanan hukum dan administrasi, kerentanan
fisik, kerentanan psikis, sosial, ekonomi, dan
spiritual. Faktor pendorong yang menyebabkan
PMB ingin kembali bekerja di luar negeri terdiri
dari faktor internal dan faktor eksternal.

Rekomendasi: Perlu penataan dan pengua-
tan kembali regulasi khusus untuk penanganan
PMB, agar ada payung hukum yang jelas tentang
peran masing-masing KL dalam perlindungan
PMB. Perlu peningkatan Kerjasama peme-rintah
pusat dan pemerintah daerah (misalnya mulai
membuat SKB, SOP) tentang penanganan &
pencegahan pekerja migran illegal. Peningka-
tan implementasi SOP agar terbangun kembali
komitmen bersama satgas penanganan PMB.
Koordinasi antar SKPD dalam Sosialisasi &
Pengawasan calon PM di kantong PMB. Men-
injau ulang alur dan teknis pemulangan PMB
ke daerah asal. Meninjau ulang konsep RPTC
untuk memberikan perlindungan bagi PMB.
Perlunya Sosialisasi dalam rangka perlindung-
an bagi masyarakat yang ingin menjadi PM
dengan memanfaatkan organisasi masyarakat,
organisasi sosial, sekolah (mis: MUSLIMAT,
PKK, SMU, SMK), membentuk Kube eks PMB.
Perlunya pendampingan eks PMB dalam rentang
waktu tertentu. Terutama saat proses reintegrasi.
Membuka kegiatan pelatihan untuk peningkatan
kualitas eks PMB yang ingin kembali bekerja ke
luar negeri di kantong PMB. Koordinasi antar
program di Kemensos terkait dengan penangan-
an dan perlindungan PMB (PKH, kube, raskin,
rutilahu, pantisosial)
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Abstract

Local culture has been meant as local value produced by community in given territory that has been formed
naturally, got through educational process from time to time and generation to generation. Culture that mentioned above
is tradition, law, thinking pattern, and art. The implementation of culture in community contains social solidarity value
because they were done involving community members interaction. The existence of local culture hoped to support social
solidarity value as then social resilience. Those motivating this study that presented through descriptive approach. Through
interview, observation, and documentary analysis, it can be described that Banjar Regency, South Kalimantan Province
community, are still practising local culture through participation of all members of the community.

Keywords: local culture; social solidarity; community value
Abstrak

Budaya lokal diartikan sebagai nilai lokal hasil budi daya masyarakat dari suatu daerah yang terbentuk secara
alami dan diperoleh melalui proses pembelajaran dari waktu ke waktu yang diwariskan secara turun temurun. Budaya
dimaksud berupa tradisi, hukum adat, pola pikir dan hasil seni. Implementasi budaya yang ada di masyarakat mengandung
nilai kesetiakawanan sosial karena melibatkan interaksi antarmasyarakat. Keberadaan budaya lokal diharapkan mampu
memperkuat nilai kesetiakawanan sosial masyarakat selanjutnya terbentuk ketahanan sosial. Hal ini mendorong dilaksanakan
kajian tentang budaya lokal sebagai upaya memperkuat nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat yang disajikan secara
deskriptif. Melalui teknik wawancara, pengamatan, dan telaah dokumen serta dianalisis secara kualitatif disimpulkan bahwa
masyarakat Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan masih melaksanakan budaya lokal dengan ditunjukkan keterlibatan
masyarakat untuk berpartisipasi.

Kata kunci: budaya lokal, kesetiakawanan sosial, nilai masyarakat

A. Pendahuluan

Sejak jaman dahulu nenek moyang kita
telah mewariskan konsep nilai kesetiakawanan
sosial, seperti gotong royong, kepedulian, tolong
menolong, rela berkorban, kebersamaan ataupun
tenggang rasa. Nilai ini sampai sekarang masih
dijumpai dibeberapa daerah, walaupun perkem-
bangan jaman sebagian daerah menggeser be-
berapa nilai tersebut. Hal ini dapat dijumpai di
daerah perkotaan yang identik dan sarat dengan
hingar bingar kehidupan serta mengesampingkan
kepedulian, empati ataupun kerja sama dengan

sesama. Fenomena ini menunjukkan bahwa
perkembangan jaman diera globalisasi dapat
menimbulkan dampak negatif, mengabaikan
nilai kesetiakawanan sosial masyarakat. Perkem-
bangan jaman juga mempunyai dampak positif,
misalnya mempercepat atau memudahkan untuk
berkomunikasi secara langsung dengan teman
atau saudara melalui handphone (HP), seh-
ingga yang bersangkutan tidak harus bertemu
secara langsung. Pada hakikatnya, menghadapi
globali-sasi dengan segala dampaknya diperlu-
kan berbagai pendekatan dengan mengarahkan
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semua potensi yang dimiliki sebuah bangsa,
termasuk kearifan lokal pada suatu masyarakat.
Sistem budaya lokal (local wisdom) merupakan
modal sosial (social capital) yang besar, telah
tumbuh dan berkembang secara turun temurun
yang hingga kini berurat berakar di masyarakat
(Harry Hikmat, 2010:169).

Berkait dengan perihal tersebut, dalam
implementasinya budaya lokal yang ada di
masyarakat mengandung nilai-nilai kesetiakawa-
nan sosial,dalam bentuk tradisi, hukum adat,
pola pikir dan hasil seni seperti tari, pahat,
nyanyian. Dalam realisasinya berbagai kegiatan
yang termasuk sebagai budaya lokal tersebut
melibatkan peran masyarakat, artinya bentuk
kegiatan budaya lokal senantiasa melibatkan
masyarakat untuk berperan atau sebagai pelaku
kegiatan. Budaya lokal di Indonesia dinilai cu-
kup majemuk dan beragam, dipengaruhi oleh
kondisi geografis yaitu banyak pulau dan suku
bangsa, sehingga budaya lokal merupakan keka-
yaan dan aset bangsa, seyogyanya dilestarikan
(Jawa=diuri-uri) karena merupakan identitas
ataupun karakteristik setiap daerah. Berdasar
pengalaman empirik memperlihatkan bahwa
setiap daerah mempunyai budaya lokal seperti
selamatan, seperti pada budaya Jawa mitoni atau
tingkep, brokohan, puputan, sunatan, perkawin-
an ataupun selamatan orang yang telah mening-
gal. Budaya Ngaben untuk masyarakat Bali
ataupun budaya garebeg dilaksanakan kraton
Ngayogyakarta Hadiningrat, yang membedakan
daerah satu dengan yang lain.

Seiring dengan perkembangan jaman mem-
perlihatkan bahwa nilai yang terkandung dalam
budaya lokal belum direvitalisasi secara optimal
yang ditengarai adanya pengaruh globalisasi
seluruh aspek kehidupan yang cenderung serba
terbuka tanpa terkendali, dampaknya menyebab-
kan masyarakat terbawa pada sifat egoisme dan
materialisme. Hal ini merupakan gejala memu-
darnya berbagai kegiatan yang mengandung nilai
kesetiakawanan sosial seperti solidaritas, gotong
royong ataupun setia kawan yang terdapat dalam
budaya lokal. Kondisi ini dikhawatirkan dapat
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berakibat terhadap menurunnya nilai yang ter-
kandung dalam budaya lokal.

Kajian empirik dari penelitian yang dilak-
sanakan oleh Andayani Listyawati, dkk (2015)
disembilan lokasi yaitu Padang Pariaman, Ogan
Komering Ilir, Banten, Bojonegoro, Banjar, Be-
rau, Makassar, Denpasar, dan Lombok menunjuk-
kan, bahwa masyarakatnya masih menjalankan
kegiatan yang mengandung nilai kesetiakawanan
sosial sesuai dengan karakteristik lokal. Hal ini
terlihat dalam setiap penyelenggaraan kegiatan,
masyarakat terlibat secara sukarela. Kondisi ini
menunjukkan bahwa budaya lokal di masyarakat
setempat dapat digunakan sebagai ajang untuk
menguatkan nilai kesetiakawanan sosial, bu-
daya lokal seyogyanya dipertahankan karena
tersirat nilai kesetiakawanan sosial. Atas dasar
itu, dipandang perlu dilaksanakan kajian berkait
dengan budaya lokal yang mampu memperkuat
nilai kesetiakawanan sosial di masyarakat. Per-
tanyaan yang diajukan, budaya lokal apa yang
dapat memperkuat nilai kesetiakawanan sosial
di masyarakat dan apakah faktor pendukung
serta penghambat terhadap budaya lokal yang
dapat memperkuat nilai kesetiakawanan sosial
di masyarakat

Beberapa pakar seperti Deddy Mulyana, dkk
(2001:3) memberi pengertian, bahwa budaya
sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, ke-
percayaan, nilai, sikap, makna, hirarki, agama,
waktu, peranan, hubungan, ruang, konsep alam
semesta, objek materi dan milik yang diper-
oleh sekelompok orang dari suatu generasi ke
generasi berikutnya melalui usaha individu dan
kelompok. Budaya menampakkan diri dalam
pola, bentuk, kegiatan, dan perilaku yang ber-
fungsi sebagai model tindakan penyesuaian diri
ataupun gaya komunikasi yang memungkinkan
individu tinggal dalam suatu masyarakat di
lingkungan, tingkat perkembangan, dan dalam
waktu tertentu.

Budaya menjadi suatu ciri khas suatu bangsa
yang akan membuat bangsa tersebut dikenal oleh
setiap orang. Roger Keesing dan Godenough
(dalam Warto, 2013:314) menempatkan budaya
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(baca: kebudayaan) ke dalam dua domain. Per-
tama, kebudayaan merupakan sistem ideasional
yakni suatu konsep gagasan yang dimiliki oleh
setiap individu yang menjadi panduan dalam
hidupnya. Sebagai suatu sistem ideasional, bu-
daya berada dalam alam kognitif setiap individu
dan berada dalam alam pikiran (mind) masing-
masing individu, bahkan dimiliki secara bersama
dalam suatu komunitas. Budaya dalam perspektif
ini merupakan pola kehidupan suatu komunitas
dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang dilaku-
kan dengan berulang secara teratur.

Budaya dalam pengertian tersebut dapat
dipandang sebagai suatu sistem pengetahuan
yang memberi pedoman bagi individu guna
menentukan suatu obyek kegiatan yang dira-
sakan dan dilakukan, serta cara melakukannya.
Kebudayaan, dalam pernyataan lain merupakan
suatu alat atau media yang digunakan masyarakat
di dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidup.
Di dalam kehidupan masyarakat, budaya dalam
bentuk sistem gagasan, antara lain dapat ditemui
dalam berbagai tradisi (adat-istiadat), ungkapan
masyarakat, dan kesenian.

Kedua, budaya merupakan suatu sistem
makna yang selalu berkait dengan berbagai
simbol tertentu dan diketahui atau dikenal serta
disebarluaskan oleh warga masyarakat yang
menjadi pendukungnya. Budaya dipandang
sebagai suatu simbol yang mengandung makna
tertentu, di dalamnya terdapat pengertian yang
perlu diterjemahkan dan ditafsirkan maknanya.
Hasil terjemahan dan penafsiran berbagai sim-
bol tersebut dapat diketahui maknanya yang
kemudian disebarluaskan oleh pendukungnya
kepada warga masyarakat lain. Budaya dalam
perspektif ini diartikan sebagai hasil pemaknaan
dari sejumlah simbol oleh masyarakat pendu-
kungnya dalam memandang berbagai peristiwa
alam ataupun gejala sosial yang sedang terjadi.
Konsep tersebut, dalam masyarakat dikenal se-
bagai simbolisasi dari pemaknaan yang selalu
mewarnai aspek kehidupan warga masyarakat.
Berbagai peristiwa senantiasa dikaitkan dengan
simbol dan kondisi masyarakat setempat

Budaya khas dari suatu daerah dikenal se-
bagai budaya lokal. Koentjaraningrat (2000),
memandang budaya lokal terkait dengan istilah
suku bangsa. Menurutnya, suku bangsa sendiri
adalah suatu golongan manusia yang terikat oleh
kesadaran dan identitas akan “kesatuan bangsa”.
Judistira K. Gama menyatakan, bahwa kebu-
dayaan lokal melengkapi kebudayaan regional,
dan kebudayaan regional adalah bagian yang
hakiki dalam bentukan nasional (2008:141).
Esensi pandangan ini menegaskan, bahwa budaya
lokal merupakan bagian dari sebuah skema ting-
katan budaya (hierarkis bukan berdasarkan baik
dan buruk). Pada hakikatnya budaya lokal sering
diartikan sebagai nilai-nilai lokal hasil budidaya
masyarakat dari suatu daerah yang terbentuk
secara alami serta diperoleh melalui proses pem-
belajaran dari waktu ke waktu yang diwariskan
secara turun temurun. Dalam implementasinya
budaya lokal sebagai budaya asli yang dimiliki
suatu kelompok masyarakat tertentu dan menjadi
ciri khas kelompok pada masyarakat lokal. Dapat
digarisbawahi bahwa budaya berkembang di se-
tiap daerah yang merupakan milik dari suku-suku
bangsa. Wilayah negara Indonesia mempunyai
berbagai suku bangsa lokal, sebanyak lebih dari
300 suku bangsa dan 250 bahasa, serta memiliki
karakteristik budaya lokal yang berbeda pula.

Secara konseptual yang dimaksud kesetia-
kawanan sosial sebagai perilaku kolektif yang
didasari motif altruisme dan humanism, bersifat
konseptual yang berkembang secara dinamis
baik terhadap tipe masyarakat homogen maupun
heterogen sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
oleh masyarakat setempat dan diwujudkan secara
kolektif dalam berbagai bidang (ekonomi, sosial,
agama) serta bersifat insidental dan melembaga
(Kementerian Sosial, 2012: 30). Senada dengan
hal tersebut Mas’ud Said (2015) mengemuka-
kan, yang dimaksud kesetiakawanan sosial atau
solidaritas sosial adalah nilai atau sikap hidup
dan perilaku individu atau kelompok yang memi-
liki kebersamaam dalam mengatasi masalah, rasa
kebersamaan dalam menanggung beban orang
lain atau kelompok lain dengan bentuk kemauan
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untuk berkorban waktu, ikut serta berpartisipasi
dalam memberikan sumbangan baik tenaga, pe-
mikiran, dana dan pengorbanan untuk mengatasi
masalah bersama secara ikhlas tanpa pamrih.
Pengertian tersebut secara umum dapat digaris-
bawahi bahwa yang dimaksud kesetiakawanan
sosial diartikan sebagai perilaku yang didasari
oleh motif humanism, bersifat dinamis atau
berkembang pada masyarakat homogen atau
heterogen sesuai dengan nilai yang dianut oleh
masyarakat serta diwujudkan dalam berbagai
bidang ekonomi, sosial, dan agama.

Berdasar konteks nilai yang terkandung
dalam kesetiakawanan sosial realisasi yang
tampak di masyarakat meliputi kegiatan tolong
menolong, gotong royong, ataupun kebersa-
maan. Kebiasaan tolong menolong tampak dalam
kehidupan bermasyarakat seperti membantu kor-
ban bencana alam atau menengok tetangga yang
sakit. Gotong royong tampak dalam kegiatan
menggarap sawah atau membangun rumah. Ke-
bersamaan muncul karena keterikatan, kesetiaan
diri dan sesama untuk saling membantu dan
membela. Unsur nilai yang terkandung dalam
kesetiakawanan sosial dijadikan dasar untuk
berperilaku. Nilai kesetiakawanan sosial terus
direvitalisasi sesuai dengan kondisi yang diim-
plementasikan dalam bentuk kegiatan sehari-hari
pada kehidupan di masyarakat.

Nilai yang terkandung dalam kesetiakawanan
sosial sejak dahulu pada dasarnya telah menga-
kar dalam kehidupan masyarakat. Nilai tersebut
diwujudkan sejalan dengan perkembangan jaman
dan dinamika masyarakat. Oleh karena itu, perlu
dikaji secara terus menerus agar dapat sesuai
mengikuti perkembangan dan perubahan yang
terjadi. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009
tentang kesejahteraan sosial menegaskan, bahwa
kesetiakawanan sosial dideskripsikan sebagai

suatu kepedulian sosial untuk membantu orang
lain yang membutuhkan pertolongan dengan
empati dan kasih sayang. Pada hakekatnya
kesetiakawanan sosial mengandung pengertian
tentang kepedulian sosial, empati, nilai kasih
sayang, dan fat twam asi. Kepedulian sosial
artinya memperhatikan kondisi lingkungan.
Memahami orang lain disebut sebagai empati,
sebagai aspek dari kasih sayang. Kasih sayang
mengandung pengertian memberi tetapi tidak
mengharap kembali, memberi yang dibutuhkan
dan menjunjung kesetaraan, terbebas dari sikap
superior dan inferior, sedangkan tat twam asi
merupakan sikap manusia yang menganggap
pada diri orang lain (yang ditolong) ada diri
orang yang menolong.

Berdasar kondisi empiris, dalam implemen-
tasinya nilai kesetiakawanan sosial tumbuh,
berkembang, dan terpelihara secara baik di
masyarakat baik di perkotaan maupun perde-
saan walaupun kadarnya berbeda. Perbedaan
ini dipengaruhi oleh faktor dinamika disetiap
kelompok masyarakat setempat. Pada intinya
prinsip nilai kesetiakawanan sosial melakukan
perbuatan untuk membantu orang lain yang
mengalami permasalahan dengan segenap
kemampuan dan ikhlas tanpa mengharap im-
balan ataupun memperhitungkan keuntungan
dan kerugian. Nilai kesetiakawanan sosial yang
terimplikasi dari budaya lokal sejatinya meru-
pakan kearifan lokal yang mampu menyerap
kebudayaan asing yang datang secara selektif
(Atmodjo, MMSK,1986: 37). Melalui budaya
lokal yang mengandung nilai kesetiakawanan
sosial diharapkan mampu membuat ketahanan
sosial di masyarakat. Dari kajian pustaka di
atas dapat disusun bagan kerangka pemikiran
kesetiakawanan sosial sebagai berikut.

Implementasi
Kesetiakawanan Sosial

Budaya - Gotong Ro
—> yong
lokal - Peduli
- Solidaritas
- Kerja Sama

Ketahanan Sosial

':> di masyarakat
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Keterangan : Setiap daerah pada hakekatnya
mempunyai budaya yang menjadi ciri spesifik
dan membedakan dengan daerah lain disebut
sebagai budaya lokal. Di lokasi penelitian, Ka-
bupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan,
masih ada budaya lokal yang mengandung nilai
kesetiakawanan sosial. Sejatinya di dalam bu-
daya lokal dalam implementasi di masyarakat
mengandung nilai kesetiakawanan sosial berupa
gotong royong, peduli, solidaritas, dan kerja
sama yang dilaksanakan pada setiap kegiatan
atau moment tertentu. Nilai tersebut apabila di-
laksanakan secara rutin akhirnya dapat membuat
ketahanan sosial di masyarakat.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Kajian tentang budaya lokal sebagai upaya
memperkuat nilai kesetiakawanan sosial di
masyarakat merupakan penelitian deskriptif yang
menggambarkan kondisi dalam masyarakat dan
tata cara yang berlaku, termasuk tentang hubung-
an, kegiatan, sikap, pandangan serta proses yang
sedang berlangsung dan pengaruh dari suatu
fenomena (Moh. Nazir, 2005), menggambar-
kan dan memaparkan berbagai budaya lokal
yang menyiratkan adanya nilai kesetiakawanan
sosial dalam masyarakat. Lokasi penelitian di
Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan.
Informan terdiri atas warga masyarakat (sipil),
tokoh informal (ketua RT, tokoh agama, tokoh
masyarakat ataupun pemuka adat) dan aparat
pemerintah setempat

Teknik pengumpulan data menggunakan
wawancara (panduan wawancara), pengamatan,
dan telaah dokumen. Wawancara dilaksanakan
untuk mengungkap keberadaan berbagai budaya
lokal yang dalam pelaksanaannya melibatkan
peran masyarakat dan mengandung nilai ke-
setiakawanan sosial. Pengamatan dilaksanakan
untuk mengetahui keterlibatan masyarakat pada
saat pelaksanaan kegiatan. Telaah dokumen
diperoleh dari berbagai sumber yang berkait den-
gan budaya dan nilai kesetiakawanan sosial, surat
kabar, brosur, dan website. Data yang terhimpun
kemudian dianalisis secara kualitatif dengan

memahami, menyaring, menyatukan, memilih
data berkait dengan keberadaan budaya lokal
yang mengandung nilai kesetiakawanan sosial
dan dilaksanakan oleh masyarakat.

C. Budaya Lokal di Kabupaten Banjar
1. Deskripsi Kabupaten Banjar

Kabupaten Banjar beribukota di Martapura
merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Ka-
limantan Selatan, dengan luas wilayah 4.608,50
km? (12,20 persen) dari luas wilayah provinsi
tersebut. Batas wilayah kabupaten ini disebelah
utara berbatasan dengan Kabupaten Tapin dan
Hulu Sungai Selatan, sebelah timur dengan Ka-
bupaten Kota Baru dan Tanah Bumbu. Disebelah
selatan berbatasan dengan Kabupaten Tanah
Laut dan Kota Banjarbaru, serta barat dengan
Kabupaten Barito Kuala dan Kota Banjarmasin.
Kabupaten Banjar yang cukup luas tersebut se-
cara administrasi dibagi menjadi 20 kecamatan,
277 desa dan 13 kelurahan. Kabupaten Banjar
berpenduduk 527.997 jiwa terdiri 267.889
laki-laki dan 260.168 perempuan, dengan seks
ratio 102.79 (Kabupaten Banjar Dalam Angka,
2014).

Kabupaten Banjar dalam angka diketahui
Banjar merupakan daerah yang ma-yoritas pen-
duduknya beragama Islam 492.394 jiwa (93,25
persen) (2014), sedangkan penganut agama
lain jumlahnya lebih kecil. Kabupaten Banjar
mendapat sebutan sebagai kota Serambi Mekah,
karena sebagai daerah yang penduduknya mayo-
ritas muslim, suasana religi cukup kuat. Tata
kehidupan kemasyarakatan senantiasa berkait
dengan keagamaan (Islam). Namun demikian
terhadap pemeluk antaragama yang berbeda,
mereka saling toleransi yang menyebabkan
suasana kehidupan bermasyarakat terjalin baik
karena saling menghargai.

Masyarakat Banjar mengembangkan sistem
budaya, sosial dan material budaya yang ber-
kaitan dengan religi, melalui berbagai proses
adaptasi, akulturasi, dan asimilasi. Pembaharuan
dalam aspek budaya, walaupun pandangan dan
pengaruh Islam lebih dominan dalam kehidupan
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budaya, Banjar identik dengan Islam, terutama
dengan pandangan yang berkait dengan ketu-
hanan. Aspek religi tampak pada kehidupan
seluruh suku bangsa yang berada di Kalimantan
Selatan.

Berkait dengan budaya yang berkembang
di masyarakat Banjar, pada umumnya mereka
memanfaatkan alam lingkungan dengan hasil
benda-benda budaya. Masyarakat Banjar di-
tinjau dari sistem kekerabatan menganut garis
keturunan secara bilateral, dikenal dengan istilah
Bubuhan yaitu menganut kelompok kekerabatan
yang merupakan kumpulan dari keluarga batih
sebagai satu kesatuan. Hal ini menandakan
bahwa sistem kekerabatan masyarakat suku
Banjar relatif cukup kuat, artinya dalam realisasi
kekerabatan tersebut segala bentuk perilaku dan
kegiatan yang dilaksanakan tercermin nilai ke-
setiakawanan sosial. Makna nilai kesetiakawanan
sosial sebagai sikap dan perilaku yang dikaitkan
dalam upaya memecahkan permasalahan sosial
dilakukan dengan cara mendayagunakan peran
aktif masyarakat secara luas, terorganisir, dan
berkelanjuan.

2. Budaya Lokal Bernilai Kesetiakawanan

Sosial

Ada beberapa hal diungkap dalam kaitannya
dengan keberadaan budaya lokal yang terdiri
dari tradisi, adat istiadat, ungkapan masyarakat,
dan kesenian tradisional yang mengandung
kearifan lokal sebagai upaya untuk memperkuat
kesetiakawanan sosial masyarakat di Kabupaten
Banjar. Kultur budaya yang berkembang di
Banjar sangat banyak, pada umumnya meman-
faatkan alam lingkungan dengan hasil budaya.
Masyarakat Banjar masih mengembangkan
sistem sosial dan budaya yang berkait dengan
religi, melalui proses adaptasi, akulturasi, dan
asimilasi. Hal ini tampak pada pembaharuan
dalam aspek budaya, tetapi pengaruh Islam lebih
dominan dalam kehidupan budaya Banjar. Ada
sebagian dari beberapa budaya lokal Banjar
yang dalam implementasinya tersirat nilai ke-
setiakawanan sosial dan sampai saat ini masih
dilaksanakan, antara lain sebagai berikut.

38

Kegiatan bulan Asyura, kegiatan ini hanya
dilaksanakan pada saat bulan Asyura.Pada saat
itu dilaksanakan kegiatan secara bersama-sama
oleh masyarakat, yaitu membuat bubur yang
dikenal sebagai bubur asyura. Pelaksanaan
kegiatan dilakukan pada saat menyongsong
bulan Syura, merupakan bulan perayaan bagi
umat muslim yang ditunggu kedatangannya.
Penyelenggaraan dan pengadaan perlengkapan
kegiatan mendapat dukungan dari pemerintah
daerah setempat. Penuturan yang disampaikan
oleh salah seorang pegawai di pemerintah daerah
setempat (BR) sebagai berikut.

“Kegiatan membuat bubur dapat terlaksana
biayanya sebagian dialokasikan dari peme-
rintah daerah. Jadi memang ada anggaran
yang difokuskan untuk hal tersebut. Disatu
sisi juga ada dukungan berupa partisipasi dari
masyarakat baik berupa dana dan tenaga.”

Bubur selanjutnya dibagikan kepada seluruh
masyarakat yang hadir, pada saat pelaksanaan
diisi dengan acara siraman rokhani berupa ce-
ramah yang berasal dari ustadz setempat. Bubur
juga dibagikan kepada orang tidak mampu
disekitar tempat pelaksanaan kegiatan. Ke-
giatan ini menyiratkan bahwa sebagai manusia
seyogyanya selalu mengingat kepada pencipta-
Nya, kepada sesama untuk saling menolong,
peduli,dan gotong royong. Tolong menolong dan
peduli digambarkan dengan memberi bantuan
(bubur) kepada orang lain terutama terhadap
seseorang yang terbatas kemampuannya. Hal ini
juga tersirat adanya sikap kasih sayang terhadap
sesama. Gotong royong diilustrasikan pada aspek
melaksanakan kegiatan secara bersama-sama
membuat bubur oleh masyarakat.

Kegiatan saling menolong, peduli, dan go-
tong royong yang dilakukan masyarakat di Kabu-
paten Banjar merupakan pengejawantahan dari
nilai kesetiakawanan sosial. Nilai ini dibangun
atas dasar kepedulian terhadap sesama, sebagai
bentuk perhatian terutama terhadap seseorang
yang kurang mampu. Kegiatan tersebut, terse-
lenggara secara rutin dan menjadi agenda pe-
merintah daerah setempat, menjadi ikon budaya
daerah Banjar.
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Badudus, merupakan ritual atau tradisi
dalam prosesi perkawinan, dalam melibatkan
partisipasi masyarakat karena pada setiap
tahapan prosesi ada berbagai kegiatan yang harus
dilaksanakan. Pada setiap proses perkawinan
dimulai dengan lamaran, yaitu meminang calon
pengantin dari keluarga pihak perempuan di-
lanjutkan dengan seserahan (Baantaran) berupa
barang-barang yang berkait dengan keperluan
perempuan, seperti mukena, pakaian ataupun
perhiasan, berdasarkan kemampuan ataupun ke-
sepakatan keluarga calon pengantin kedua belah
pihak. Langkah berikutnya adalah memandikan
pengantin, diteruskan dengan khataman Al
Qur’an dan akhirnya pengantin disandingkan
(walimahan).

Badudus merupakan kegiatan yang mengan-
dung nilai tradisi dan dipertahankan masyarakat
Banjar. Berlangsungnya prosesi perkawinan
yang disebut Badudus dalam tahapan proses
kegiatannya melibatkan partisipasi masyarakat,
masyarakat membantu pelaksanaan dengan
ikhlas tanpa pamrih dan tidak mengharap im-
balan. Penuturan salah seorang warga (MT)
menyatakan: “Keikutsertaan saya dalam prosesi
kegiatan pernikahan ini dilandasi semata-mata
hanya untuk membantu. Kebetulan yang mempu-
nyai hajat adalah tetangga, maka saya membantu.
Di sini tolong menolong antarwarga masih cukup
kuat, membantu antar tetangga atau saudara
sudah menjadi tradisi dan tidak mengharap im-
balan materi. Apabila saya sedang mengalami
kerepotan ataupun kesusahan tetangga sekitar di
sinipun bergantian membantu saya. Jadi di antara
kami yang bertempat tinggal tolong menolong
masih dilaksanakan.”

Kondisi ini menyiratkan bahwa kehidupan
masyarakat setempat masih diwarnai dengan
nilai kesetiakawanan sosial diwujudkan dalam
sikap peduli dan tolong menolong. Masyarakat
merasa senasib dan sepenanggungan, perasaan
ini menimbulkan rasa peduli ataupun empati ter-
hadap kesulitan orang lain yang diimplementasi-
kan dengan membantu. Kegiatan ini merupakan
perwujudan kesetiakawanan sosial dan menjadi
budaya masyarakat setempat.

Sarikat kematian, merupakan kegiatan
yang berkait dengan prosesi pemakaman ter-
hadap salah seorang warga masyarakat yang
meninggal dunia. Masyarakat secara gotong
royong mengambil alih peran keluarga dengan
menyiapkan segala sesuatunya yang berkait de-
ngan proses pemakaman dari menyiapkan bahan
untuk memasak (tradisi selamatan), memandi-
kan jenazah, menyiapkan kain kafan, hingga
memakamkan. Pihak keluarga sangat terbantu
terhadap keberadaan sarikat kematian tersebut
karena segala kegiatan telah ada yang menan-
gani. Hal ini sebagai salah satu alasan pendirian
kelompok sarikat kematian yaitu meringankan
keluarga yang sedang mendapat musibah kema-
tian, baik segi materi maupun immateri. Penu-
turan salah seorang tokoh masyarakat setempat
(Kr) menyatakan bahwa :

“Kelompok sarikat kematian terbentuk
telah lama pastinya tidak tahu sejak kapan
berdirinya karena sejak bertempat tinggal di
Kabupaten Banjar telah ada kelompok sarikat
kematian.Pada hakikatnya sarikat kematian
terbentuk atas dasar rasa peduli dan empati
terhadap masyarakat sekitar yang sedang
menerima musibah kematian anggota kelu-
arganya. Apabila sedang mendapat musibah
seperti kematian tentunya sangat repot dan
kadang tidak mampu untuk berfikir karena
harus mengurusi berbagai hal. Oleh karena
itu, melalui sarikat kematian pengurusan
prosesi pemakaman telah diambil alih dan
dilaksanakan oleh sarikat kematian. Hara-
pannya keluarga dapat terbantu terhadap hal
tersebut.”

Demikian juga penuturan (Hs) sebagai salah
satu tokoh masyarakat stempat menuturkan:
“Semua warga diharapkan ikut serta berparti-
sipasi dalam kelompok sarikat kematian.Setiap
keluarga dibebani memberikan iuran perbulan
Rp 2.500,- dan diberikan pada saat pertemuan
warga. Kondisi ini sudah berlangsung cukup
lama dan warga mendukungnya.” Keberadaan
sarikat kematian di Kabupaten Banjar dira-
sakan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ke-
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langsungan sarikat kematian karena didukung
masyarakat yang mau terlibat langsung dalam
kegiatan tersebut, dimulai dari iuran per kepala
keluarga setiap bulan sekali, dan dikumpulkan
pada saat pertemuan RT. Masyarakat merasa
tidak keberatan atas pengumpulan dana tersebut,
karena kegiatan dilaksanakan oleh masyarakat
untuk masyarakat sendiri, masyarakat tidak
merasa terbebani.

Yasinan, budaya membaca surat Yasin
merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan
oleh masyarakat Suku Banjar. Kegiatan ini
dilaksanakan pada saat pengajian kemudian di-
laksanakan dengan membaca surat Yasin. Pada
umumnya dilaksanakan setiap hari Sabtu atau
Minggu sebulan sekali, tempatnya bergantian
di rumah warga. Ada dua kelompok Yasinan,
kelompok bapak-bapak dan kelompok ibu-
ibuyang penyelenggaraannya sendiri-sendiri.
Yasinan merupakan kegiatan mengandung nilai
religi sebagai budaya yang menjadi ciri khas
daerah setempat. Melalui kegiatan ini bertujuan
untuk mengingat dan mengajak masyarakat agar
senantiasa mengingat pada pencipta-Nya, dalam
hubungannya dengan sesama manusia ataupun
dengan pencipta-Nya harus saling menghor-
mati.

Melalui kegiatan Yasinan ditumbuhkan rasa
toleransi, empati, peduli sikap kerjasama, atau-
pun gotong royong dalam penyelenggaraan
Yasinan, karena dalam kegiatan tersebut juga
dilaksanakan pengajian sebagai siraman rokhani.
Kegiatan yasinan dilaksanakan secara turun
temurun, dan menjadi tradisi. Penyampaian salah
seorang warga Banjar (Hsb) berkait dengan tra-
disi budaya Yasinan: “Saya bertempat tinggal di
sini sudah lama sejak kecil, jadi sudah tahu betul
tradisi yang biasa dilaksanakan.Tradisi Yasinan
merupakan kegiatan yang masih dilaksakan
hingga saat ini dan masyarakat pasti hadir dalam
acara tersebut. Memang masalah yang berhubu-
ngan dengan keagamaan menjadi perhatian bagi
masyarakat disini yang masih kuat dengan tradisi
yang bersifat keagamaan”.
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Penuturan ini juga diperkuat salah seorang
aparat pemerintah setempat (MD): “Budaya
masyarakat Banjar disini memang erat dengan
nilai religi, hal ini tidak lepas dari pengaruh
keberadaan tokoh keagamaan, seperti Kyai Haji
Muhammad Zaini Abdul Ghani atau dikenal
sebagai Guru Sekumpul yang mengajarkan
nilai keagamaan. Hal ini mempengaruhi ter-
hadap tradisi yang berlaku dimasyarakat, seperti
masih berlangsungnya kegiatan Yasinan yang
dilakukan mulai kelompok pengajian ataupun
dilingkup RT/Desa.”

Selain budaya membaca surat Yasin,
masyarakat suku banjar dalam kegiatan ke-
masyarakatan juga kuat dalam melaksanakan
gotong royong berkait dengan fasilitas umum.
Berdasar runutan wawancara terhadap infor-
man masyarakat ditambah dengan pengamatan
menunjukkan kepedulian masyarakat dinilai cu-
kup kuat, seperti gotong royong membersihkan
ataupun melebarkan jalan setapak. Kegiatan ini
tampak pada partisipasi masyarakat yang dengan
ikhlas tanpa pamrih melaksanakan kegiatan.

Kondisi ini mengisyaratkan bahwa perhatian
masyarakat untuk ikut serta melaksanakan kegia-
tan bernuansa kemasyarakatan yang terkandung
dalam budaya lokal cukup tinggi, seperti kegia-
tan di bulan Asyura, Badudus, Sarikat Kematian
ataupun Yasinan. Hal ini terlihat dari berbagai
kegiatan yang merupakan tradisi, seni budaya
yang merupakan budaya lokal di daerah setem-
pat senantiasa mendapat tanggapan positif dari
masyarakat. Masyarakat masih melaksanakan
kegiatan budaya lokal, pelaksanaannya melibat-
kan peran masyarakat untuk saling menolong,
peduli, kerjasama ataupun gotong royong dalam
menyelenggarakan kegiatan, seperti yang tercer-
min dalam kegiatan bernuansa budaya lokal yang
mengimplementasikan nilai kesetiakawanan so-
sial. Masyarakat dalam melaksanakan berbagai
kegiatan tersebut pada dasarnya secara sukarela,
tetapi kadangkala ada hambatan yang tidak bisa
dihindari dan hambatan tersebut relatif sama pada
setiap kegiatan, antara lain keterbatasan waktu,
tenaga ataupun materi. Kesibukan masyarakat
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mencari penghasilan dipandang sebagai salah
satu kendala yang menyebabkan seseorang tidak
mampu melaksanakan kegiatan kemasyarakatan
secara optimal, karena keterbatasan waktu dan
tenaga. Ditinjau dari segi ekonomi, antarsatu
keluarga berbeda, ada yang berekonomi terba-
tas, cukup ataupun lebih. Keluarga berekonomi
terbatas asumsinya untuk terlibat kegiatan
kemasyarakatan cenderung kurang maksimal,
karena waktu lebih diutamakan untuk mencari
pendapatan.

Pada hakikatnya nilai kesetiakawanan sosial
tercermin dalam kehidupan di masyarakat. Ber-
dasar pengalaman empirik, nilai kesetiakawa-
nan sosial bernilai positif karena mengajarkan
kepedulian, tenggang rasa, saling menolong,
kerja sama ataupun gotong royong dalam suatu
kegiatan. Kegiatan tersebut pada akhirnya ber-
pengaruh untuk menciptakan ketahanan sosial
di masyarakat. Dalam rangka merealisasikan hal
tersebut seyogyanya kondisi ini ditumbuhkem-
bangkankan terhadap anak sejak usia dini supaya
mempunyai karakter tangguh dalam menghadapi
perkembangan jaman saat ini.

D. Penutup

Berdasar paparan di atas dapat disimpulkan
bahwa berbagai budaya lokal di Kabupaten
Banjar memperlihatkan masyarakat setempat
masih melaksanakan budaya lokal, antara lain
dalam bentuk kegiatan baik membuat Bubur
Asyura, Badudus, Sarikat Kematian maupun
Yasinan. Kegiatan tersebut dilaksanakan rutin
oleh masyarakat dengan ikhlas. Pemerintah se-
tempat mendukung terhadap kegiatan ini. Bentuk
dukungan tersebut berupa pemikiran, tenaga
bahkan dana, walaupun tidak secara menyelu-
ruh tetapi setidaknya pemerintah memberikan
perhatian dan kesempatan terhadap penyeleng-
garaan kegiatan tersebut. Mengingat bahwa dari
budaya lokal menanamkan nilai kesetiakawanan
sosial pada masyarakat yang realisasinya tumbuh
sikap dan perilaku baik peduli, tenggang rasa,
saling menolong, kerja sama maupun gotong
royong terhadap sesama. Melalui kondisi ini

diharapkan dapat membentuk ketahanan sosial
dimasyarakat.

Saran diajukan kepada Kementerian Sosial
cq Direktorat Kepahlawanan, Keperintisan dan
Kesetiakawanan Sosial sebagai penyelenggara
kesejahteraan sosial agar melakukan program
dalam rangka memperkuat revolusi mental
melalui pelestarian, pemanfaatan dan pengem-
bangan budaya lokal yang mengandung nilai ke-
setiakawanan sosial di masyarakat. Hal tersebut
dapat dilakukan melalui optimalisasi peranserta
masyarakat dan lembaga sosial.
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Abstract

Banda Aceh Municipality still has citizens who live in poverty, based on data collection carrieed out in five districts,
namely Syiah Kuala, Banda Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng and Baiturrahman. Of 600 heads of household identified
as poor, randomly sampled, it could be seen that there were some fundamental socio economic changes in the income,
expenditure, as well as the ownership of goods. Income and expenditure of households in a mounth over Rp 600.000,-.
Goods which used to be secondary requirements and owned by middle and upper class society as primary need for life and
livelihood could be owned ordinary people, cellphones and motorcycles were mostly owned. TV over 14" and refrigerator
were already owned by most respondents. Electricity as a means of lighting and other electrical uses have been utilized
by most of the poor families in five districts selected. The electric facility have reached and enjoyed by citizens in the
municipality of Banda Aceh. That empirical facts need to be observed and studied further as an input to make adjustments
to the areas and criteria of a new definition of poverty for related institutions, central government, local government rule,
as well as related minister regulation, specifically the municipality of Banda Aceh.

Keywords: poverty; urban; Banda Aceh municipality.
Abstrak

Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan,
Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan
miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran,
dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan
barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah
merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14”
dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan
oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati
oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan
untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri,
pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh.

Kata kunci: kemiskinan; perkotaan; Kota Banda Aceh

A. Pendahuluan

Provinsi Aceh terdapat 20 daerah kota dan
kabupaten yang didiami delapan kelompok et-
nis, Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee,
Kluet, Simeulue, dan Singkil. Semua etnis adalah
penduduk asli, memiliki kekhasan tersendiri se-
perti bahasa, sastra, nyanyian, tarian, musik dan
adat istiadat. Kota Banda Aceh adalah salah satu

wilayah yang ada di Provinsi Aceh, memiliki luas
61,36 Km? dengan batas dacrah sebelah utara
Selat Malaka, sebelah selatan Kabupaten Aceh
Besar, sebelah timur Kabupaten Aceh Besar dan
sebelah barat Samudera Indonesia. Kota Banda
Aceh memiliki sembilan kecamatan, Meuraxa,
Jaya Baru, Banda Raya, Baiturrahman, Lueng
Bata, Kuta Alam, Kuta Raja, Syiah Kuala dan
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Ulee kareng, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurah-
an (gampong). Kecamatan yang terluas Syiah
kuala, 14,24 Km? dan kecamatan yang terkecil
adalah Jaya Baru, 3,78 Km?.

Jarak Kecamatan ke Ibu Kota Banda Aceh
terjauh 5 km, jangkauan wilayah Kecamatan
dengan kota provinsi relatif dekat, pembinaan,
pengawasan dan koordinasi kegiatan program
pemerintah daerah relatif mudah penjangkauan-
nya. Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS)
tahun 2013, penduduk kota Banda Aceh 249.282
jiwa (penduduk laki-laki 128.333 dan perempuan
120.949 ), dengan kepadatan penduduk 4.063
per kilometer persegi. Kecamatan Kuta Alam
merupakan wilayah yang terbesar penduduknya,
49.503 jiwa, dan Kecamatan Kuta Raja meru-
pakan yang terkecil penduduknya, 12.819 jiwa.
Penduduk miskin di Kota banda Aceh terlihat
fluktuatif, selama lima, 2009-2013, penduduk
miskin 17.270 (2009), 2010 menjadi 20.770,
2011 meningkat menjadi 20.840, 2012 turun
menjadi 20.390, dan turun cukup signifikan
menjadi 19.420 tahun 2013. Tabel 1 berikut
merupakan gambaran penduduk miskin di Kota
Banda Aceh.

Ditinjau dari ukuran garis kemiskinan secara
rupiah terjadi peningkatan jumlahnya, yakni
tahun 2009 tercatat Rp 414.172,- meningkat
di tahun 2010 menjadi Rp 435.195,- tahun
2011 menjadi Rp 477.669,- tahun 2012 sebesar
Rp 485.543,- dan di tahun 2013 menjadi Rp
493.588,-. Peningkatan ukuran garis kemiskin-
an secara rupiah karena beberapa faktor dari
ekonomi makro di Kota Banda Aceh, seperti nilai
inflasi, kurs, daya beli masyarakat, peningkatan
harga kebutuhan pokok. Fluktuasi ukuran ke-
miskinan tersebut meningkat setiap tahunnya,
pemenuhan kebutuhan fisik minimum masyarakat

meningkat seiring dengan perkembangan ekono-
mi dan sosial wilayah atau daerah setempat.
Hal ini sejalan dengan pengeluaran per kapita
tahun 2009 sebesar Rp 630,63,- terus meningkat
Rp 640,06,- tahun 2012, dan Rp 643,83 tahun
2013.

Kondisi tersebut sepaham dengan pandangan
Andre Harsono (VOA 2016), seorang peneliti dari
Human Right Watch, menilai perubahan besar di
Aceh 10 tahun setelah peristiwa tsunami masih
menyisakan pekerjaan rumah berupa kemiskinan
dan kerusakan lingkungan. “Infrastruktur di
Aceh bagus sekali, jalan, jembatan, kota bahkan
taman berkembang dengan baik. Airportnya juga
bagus, tetapi dari segi kemiskinan Provinsi Aceh
masih salah satu yang termiskin di Indonesia
(ranking keenam) sehingga cukup menyedih-
kan”. Pandangan dari Muslahuddin Daud (dalam
Ranny Virginia Utami CNN Indonesia, 2014),
pengamat pembangunan Aceh, mengemukakan
“pembangunan di Aceh pascatsunami secara fisik
memang bagus, tetapi pembangunan tersebut
dirasa sia-sia karena tidak diselaraskan dengan
pembangunan reguler.” Muslahuddin menilai
ada beberapa faktor yang membuat pembangun-
an di Aceh dinilai tidak maksimal dan hanya
bagus secara fisik.

Faktor pertama, menurut Muslahuddin ada-
lah dari segi dana yang masuk untuk pembangun-
an Aceh sebesar 80 triliun, sementara yang dibu-
tuhkan untuk proyek rekonstruksi pascabencana
hanya 50 triliun. Jumlah dana yang lebih besar
ini membuat pembangunan di Aceh menjadi
sangat bagus, tetapi hanya secara fisik, misalnya
pembangunan jalan-jalan besar, perumahan,
pelabuhan dan perbaikan bandara. Faktor kedua
adalah masalah penyerahan aset-aset yang sudah
dibangun dan diperbaiki oleh Badan Rehabilitasi

Tabel 1
Penduduk Miskin di Kota Banda Aceh
No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013
1 Penduduk Miskin 17.270 20.770 20.840 20.390 19.420
2 Penduduk Miskin 8.64 % 9.19 % 9.08 % 8.65 % 8.03 %
3 Garis Kemiskinan Rp 414.172,-  Rp435.195,- Rp477.669,- Rp485.543,-  Rp 493.588.-

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kota Banda Aceh
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dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias. BRR Aceh-
Nias, badan khusus bentukan Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono, bergerak menjadi pusat
keluar masuk dana-dana dari berbagai pihak.
Dana berasal dari APBN, negara atau lembaga
donor baik multilateral maupun bilateral, Palang
Merah Indonesia, nasional dan internasional,
termasuk dari dunia usaha. Total 900 lembaga
dengan sekitar US$ 7,2 miliar. Dari jumlah itu,
dua per tiga bantuan dari luar negeri. Setelah
lebih dari lima tahun berdiri, pada 2009 BRR
menyelesaikan tugas. Dengan alokasi dana
sekitar US$6,7 juta, setidaknya terbangun lebih
140.000 rumah, 1.759 sekolah, 363 jembatan
dan 13 airport.

Namun menurutnya, sejumlah asset tersebut
tidak dirawat oleh pemerintah lokal, sehingga
tidak berfungsi dengan baik, tidak selaras dengan
pembangunan regular. “Misalnya, program dari
UNDP untuk pembuangan sampah air, sudah
dibangun tetapi tidak dipakai,” ujar Muslahuddin
memberikan contoh.

Muslahuddin juga menyoroti iklim investasi
di Aceh yang dinilai kurang bersahabat karena
permasalahan stabilitas daerah. Aksi kekerasan
dan mentalitas keberpihakan oleh pejabat
daerah setempat, kerap menghambat masuknya
investasi di Aceh, yang masuk ke Aceh harus
bayar ke beberapa pihak,” ujar Muslahuddin.
Ada 170 kesepakatan investasi yang saya ketahui
masuk ke Aceh tetapi gagal, hanya 3 atau 4 yang
berhasil,” ujar Muslahuddin menambahkan. Ada
ketidaksambungan antara rekonstruksi pasca-
tsunami dengan pembangunan normal, rekons-
truksi tidak terlalu mendorong perekonomian
di Aceh. Pebisnis tidak melihat Aceh sebagai
peluang yang menarik karena mereka belum me-
lihat adanya stabilitas. Aceh masih mengimpor
ekonomi, barang keluar Aceh jumlahnya tidak
signifikan.

Beberapa hal yang dipandang berkontribusi,
warga Aceh termanjakan dengan bantuan, di
level pemeritah yang nyatanya tidak berfungsi
sebagai fasilitator. la bahkan menuturkan, in-
vestasi yang kurang maju di Aceh ada hubung-

annya dengan penerapan hukum syariah, pengu-
saha besar berpikir ulang untuk masuk ke Aceh
karena banyaknya batasan dalam hukum syariah.
Rekonstruksi tidak terlalu mendorong pereko-
nomian di Aceh, pebisnis tidak melihat Aceh
sebagai peluang yang menarik karena mereka
belum melihat adanya stabilitas.

Pandangan berikut datang dari Kuntoro
(dalam Nurina Savitri, 2014), BRR pimpinan
Kuntoro telah menjalankan anggaran 7,2 milyar
dollar, program kemanusiaan terbesar dalam se-
jarah. Namun anggaran besar itu ternyata dinilai
tidak mampu mendongkrak perekonomian Aceh.
“Belum ada investasi besar di Aceh yang masuk,
belum ada kebun baru, pertambangan baru,”
ujar Profesor Kuntoro. Aceh masih mengimpor
ekonomi, barang ke luar Aceh jumlahnya tidak
signifikan. Dalam sebuah forum jurnalis asing
di Jakarta, ia mengungkapkan salah satu penye-
salannya purnatugas BRR. Beliau menyesalkan,
yang saya bangun di Aceh, sistem yang saya
tinggalkan, mereka tidak lagi menggunakan-
nya. Saya menyesal tidak memberi mereka
pemahaman terhadap sistem itu, sistem yang
bisa membantu mereka untuk berkembang lebih
jauh, ungkapnya. Pembangunan ekonomi yang
berjalan lambat di Aceh justru berpangkal dari
program pemulihan pascabencana sendiri. Kun-
toro menambahkan, yang terjadi di Aceh adalah
sebuah proses normal pascakonflik berdarah,
paling tidak dibutuhkan waktu 10 tahun untuk
belajar memerintah dengan baik. Kuntoro dan
Muslahuddin mencontohkan, sektor pariwisata
sebagai bidang yang paling terdampak akibat
penerapan hukum syariah, walaupun potensi
konflik berdarah seperti era sebelum perdamaian
diperkirakan tidak akan kembali.

Sydney Jones, Direktur Institut Analisa
Kebijakan Konflik, peneliti terorisme di Asia
Tenggara, pada forum “10 Tahun Tsunami”
mengutarakan, “Kemungkinan untuk kembali
ke situasi konflik sangat kecil, karena kelompok
GAM sangat mahir memainkan peran mereka
dalam politik Aceh. Setidaknya saya tidak meli-
hat adanya potensi konflik dalam jangka pendek
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maupun menengah.” Pandangan beberapa nara-
sumber di atas menggambarkan kondisi yang
ditemui di Provinsi Aceh secara umum dan
Kota Banda Aceh secara khusus, baik terhadap
investasi maupun sektor perekonomian lain-
nya, seperti sektor pariwisata berjalan lambat.
Provinsi NAD memiliki otonomi khusus untuk
melaksanakan syariat Islam yang didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999,
tentang Penyelenggaraan Provinsi Daerah Is-
timewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Otonomi tersebut mencakup ketentuan
pelaksanaan syariat Islam yang kemudian secara
khusus diatur dengan Qanun Aceh, Kota Banda
Aceh harus mengikuti aturan tersebut. Menurut
Illiza, sebagai kota, tentu Banda Aceh memiliki
kewenangan dalam penerapan syariat Islam.
Proses rekonstruksi pascabencana menghasilkan
kondisi yang lebih baik daripada kondisi sebe-
lum bencana, berbagai kemajuan telah dicapai.
Indikasinya, menurunnya persentase penduduk
miskin dari tahun ke tahun. Pada 2012 penduduk
miskin Kota Banda Aceh mencapai 8,65 persen
dan pada 2013 turun menjadi 8,03 persen yang
berarti berkurang 0,62 persen dari tahun sebe-
lumnya.

Indeks pembangunan manusia (IPM) Kota
Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun
ke tahun, 2009 sebesar 77 menjadi 79 tahun
2013, dapat dilihat dari alokasi anggaran APBD
Kota Aceh. Persentase penganggaran belanja
publik dinaikan, yang sebelumnya 35,80 persen
2010, menjadi 46,87 persen 2014. Komposisi
belanja publik dengan belanja aparatur negara
cukup berimbang (Walikota Illiza Banda Aceh,
Jawa Post 2015). Angka harapan hidup (/ife
expectancy rate), juga mengalami peningkatan
secara signifikan, tahun 2009 mencapai 70,56
tahun, 2012 mencapai 71,42 tahun, dan 2013
menjadi 71,72 tahun. Peningkatan angka harapan
hidup ini sejalan dengan semakin sejahteranya
masyarakat secara sosial ekonomi, sehingga
kebutuhan gizi, protein, nutrisi dan pendukung
kesehatan terpenuhi atau terjangkau oleh
masyarakat kebanyakan di kota Banda Aceh.
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Kota Banda Aceh pascatsunami 2004 sam-
pai 2016, memiliki kemajuan sangat pesat dari
segala aspek. Melalui pengamatan parsial yang
dilakukan, bulan November dan Desember 2015
lalu, Kota Banda Aceh sudah terlengkapi sarana,
prasarana dan infrastruktur, baik secara sosial,
ekonomi dan teknologi. Ketersedian kebutuhan
primer dan sekunder juga secara sosial, ekonomi
dan teknologi sudah terpenuhi, wifi tersedia dan
terjangkau dari segala penjuru sudut kota, bahkan
hampir semua warung kopi dan mie menyedia-
kan Wifi. Warga kota Banda Aceh yang memiliki
laptop dan HP android dapat menikmati jendela
informasi secara nasional dan internasional,
tetapi masih ada sebagian warga masyarakatnya
yang miskin. Kondisi tersebut yang mendorong
dilakukannya penelitian.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
gabungan (Istiana Hermawati dkk, 2015),
yaitu penggabungan antara metode kuantitatif
dan kualitatif (mix methods). Penggabungan
beberapa metodologi ini menurut terminologi
sebelumnya disebut ‘triangulasi’. Triangulasi ini
oleh Denzin (1970) dikembangkan tidak sekedar
penggabungan metode dan data saja, melainkan
juga penggabungan peneliti dan teori-teorinya.
Denzin memandang, bahwa penggabungan
strategi penelitian memperkuat klaim yang
menyangkut kesahihan kesimpulan yang dapat
dicapai melalui data. Menurutnya, asumsi bahwa
data yang diperoleh dari pendekatan yang dia-
sumsikan berfokus pada masalah penelitian yang
sama, konsisten dan terintegrasi dengan data
yang lain. Sebaliknya, data yang berbeda tidak
diharapkan konsisten tetapi data itu dipandang
saling melengkapi.

Kedua pendekatan digunakan dan diberikan
kedudukan yang setara, secara simultan atau sa-
ling bertalian sejak masa survai lapangan, masa
analisis data maupun dalam penulisan laporan
akhir. Pada saat survei lapangan, data ditekankan
pada deskripsi objektif dan penjelasan statisitik
tentang kondisi kemiskinan di lapangan. Data
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diperoleh dengan teknik observasi dan telaah
dokumen, sehingga diperoleh gambaran umum
tentang masalah kemiskinan yang terjadi, baik
secara koseptual maupun empiris. Teknik ini
didukung dengan wawancara, sehingga dapat
digali informasi yang sangat spesifik. Dalam
penelitian ini komponen kuantitatif dan kuali-
tatif saling berproses dan memiliki bobot yang
seimbang. Kedua pendekatan menuju pada
pertanyaan-pertanyaan yang berbeda tetapi sa-
ling berhubungan sehingga kedua jenis data yang
dihasilkan dapat saling melengkapi. Pendekatan
mix method berupaya memadukan dua pendekat-
an dan data (kuatitatif dan kualitatif), sehingga
diperoleh data komprehensif.

Populasi penelitian ini seluruh keluarga fakir
miskin yang teregister (penerima layanan pro-
gram pemerintah seperti Raskin, Kartu Indonesia
Sejahtera/KIS, Kartu Indonesia Sehat/KIS, Kartu
Indonesia Pintar/KIP,Jamkesda, dan sebagainya),
dan yang tidak teregister. Teknik sampling yang
digunakan dalam penelitian adalah teknik mul/ti
stage cluster random sampling (di tentukan 5
Kecamatan sebagai sampel penelitian). Setiap
Kecamatan dilibatkan 6 petugas pengumpul data
dan masing-masing petugas akan mengumpulkan
data dengan melibatkan 20 responden (keluarga
miskin), dengan catatan 18 orang adalah res-
ponden yang teregister dan 2 responden yang
tidak teregister. Dengan demikian Kota banda
Aceh ditetapkan 600 responden (540 responden
teregister dan 60 responden tidak teregister).
Responden ditentukan secara random. Respon-
den pejabat pemerintah daerah yang secara
fungsional terkait dengan kemiskinan secara
purposive berjumlah 12 orang, untuk mengetahui
pandangannya tentang kemiskinan berdasarkan
pengetahuan dan pengalamannya dalam mena-
ngani masalah kemiskinan di wilayah kecamatan
yang ditetapkan. Analisis data berupa hitungan
persentase dan narasi (kualitatif) sesuai dengan
rancangan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kota Banda Aceh,
Provinsi NAD. Sunyoto Usman (2015), menge-
mukakan bahwa pembahasan masalah kemiskin-

an harus memperhatikan community setting
(lokasi). Community setting bisa dikategorikan
berdasarkan wilayah, sektor, dan modernitas.
Kategori wilayah memperhatikan wilayah ad-
ministratif desa, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi, wilayah geografis misalnya upland/
lowland atau pesisir/pedalaman, dan wilayah
demografis misalnya padat penduduk dan jarang
penduduk, wilayah administrasi perkotaan dan
perdesaan. Dalam penelitian ini setiap provinsi
diambil 1 sampel kota sebagai representasi
wilayah perkotaan, yakni Kota Banda Aceh dan
ditetapkan 5 kecamatan sebagai sampel peneli-
tian yaitu Kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya,
Lueng Bata, Ulle Kareng, dan Baiturrahman.

C. Kemiskinan di Kota Banda Aceh

Masalah Sosial: Abdul Ghani Salleh (2005),
mahasiswa Malaysia yang peduli dengan Aceh
dalam tulisannya Perencanaan Kota Pasca Gem-
pa Bumi dan Tsunami berkesimpulan, bahwa isu
dan masalah akibat bencana tsunami di Banda
Aceh perlu dibangun segera untuk mengatasi
masalah sosial yang dihadapi oleh penduduknya.
Di Kota Banda Aceh masih ditemui warga
masyarakat yang kurang beruntung (miskin).
Berdasarkan data yang dilansir oleh BPS kota
Banda Aceh, terdapat warga masyarakat yang
hidup dalam kemiskinan di tengah gencarnya
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah
daerah. Data yang diperoleh dari Balai Besar
Penelitian dan Pengembangan Pelayanan Kese-
jahteraan Sosial (B2P3KS), mengungkapkan pe-
nyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
di Kota Banda Aceh dapat dideskripsikan dalam
tabel 2.

Kondisi penyebabnya diperkirakan akibat
bencana gempa bumi dan tsunami yang ter-
jadi di tahun 2004. Faktor kemiskinan banyak
disebabkan kehilangan rumah, lahan usaha,
lahan pertanian atau ladang, dan binatang ternak
yang mengakibatkan kehilangan sumber mata
pencaharian penopang hidupnya. Implikasinya
pada keluarga rentan dan anak yatim piatu akibat
bencana tsunami. Kondisi ini juga dimungkinkan
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berimbas pada lanjut usia terlantar, karena mere-
ka kehilangan harta benda berharga penopang
hidup mereka sehari-hari. Hal ini juga diprediksi
dialami oleh disabilitas, 498 orang, termasuk
perempuan rawan sosial ekonomi, 764 orang
yang kehilangan suami akibat bencana tsunami,
sehingga penopang keluarga hilang.

Tabel 2
PMKS Kota Banda Aceh
No Jenis PMKS Jumlah
1 Anak Dengan Kecacatan 56
2 Anak yatim/piatu/yatim piatu 1.424
3 Anak terlantar 13
4 Anak bermasalah dengan hukum 1
5 Perempuan Rawan Sosial Ekonomi 764
6  Lanjut usia terlantar 4.185
7  Penyandang disabilitas 498
8  Pengemis 15
9  Gelandangan 1
10  Bekas warga binaan lembaga 28
11 pemasyarakatan 14
12 Korban penyalahgunaan NAPZA 18.121
13 Fakir Miskin 60
14  Rumah tidak layak huni 1.780
15 Keluarga rentan 10
16 Keluarga bermasalah sosia psikologi 8
Pemulung

Sumber: Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banda Aceh 2015

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Banda Aceh, tahun 2014 adalah Karang
Taruna (KT), Tenaga Kesejahteraan Sosial Ke-
camatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM), Orsos, Taruna Siaga Bencana (Tagana),
dan Panti Sosial. Di tiap kecamatan di Kota
Banda Aceh telah dibentuk suatu wadah yang
dikenal dengan “Pusat Pelayanan Kese-jahteraan
Sosial” (Puspelkesos), yang terdiri tenaga pen-
damping program Kemensos, seperti pendamp-
ing PKH, TKSK, pendamping Kube. PSKS yang
tersebar di wilayah Kecamatan, dibantu oleh
Puspelkesos yang dibentuk oleh Dinas Sosial
dan Tenaga kerja dengan tugas utama membantu
dinas sosial dan tenaga kerja termasuk instansi
terkait dalam menangani dan mengatasi masalah
sosial, termasuk masalah kemiskinan.
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Pandangan tentang Kemiskinan dan
Upaya Mengatasinya: Ukuran kemiskinan
berdasarkan BPS, seorang disebut miskin apa-
bila memperoleh 2100 kalori per hari. Sayogyo
mengukur dengan 1 kg beras per hari, sedang
World Bank $ 1 per hari. Ada lima teori kemis-
kinan (Suradi Mzq, 2013), adanya perbedaan
teori-teori kemiskinan, mengelompokkan teori-
teori tersebut dalam kelompok yang berbeda-
beda (bandingkan Blank, 2003; Goldsmith dan
Blokely, 1992; Jennings dan Kushnick, 1999;
Rodgers, 2000; Schiller, 1989; Shaw 1996).

Teori-teori tentang penyebab kemiskinan
berasal dari kelemahan individu dan fenomena
sosial (liberal atau progresif). Ryan (1976) me-
nunjuk perbedaan tersebut sebagai, kemiskin-
an yang timbul akibat dari kesalahan mereka
sendiri. Gold Smith dan Blakely, membedakan
kemiskinan sebagai penyakit dengan kemiskinan
yang timbul akibat ketidaksengajaan, kecela-
kaan, dan kemiskinan sebagai sebuah struktur.
Schiller (1989: 2-3) menjelaskan dalam istilah
karakter-karakter merusak yang dimiliki, ke-
sempatan yang terbatas dan timbulnya KKN.
Jennings (1999), meninjau varian-varian indi-
vidual dengan konsepsi sosial, memberi tekanan
pada perkembangan sosial dan politik. Pendapat
Rank (2004: 50), bahwa atribut yang dimiliki
individu sebagai penyebab kemiskinan adalah
salah alamat. Kegagalan struktural dalam sistem
politik, ekonomi, sosial adalah penyebab yang
lebih nyata.

Macam kemiskinan secara ringkas dibeda-
kan, kemiskinan individu, teori pertama ini men-
jelaskan bahwa individu bertanggung jawab
atas kemiskinan yang dialaminya. Kemiskinan
Struktural, akar teori kedua kemiskinan ini
sendiri menyebabkan “kultur Kemiskinan”. Teori
ini menyarankan bahwa kemiskinan diciptakan
oleh transmisi antargenerasi dari kumpulan ke-
percayaan, nilai dan keterampilan sosial tetapi
dilakukan individual. Individu tidak perlu diper-
salahkan karena mereka korban dari disfungsi
subkultural dan kultur mereka sendiri (Oscar
Lewis, dalam Scientific American, Oktober 1966



Kemiskinan di Banda Aceh

(Daud Bahransyarf)

dikutip dalam Ryan,1976:120), mendifinisikan
kultur kemiskinan sebagai kumpulan keper-
cayaan dan nilai yang diwariskan dari generasi
ke generasi.

Kemiskinan Struktur Politik dan Ekonomi,
dalam teori ini kemiskinan tidak pada individu
sebagai sumber kemiskinan, tetapi dari sisi
ekonomi, politik dan sistem sosial yang me-
nyebabkan seseorang mempunyai kesempatan
terbatas terhadap sumber-sumber untuk mem-
peroleh pendapatan yang layak. Kemiskinan
Geografi, kemiskinan di daerah pedesaan,
kemiskinan gefo, daerah yang tidak mempunyai
investasi, kemiskinan di daerah selatan, kemiskin-
an di dunia ketiga, dan perbedaan lain yang di-
wujudkan dengan karakteristik kemiskinan yang
timbul secara terpisah dari teori-teori yang lain.
Teori regional menekankan fakta bahwa orang,
institusi dan kebudayaan di daerah tertentu me-
nimbulkan kekurangan sumber daya objektif.

Kemiskinan Akumulatif, lebih kompleks
dan pada beberapa tingkat membangun kom-
ponen dari setiap teori-teori lain yang akan
terlihat oleh individu dan komunitas mereka
sebagai pilihan kesempatan dan masalah, dan
suatu masalah yang mendominasi menutup
kesempatan lain dan membentuk kumpulan
masalah membuat respons efektif yang hampir
tidak mungkin terjadi (Bradshaw, 2000), situasi
individu dan sumber-sumber komunitas sebagai
ketergantungan secara mutual dengan ekonomi
yang labil, sebagai contoh menciptakan invidu-
individu yang kurang memiliki sumber daya
untuk berpartisipasi dalam ekonomi, membuat
keberlangsungan ekonomi menjadi lebih sulit
bagi komunitas yang membayar pajaknya lebih
sedikit. Kondisi kemiskinan (Fajar Weiz, 2011),
ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan
terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan
buatan.

Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya
alam (SDA) yang terbatas, penggunaan teknologi
yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan
buatan diakibatkan oleh imbas dari birokrat
kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi
dan berbagai fasilitas yang tersedia, sehingga

mengakibatkan susahnya keluar dari kemelut
kemiskinan. Dampaknya, para ekonom selalu
gencar mengkritik kebijakan pembangunan yang
mengedepankan pertumbuhan ketimbang peme-
rataan.

Kemiskinan menurut ahli seperti Zygmunt
Baumant (1998:1), seperti yag dikutip Fajar
Weiz, merinci setidaknya terdapat 3 pendekatan
dalam mendifinisikan kemiskinan.

Kemiskinan yang mendiskripsikan sebagai
kekurangan material need. Kemiskinan, didefi-
nisikan sebagai kondisi seseorang atau sebuah
komunitas kekurangan esensial untuk memenuhi
standar kehidupan minimum yang terdiri dari
sandang, pangan, papan (sumberdaya material).
Kemiskinan yang dideskripsikan dari aspek
hubungan dan kebutuhan sosial, seperti social
exclusion (pengucilan sosial), ketergantungan,
dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam
masyarakat, termasuk pendidikan dan informasi.
Kemiskinan yang dideskripsikan sebagai kurang-
nya pendapatan dan kemakmuran yang ditetap-
kan berdasarkan indikator-indikator tertentu.
Dari sinilah munculnya pemilahan kemiskinan
secara global berdasarkan pendapatan harian
keluarga, yaitu kurang dari $1 atau $2 sehari.

Indikator Kemiskinan menurut BPS antara
lain sebagai berikut. Ketidakmampuan memenuhi
kebutuhan konsumsi dasar (sandang,pangan dan
papan); Tidak adanya akses terhadap kebutuhan
hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan,
sanitasi air bersih dan transportasi); Tidak adanya
jaminan masa depan (karena tiadanya investasi
untuk pendidikan dan keluarga); Kerentanan ter-
hadap goncangan yang bersifat individual maupun
massa; Rendahnya kualitas sumber daya manusia
dan terbatasnya sumber daya alam; Kurangnya
apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat;
Tidak adanya akses dalam lapangan kerja dan
mata pencaharian yang berkesinambungan;
Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat
fisik maupun mental. Ketidakmampuan dan
ketidaktergantungan sosial (anak-anak terlantar,
wanita korban kekerasan rumah tangga, janda
miskin, kelompok marginal dan terpencil).
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Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelang-
kaan alat pemenuhan kebutuhan dasar ataupun
sulitnya akses terhadap pendidikan dasar dan
pekerjaan. Mubyarto (1997) mengemukakan,
bahwa kemiskinan terjadi karena orang miskin
tidak memiliki akses sebagai sumber pendapat-
an, juga karena struktur sosial ekonomi tidak
membuka peluang bagi orang miskin ke luar
dari lingkungan kemiskinan yang tidak beru-
jung pangkal. Kemiskinan seperti digambarkan
Word Bank memiliki cakupan yang lebih luas,
karena terminologi yang digunakan adalah ke-
sejahteraan. Dalam konteks ini, orang dikatakan
miskin tidak terbatas pada ketidakmampuannya
secara ekonomi dalam memenuhi kebutuhan
hidup minimum sebagaimana dirumuskan dalam
pandangan konvensional, tetapi juga dipenga-
ruhi oleh dimensi lain, seperti kapabilitas indi-
vidu yang rendah dan ketidakberfungsian so-
sial. Kemiskinan menurut BPS dan Depsos
RI (2003:11) dapat dimaknai sebagai ketidak-
mampuan individu untuk memenuhi kebutuhan
dasar minimal untuk hidup layak (inability of the
individual to meet basic needs).

Konsep tersebut sejalan dengan Sen Meier
(1989) yang menyatakan bahwa kemiskinan
adalah the failure to have certain minimum ca-
pabilities, mengacu pada standar kemampuan
minimal tertentu, berarti penduduk yang tidak
mampu melebihi kemampuan minimum tersebut
dianggap miskin. Perhitungan penduduk mis-
kin di Indonesia mengikuti konsep ini, artinya
penduduk yang secara pendapatan tidak bisa
memenuhi kebutuhan dasar minimal dianggap
miskin. Pendapatan merupakan aspek pen-
ting dari kemiskinan, tetapi pendapatan hanya
mampu menggambarkan sebagian kehidupan
manusia yang multidimensional. Kemiskinan
dengan satu dimensi ekonomi semata, tampak-
nya kurang memadai untuk menggambarkan
realitas kemiskinan yang sebenarnya.

Pandangan tersebut terlalu sempit karena
masalah kemiskinan tidak sebatas masalah
material saja, tetapi berasal dari berbagai hal,
mulai dari ketidakadilan distribusi pendapatan,
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ketimpangan pendidikan, sosial, ketidakadilan
hukum, ketidakmerataan asset, baik antarwilayah
maupun daerah. BPS (2006: 5-7) membagi
kemiskinan menjadi dua, yaitu kemiskinan relatif
dan kemiskinan absolut. Kemiskinan relatif di-
dasarkan pada ketidakmampuan seseorang untuk
mencapai standar kehidupan yang ditetapkan
masyarakat setempat, sehingga proses penentu-
annya sangat subyektif.

Mereka yang berada di bawah standar per-
nilaian tersebut dikategorikan miskin secara
relatif, sedangkan kemiskinan absolute diten-
tukan berdasarkan ketidakmampuan seseorang
dalam mencukupi kebutuhan pokok minimum,
diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam
bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum terse-
but dikenal dengan istilah “gariskemiskinan”.
Garis kemiskinan absolut tidak berubah dalam
hal standar hidup, dan mampu membandingkan
kemiskinan secara umum.

Berdasarkan Kepmensos RI No 146/
HUK/2013, tentang kriteria fakir miskin dan
orang tidak mampu, sasaran penerima bantuan
iuran jaminan kesehatan nasional ada 11 kriteria:
Pertama, mata pencaharian/pendapatan, (Tidak
mempunyai sumber pencaharian atau mempu-
nyai mata pencaharian tetapi tidak mempunyai
kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Kedua,
jenis pengeluaran (mempunyai pengeluaran
sebagian besar digunakan untuk memenuhi kon-
sumsi makanan pokok dengan sangat sederhana).
Ketiga, Pemenuhan kebutuhan kesehatan (Tidak
mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat
ke tenaga medis, kecuali Puskesmas atau yang
disubsidi pemerintah). Keempat, pemenuhan
kebutuhan sandang (Tidak mampu membeli
pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap
anggota rumah tangga). Kelima, pemenuhan
kebutuhan pendidikan (Mempunyai kemampuan
hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang
pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertamal).

Keenam, kondisi dinding rumah (terbuat dari
bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik,
berlumut atau tembok tidak diplester), Ketujuh,
kondisi lantai tempat tinggal (terbuat dari tanah



Kemiskinan di Banda Aceh

(Daud Bahransyaf)

atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak
baik dan kualitas rendah). Kedelapan, kondisi
atap rumah (dari jjuk/rumbia atau genteng/seng/
asbes dengan kondisi tidak layak). Kesembilan,
penerangan rumah (mempunyai penerangan
bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau
listrik tanpa meteran). Kesepuluh, luas lantai
rumah (kurang dari 8 m? per orang). Kesebelas,
sumber air minum (berasal dari sumur atau mata
air tidak terlindungi/air sungai/air hujan).

Memahami kriteria kemiskinan, salah satu
upaya untuk mengatasi permasalahan dimak-
sud, diperlukan tindakan nyata yakni melalui
program pembangunan, yang ditekankan pada
pembangunan sosial tentunya tidak mengabai-
kan pembangunan ekonomi dan teknologi.
Pembangunan sosial (Paulus Wirotomo, 2013),
tidak boleh bersifat deterministik, tetapi harus
membuka kesempatan bagi public negotiation
(inovasi demokratisasi dan ruang sosial semi
otonom). Dalam rangka pembangunan sosial
harus diciptakan ruang publik tempat warga
masyarakat dapat mengekspresikan kepentingan
dan kebutuhan mereka.

Organisasi di dalam masyarakat yang benar-
benar berbasis pada masyarakat perlu memper-
oleh tempat dalam proses perencanaan (pengem-
bangan sociability). Pendekatan pembangunan
sosial perlu menghilangkan sifat hubungan
manusia yang hanya berdimensi “materialistik”,
pandangan yang hanya satu dimensi (one dimen-
sional) sering mereduksi manusia menjadi “ma-
teri” atau “objek” yang tidak memiliki makna
subyektif dan mampu melakukan komunikasi
dan interaksi yang produktif. Individu sebagai
aktor yang memiliki kemampuan menginterpre-
tasi situasi dengan “makna subyektif” harus tetap
mendapat tempat sebagai subyek dalam proses
pembangunan yang menyangkut dirinya. Kepu-
tusan pembangunan harus bersifat dialogis dan
negotiable (social order is a negotiated order).

Gunawan Sumodiningrat (2005), gagalnya
konsep kebijakan pembangunan di masa lalu,
membuktikan bahwa salah satu syarat penting
untuk mencapai keberhasilan pembangunan

bukan semata-mata karena baiknya strategi dan
implementasi kebijakan pembangunan, tetapi
keberhasilan pembangunan didukung peranserta
rakyat karena kebijakan yang diterapkan dirasa-
kaan masih sentralistik dan tidak memberdaya-
kan serta masih menganggap masyarakat sebagai
obyek dari pembangunan. Pola pembangunan
yang ditawarkan adalah pembangunan partisi-
patif yang menempatkan masyarakat sebagai
subjek dan pemerintah sebagai fasilitator,
lebih dikenal dengan strategi pemberdayaan
masyarakat.

Partisipatif aktif masyarakat dalam pelaksa-
naan program memerlukan kesadaran akan minat
dan kepentingan bersama (Brithe Mikkelsen:
2001), yang dalam implementasi kebijakan
pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui
dua cara: Pertama, meningkatkan produktivitas
masyarakat guna meningkatkan pendapatan-
nya; Kedua, mengurangi beban pengeluaran
masyarakat miskin. Penyebab kemiskinan di-
lihat dari sudut pandang politik, karena tidak
adanya partisipasi masyarakat miskin dalam
proses pengambilan keputusan yang menyang-
kut hidup mereka. Dilihat dari sudut pandang
sosial, masyarakat miskin tidak terintegrasi
dalam institusi sosial formal dan internalisasi
dalam budaya kemiskinan. Dari sudut ekonomi,
masyarakat miskin ditandai dengan rendahnya
penghasilan. Dilihat dari sudut pandang aset,
masyarakat miskin rendah kepemilikan terhadap
barang modal yang dapat menjadi aset (harta)
mereka. (http:www.depkominfo.go.id/berita/
biprewsroom/2009).

Orang-orang yang hidup di bawah garis
kemiskinan memiliki ciri-ciri (Munandar, S.1986
dalam Daud Bahransyaf, dkk, 2011) sebagai beri-
kut. Tidak memiliki faktor produktif sendiri se-
perti tanah,modal keterampilan dan sebagainya.
Tidak memiliki kemungkinan untuk memperoleh
aset produksi dengan kekuatan sendiri, seperti
untuk memperoleh tanah garapan atau modal
usaha. Tingkat pendidikan mereka rendah, tidak
sampai tamat sekolah dasar, oleh karena itu
harus membantu orangtua mencari tambahan
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penghasilan. Kebanyakan tinggal di desa sebagai
pekerja sawah, berusaha apa saja. Banyak yang
hidup di kota berusia muda dan tidak memi-
liki keterampilan. Dalam upaya penanganan
kemiskinan penting mengetahui kebijakan yang
diambil oleh pemerintan daerah, dalam hal ini
pemerintah daerah Kota Banda Aceh dalam pi-
jakan penanganan masalah kemiskinan.

Penanganan Masalah Kemiskinan Kota
Banda Aceh: Keluarga miskin di Kota Banda
Aceh di peroleh dari lima kecamatan terpilih,
yaitu Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata,
Ulle Kareng dan Baiturrahman, berjumlah 600
orang dan masing-masing kecamatan ditetapkan
dan dipilih 120 keluarga miskin sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan oleh dinas terkait. Res-
ponden terdiri dari 74.50 persen (447) laki-laki
dan 25.50 persen (153) perempuan. Responden
berstatus kawin (71.67 persen), cerai mati 20.17
persen, cerai hidup 5.67 persen dan belum kawin
2.50 persen. Ditinjau dari aspek pendidikan,
dapat dilihat dalam tabel 3 berikut.

Tabel 3
Pendidikan Terakhir yang Ditamatkan
No Pendidikan Terakhir F %
1 Tidak sekolah 26 433
2 Belum/Tidak Tamat 60 10.00
SD/Sederajat

3 SD/MI/Sederajat 138 23.00
4  SMP/MTs/Sederajat 131 21.83
5 SMA/SMK/MA/Sederajat 235 39.17
6  Diploma I/II 1 0.17
7  Diploma III/Sarjana Muda 5 0.83
8  Diploma IV/S1 3 0.50
9 S2/83 1 0.17

Jumlah 600 100

Sumber: Hasil wawancara (N: 600)

Ditinjau dari jenis pekerjaan responden,
cukup bervariasi. Jenis pekerjaan utama adalah
buruh tidak tetap non pertanian, yaitu 32.50
persen dan usaha sendiri 23.33 persen. Peker-
jaan sampingan, sebagian besar (83.17 persen)
mengaku tidak memiliki, hanya sebagian kecil,
yakni usaha sendiri (7.00 persen), buruh tidak
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tetap non-pertanian (3.33 persen) dan pekerjaan
sampingan lainnya (3.50 persen). Responden
berdomisili pada daerah pertanian dan pesisir
pantai/sungai, selain sebagai buruh sebagian
sebagai nelayan. Responden lain memang tidak
memiliki pekerjaan tetap (termasuk pekerjaan
sampingan), artinya bekerja serabutan yang
bisa mendatangkan hasil uang, yang domisili di
daerah perkotaan, tidak memiliki keterampilan
yang dapat menunjang kehidupan keluarganya,
menjadikan mereka penduduk kurang mampu
yang hidup di daerah perkotaan.

Penelusuran mengenai kehidupan respon-
den di kategorikan kurang mampu, mengacu
pada keputusan Menteri Sosial RI Nomor 46/
HUK/2013, tentang Fakir Miskin dan Orang
Tidak Mampu, dengan 11 kriteria tidak dapat
dijadikan patokan untuk menentukan responden
fakir miskin. Khusus untuk kota Banda Aceh
tidak mudah menetapkan kriteria tersebut, kare-
na pascatsunami 2004 apabila memperhatikan
secara fisik rumabh, tidak dapat dijadikan ukuran
bahwa keluarga tersebut kurang mampu. Hal ini
disebabkan banyak dari mereka yang memper-
oleh bantuan perumahan (perbaikan) dari lem-
baga atau NGO (Non Goverment Organitation)
baik dalam negeri maupun luar negeri, termasuk
dari pemerintah (pusat dan daerah) dan pengu-
saha nasional.

Tampilan fisik rumah umumnya ukuran 36,
dan permanen dengan desain dan arsitektur
yang baik (seperti minimalis dengan tampilan
warna dan bentuk yang menarik). Namun apabila
ditelusuri lebih detail ke dalam rumah tampak
mereka merupakan keluarga kurang mampu,
apabila disetarakan dengan penduduk sekitarnya
yang mampu. Umumnya responden memiliki
perabot rumah tangga yang sudah lama (bangku
tamu, meja makan, lemari pajangan) dan kusam,
beberapa responden tidak memilikinya sehingga
duduk ditikar. Responden miskin di Kota Banda
Aceh memiliki HP (hand phone), televisi diatas
14 dan kulkas, yang dalam kriteria kemiskinan,
kepemilikan tersebut tidak ada. Keluarga miskin
yang dijadikan responden memiliki barang elek-
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tronik dan motor. Artinya alat komunikasi HP
sudah bukan barang sekunder, tapi sudah meru-
pakan kebutuhan primer untuk berkomunikasi.

Televisi, kulkas, dan kepemilikan motor
sudah pula merupakan kebutuhan primer. Mo-
tor sudah merupakan alat transportasi utama,
karena angkot sulit menjangkau wilayah tempat
tinggalnya. Ditinjau dari biaya transportasi,
motor lebih murah, dengan dana satu atau dua
liter bensin (setara dengan Rp 15.000,-), respon-
den dapat menjangkau daerah yang jauh, baik
untuk bekerja dan berusaha maupun kegiatan
lainnya, sendiri atau berdua (berboncengan).
Pemilikan HP berdasarkan pengamatan parsial
dan pengakuan responden, bukan yang baru (HP
bekas pakai) dan merupakaan HP biasa, belum
berfitur Android, bahkan HP tersebut merupakan
pemberian anaknya, sebagai sarana komunikasi
dengan orang tuanya karena mereka bekerja di
luar kota.

TV, kulkas, juga sepeda motor, kebanyakan
berupa sepeda motor tua (tahun 80 an) yang
mereka beli dengan murah (Rp 1.500.000 -).
Beberapa di antara sepeda motor yang dimiliki
responden diangsur pembeliannya, ada anaknya
yang mengangsurkan atau responden sendiri.
Kondisi perekomominan keluarga responden,
dapat diinformasikan, bahwa penghasilan per
bulan pada umumnya di atas Rp 600.000,-
sampai Rp 2.400.000,- per bulan. Penghasilan
Rp 601.000,- — Rp 1.200.000,- 23.83 persen,
penghasilan Rp 1.201.000,- — Rp 1.800.000,-
32 persen dan penghasilan Rp 1.801.000,- — Rp
2.400.000,- 21.33 persen, yang berpenghasilan
di atas Rp.3000.000,-per bulan 9.17 persen.

Ditinjau dari pengeluaran keluarga res-
ponden dalam satu bulan, terlihat signifikan
dengan penghasilan yang mereka peroleh,
terlihat dari pengeluaran responden antara Rp
601.000,- — Rp 1.200.000,- 45,33 persen untuk
kebutuhan konsumsi rumah tangga (kebutuhan
makan dan minum), dan pengeluaran antara
Rp 1.201.000,- — Rp 1.800.000,- 35,67 persen
dan Rp 1.801.000,- — Rp 2.400.000,- 19 persen.
Pengeluaran non konsumsi terbesar antara Rp

601.000,- — Rp 1.200.000,- yakni 71.33 persen.
Pengeluaran non konsumsi untuk transportasi,
tagihan listrik, tagihan air (PAM), pembelian
pulsa HP.

Rumah yang dihuni oleh responden dan
keluarganya umumnya permanen dan semi
permanen, dengan ukuran luas rumah sebagian
besar di atas 36 m?. Pascatsunami responden
memperoleh bantuan rumabh, status kepemilikan
rumah 70.50 persen milik sendiri, yang status
kepemilikannya bebas sewa/menumpang 18.50
persen, dan kontrak/sewa 10.67 persen. Data
yang terkumpul mengenai status kepemilikan
tanah signifikan dengan kepemilikan rumabh,
67.85 persen milik sendiri, 21.00 persen bebas
sewa/menumpang, dan 10.67 persen kontrak/
sewa, dan status lainnya 0.50 persen.

Dinding terluas berupa tembok tanpa plester/
kayu berkualitas rendah/seng 65.33 persen, din-
ding tembok di plester/kayu berkualitas tinggi
dimiliki 28.00 persen responden, sisanya bambu
dan bahan lainnya. Jenis dinding yang plester
atau kayu kualitas baik, merupakan rumah hasil
renovasi pasca tsunami. Kayu kualias rendah
pada umumnya dari triplek, menurut informasi
lapangan beberapa di antarnya bantuan lembaga
dan masyarakat yang peduli, termasuk famili
yang ikut membantu merenovasinya pascatsu-
nami. Lantai terluas yang digunakan di rumah
responden hampir seluruhnya 84.00 persen
menggunakan semen/papan/kayu berkualitas
rendah/bambu. Dari pantauan lapangan, sebagian
besar berlantai semen yang dihaluskan, 14.00
persen menggunakan tegel/keramik/marmer/
kayu berkualitas tinggi, dan 12.00 persen tidak
ada lantainya, alias tanah. Rumah dengan lantai
semen dan tegel banyak dijumpai pada rumah
bantuan pascatsunami.

Atap terluas rumah responden hampir selu-
ruhnya menggunakan seng/asbes 97,67 persen,
terbanyak seng. Penggunaan seng merupakan
kebanyakan warga masyarakat di Pulau Su-
matera, sebagian kecil saja 2.17 persen rumah
responden berjenis atap beton/genteng/sirap,
dan 0.17 persen yang beratap ijjuk/rumbia. Sum-
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ber utama penerangan rumah responden 96.67
persen menggunakan listrik PLN, 3.00 persen
menggunakan listrik non PLN, dan 0.33 persen
masih menggunakan lampu minyak. Kondisi ini
menunjukkan bahwa keluarga kurang mampu
telah dapat menikmati listrik PLN, pemerintah
daerah khususnya mensuplai listrik untuk rumah
tangga kurang mampu di Kota Banda Aceh. Daya
yang mereka gunakan umumnya 450 VA, cukup
untuk penerangan dan penggunaan lainya, seperti
TV sebagai sarana informasi dan hiburan, dan
penggunaan alat berlistrik lainnya. Responden
yang belum menggunakan listrik, disebabkan
belum mampu membayar biaya pemasangan
listrik dan langganan per bulan, beberapa diputus
daya listriknya karena tidak sanggup membayar
tagihan lebih dari satu bulan.

Sumber air yang dimanfaatkan responden
dan keluarganya untuk kebutuhan sehari-hari
terbanyak masih menggunakan sumur 71.17
persen, 27.50 persen menggunakan ledeng dari
perusahaan air minum daerah (PAMD), yang
instalasinya sudah dilalui pipa PAMD, sumber
air yang ada kurang layak untuk dikonsumsi
sehingga air ledeng menjadi sumber utama
keseharian mereka, lainnya menggunakan air
sungai atau meminta air dari sumur tetangga. Air
minum agak berbeda dengan air yang digunakan
keseharian, air minum yang dimanfaat respon-
den cukup variatif, 46.17 persen dari kemasan
per galon, 13.00 persen menggunakan ledeng,
dan 11.50 persen air sumur, tetapi 29.33 persen
menggunakan sumber air minum selain hal di
atas, mereka membeli air dengan wadah jerigen
dari penjaja air keliling, karena air kurang layak
konsumsi dan sumber air PAMD belum ada.

Kepemilikan MCK (mandi cuci kakus) res-
ponden di luar 11 kriteria Kepmensos RI), 86.00
persen menyatakan milik sendiri, tidak campur
atau bersama-sama tetangga, 12.33 persen ber-
sama, MCK 1.00 persen tidak memiliki, dan 0.6
persen menggunakan MCK umum karena mere-
ka tinggal di daerah padat penduduk yang minim
tanah untuk MCK. Kepemilikan aset responden
sangat bervariasi dan merupakan barang yang
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dapat dinominalkan dengan uang, kepemilikan
aset menggambarkan bahwa HP, sepeda motor,
lemari es dan TV di atas 21 inchi sudah meru-
pakan kebutuhan primer. HP dimiliki sebagian
besar responden, 81.17 persen. Sepeda motor
74.17 persen memilikinya, lemari es lebih dari
separuh responden memilikinya, 66.00 persen,
TV di atas 21 inc dimiliki 52.67 persen respon-
den. Sebagian kecil saja, masing-masing 10.67
persen dan 9.00 persen, yang memiliki tabungan
dan perhiasan emas dan sejenisnya.

Apabila ditilik dari keberadaan tempat
tinggal responden, dari keberadaan perumahan
responden dan lingkungan tempat tinggal, ke-
tersediaan sarana prasarana dan fasilitas yang
ada, dapat dinilai baik. Persentase kondisi dimak-
sud sedang 62.33 persen, baik ada 20.17 persen,
sedikit rusak atau kurang baik 17.50 persen,
terutama kondisi rumah dan jalan menuju ke
rumah. Seluruh program layanan sosial peme-
rintah sudah menjangkau seluruh responden dan
keluarganya, seperti program indonesia sehat,
program keluarga sejahtera, beras sejahtera
(Rastra), program keluarga harapan (PKH) dan
Program Indonesia Pintar/BOS. Sebagian kecil
lainnya juga sudah tersentuh program Kemen-
terian Sosial RI, selain PKH seperti ASLUT
(asuransi lanjut usia terlantar), ASODK (asistensi
sosial orang dengan kecacatan), PKSA (program
kesejahteraan sosial anak), dan Kube.

Penyakit degeneratif yang ada dalam be-
berapa keluarga kurang mampu sebagai akibat
kepala keluarga tidak mampu memenuhi gizi,
nutrisi dan protein serta immunisasi pada anak
bayi dan balita, walaupun immunisasi merupakan
program nasional yang difasilitasi Kementerian
Kesehatan, dampak kurang gizi menyebabkan
disabilitas pada anak termasuk penyakit kronis.
Dari 600 responden, 66 keluarga kurang mampu
memiliki anggota disablitas (kecacatan), 42.42
persen cacat fisik, 19.70 persen cacat mental,
dan cacat ekspsikotik, 9.09 persen cacat mata
dan rungu-wicara.

Penyebab kecacatan (disabilitas) pada kelu-
arga kurang mampu ini, penyebabnya beragam
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seperti yang tertera pada Tabel 4 di bawah ini.
Ada yang merupakan bawaan sejak lahir (30.30
persen), diprediksi karena kekurang mampuan
kepala keluarga menjaga kesehatan istri saat
kehamilan sampai dengan kelahiran (terutama
kekurangan mampuan ekonomi, yang dapat
berpengaruh pada pemenuhan kecukupan gizi,
protein, nutrisi dan pemeriksaan rutin kehamilan
ke dokter/bidan). Termasuk di dalamnya penya-
kit kronis (18.18 persen) dengan turunannya.
Penyebab kecacatan dapat dilihat pada tabel 4
berikut.

Tabel 4
Penyebab Kecacatan
No Pendidikan Terakhir F %

1  Bawaan sejak lahir 20 30.30
2 Kecelakaan 9 13.64
3 Penyakit kronis (Kusta, TBC, 12 18.18

Hipertensi, Jantung, Diabetes,

Stroke, dan faktor

ketuaan/degeneratif)
4 Keturunan 8 12.12
5 Depresi/stress 8 12.12
6 Umur 2 3.03
7  Lainnya 7 10.61

Jumlah 600 100.00

Sumber: Hasil wawancara (N: 600)

Jenis kecacatan dan penyebabnya tidak lepas
dari kemampuan keluarga dalam memenubhi gizi,
protein dan nutrisi anggota keluarga, terutama
istri (khususnya yang hamil sampai melahirkan),
anak batita dan balita. Pengaruh tingkat ekonomi
keluarga terlihat signifikan dengan kecacatan
(disabilitas), berdasarkan hasil penelitian tentang
kesehatan dan yang terkait, termasuk pendapat
pakar atau ahli yang terkait. Kecacatan secara
tidak langsung berpengaruh terhadap kehidupan
sosial ekonomi keluarga, berimplikasi pada pe-
ngeluaran, pemenuhan kebutuhan dasar, pengo-
batan dan perawatan yang mengalami keca-
catan.

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan uraian analisa dan
interpretasi data yang tersaji dapat disimpulkan
bahwa Kota Banda Aceh pascatsunami masih
terdapat warga masyarakat yang hidup miskin.
Keluarga yang memperoleh bantuan perbaikan
rumah dari pemerintah, NGO dan masyarakat
yang peduli terhadap keluarga korban gempa
dan tsunami cukup besar jumlahnya, sehingga
khusus untuk kota Banda Aceh kriteria kemiskin-
an ditinjau dari rumah tidak serta merta dapat
dikategorikan kondisi ekonominya, diperlukan
pengamatan lapangan untuk dapat menentukan
keluarga miskin di daerah ini. Penghasilan kepala
keluarga jauh di atas penghasilan keluarga mis-
kin yang ditetapkan pemerintah, Rp 600.000,-per
bulan, sebagian besar penghasilan mereka diatas
Rp.601.000 sampai Rp.1.800.000,- per bulan.
Pengeluaran rumah tangga per bulan relatif sama
dengan pengasilan per bulan.

Kepemilikan barang yang dulu merupakan
barang sekunder dan tergolong mewah dan ma-
hal, khusus di Kota Banda Aceh barang tersebut
sudah merupakan kebutuhan primer yang kese-
harian diperlukan, seperti HP, sepeda motor, TV
diatas 14” dan kulkas, harga dan kondisi barang
dimaksud murah karena merupakan barang
bekas. Sebagian besar dari mereka juga meng-
gunakan listrik PLN sebagai sarana penerangan
dan kegiatan lain. Upaya pemerintah pusat dan
daerah meluaskan jangkauan kelistrikan di
masyarakat sudah cukup berhasil, dengan sudah
digunakannya listrik PLN sebagai penerangan
dan kegiatan lain, khususnya pasca tsunami di
kota Banda Aceh.

Rekomendasi: aspek atau kriteria kemiskin-
an yang ada dalam peraturan pemerintah atau
peraturan menteri terkait perlu ditinjau kembali
dengan kondisi kehidupan masyarakat miskin,
khususnya di Kota Banda Aceh. Penghasilan
per bulan dan kepemilikan barang yang dulu
merupakan kebutuhan sekunder, telah berubah
menjadi kebutuhan primer, termasuk penggu-
naan listrik PLN.
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Abstract

The research was done to know the parent (with disabled) role on information, communication, education, health,
job opportunity, social assurance, sport facility, culture, recreation, and leisure, building network, mobility services, in
emergency situation and law protection service, and political participation. Research location was in Pasuruan regency,
East Java province. Respondents ditermined purposively, families with disabled member, it was found 35 respondents.
Data gathered through interview and observation, and analyzed through qualitative technique. Based on the finding it can
be concluded that the parent role on the disabled member of the family has yet maximum, because of lack socialization
from related institution on the access for disabled. The limit of education, knowledge, economic know-how, caused
parents suffering from limitation to access services. It recommended that related institutions should enhance its program
socialization to community, especially to family with disabled member so that they can access the services. To the Ministry
of Social Affairs, especially through the General Directorate of Social Rehabilitation (for disabled), the institution should
empower families especially those with disabled members, through counseling, guidance, enhancement awarnessand
parents capacity on taking care of problem, potentiality, resource, and disabled needs,including empowerment on family
economy or entrepreneurship.

Keywords: family role; accesability; disabled
Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran orangtua yang mempunyai anggota disabilitas dalam aksesibilitas
layanan informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, jaminan sosial, sarana dan prasarana olah raga,
budaya, rekreasi serta hiburan, membangun jaringan kemitraan, mobilitas, dalam situasi darurat dan aksesibilitas layanan
perlindungan hukum dan partisipasi politik. Lokasi penelitian di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Penentuan responden
secara purposif, keluarga miskin yang mempunyai anggota disabilitas, berdasarkan tersebut ditemukan 35 responden.
Teknik pengumpulan data digunakan wawancara dan observasi, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian disimpulkan
bahwa peran orangtua dalam layanan aksesibilitas anggota keluarga disabilitas belum maksimal, disebabkan kurangnya
sosialisasi dari instansi terkait dalam akses layanan anggota disabilitas. Keterbatasan pendidikan, pengetahuan, wawasan
dan ekonomi, menyebabkan orangtua mengalami keterbatasan dalam mengakses layanan tersebut. Direkomendasikan
kepada instansi terkait agar meningkatkan sosialisasi programnya kepada masyarakat, terutama keluarga yang mempunyai
anggota disabilitas, sehingga mereka dapat mengakses layanan. Masukan kepada Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat
Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat), untuk memberdayakan keluarga terutama yang mempunyai anggota disabilitas
melalui konseling, pendampingan, peningkatan kesadaran dan kapasitas orangtua dalam pengasuhan (masalah, potensi
dan sumber, dan kebutuhan disabilitas) dan pemberdayaan ekonomi keluarga/kewirausahaan.

Kata Kunci: peran orangtua; aksesibilitas; disabilitas

A. Pendahuluan ketidakadilan yang mengakibatkan rasa ketidak-
Kondisi penyandang disabilitas sering men- berdayaan, rendah diri, rentan, terbelakang dan
jadi alasan dilakukannya praktik diskriminasi dan sebagian hidup dibawah kemiskinan. Kondisi
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ini terjadi karena sebagian masyarakat masih
melihat secara fisik disabilitas tanpa memperdu-
likan potensi lain yang dimiliki. Stigma, labeling
negatif dan diskriminatif terhadap disabilitas
menyebabkan mereka kesulitan mengembang-
kan potensi secara maksimal, sehingga mereka
kurang bisa mendayagunakan diri dan cenderung
dependen pada orang lain. Keluarga dipandang
lebih mengetahui kondisi, masalah dan kebutuh-
an disabilitas. Rehabilitasi sosial penyandang
disabilitas berbasis keluarga, memungkinkan
fungsi keluarga dapat berperan mengembangkan
tanggungjawab sosial, memecahkan masalah
disabilitas dengan memadukan atau menyinergi-
kan manfaat sumber lokal. Peran keluarga juga
meningkatkan komitmen, kesadaran, pemaha-
man, kepedulian, keberpihakan dan perlindungan
terhadap disabilitas yang sering menghadapi
hambatan untuk berpartisipasi dalan setiap as-
pek kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk
pengucilan, penelantaran, perilaku yang salah,
ketidakadilan, eksploitasi, diskriminasi, aksesi-
biltas pelayanan, teknologi komunikasi dan
informasi, sikap, pola pikir, legitasi, maupun
kebijakan yang belum sepenuhnya berpihak pada
kaum disabilitas.

Keluarga mempunyai peran penting bagi
kehidupan penyandang disabilitas yang me-
merlukan perhatian, kepedulian, pengasuhan,
pembimbingan dan kasih sayang khusus. Ke-
luarga paling mengetahui kebutuhan dan hak
asasi disabilitas, mempunyai makna khusus bagi
perlindungan dan tumbuhkembang disabilitas.
Orangtua akan lebih fokus dan mempunyai
kesiapan mempersiapkan anggotanya yang di-
sabilitas baik secara fisik, mental di lingkungan
domistik maupun publik. Kemiskinan pada
orangtua tidak dapat dipungkiri dapat meng-
hambat akses terhadap pemenuhan pendidikan
dan kesehatan pada penyandang disabilitas yang
pada akhirnya berdampak pada rendahnya ke-
mampuan keluarga disabilitas untuk memenuhi
kebutuhan dasar, akses pendidikan dan kesehatan
bagi penyandang disabilitas cenderung terabai-
kan. Perlakuan diskriminatif pada anggota disa-
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bilitas menyebabkan mereka tidak tersentuh oleh
pelayanan kesehatan, pendidikan, pemukiman
yang layak serta tidak memiliki alat bantu ke-
cacatan. Kondisi ini menyebabkan dukungan
sosial yang rendah diberikan keluarga terhadap
anggota keluarga disabilitas.

Keluarga sebagai lingkungan pertama ter-
dekat dapat menjadi sumber dukungan utama
bagi anggota keluarga disabilitas. Beberapa
persoalan berkait dengan peran keluarga yang
mempunyai anggota keluarga disabilitas antara
lain aksesibilitas: Informasi dan komunikasi,
keterbatasan tingkat pendidikan, wawasan akan
menyebabkan keluarga mengakses informasi dan
komunikasi. Informasi dan komunikasi sangat
dibutuhkan oleh keluarga agar dapat mengetahui
hak-haknya bagi layanan penyandang disabili-
tas; Pendidikan, kondisi kemiskinan keluarga
mengakibatkan sebagian besar disabilitas sulit
mengakses pendidikan;Kesehatan, pada Undang-
undang nomor 19 tahun 2011 pasal 25 yang me-
nyatakan bahwa penyandang disabilitas berhak
memperoleh pelayanan perawatan kesehatan
gratis tetapi kenyataannya masih banyak ang-
gota disabilitas yang belum tersentuh kesehatan;
Kesempatan kerja, kurangnya akses pendidikan
bagi disabilitas berimbas pada kesulitan memper-
oleh pekerjaan yang layak, kenyataannya masih
adanya sebagian orang meremehkan potensi pe-
nyandang disabilitas, sehingga ada diskriminasi
dalam memperoleh pekerjaan; Program jaminan
sosial, penyandang disabilitas harus mampu
mengakses jaminan dan perlindungan sosial
khususnya dalam keluarga, kenyataannya masih
banyak keluarga yang malu atau merupakan
“aib” apabila punya anggota disabilitas, sehingga
banyak yang disembunyikan (KTP pun tidak
dimilikinya), akibatnya mereka tidak tersentuh
layanan jaminan dan perlindungan sosial baik
dari pemerintah maupun keluarga; Olahraga,
budaya rekreasi dan hiburan, kurangnya keluarga
memperhatikan dan menyediakan fasilitas terse-
but untuk anggota disabilitas menyebabkan di-
sabilitas tidak dapat mengembangkan potensinya;
Membangun jaringan dan kemitraan, kurangnya
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pengetahuan, wawasan dan kurangnya sosialisasi
dari instansi terkait dapat menghambat layanan
bagi disabilitas melalui jejaring dan kemitraaan;
Mobilitas, baik fisik maupun sosial yang dapat
menghalangi gerak penyandang disabilitas, se-
hingga menyebabkan hambatan aktivitasnya,
keluarga belum memperhitungkan kemudah-
an gerak untuk disabilitas dalam aktivitasnya
sehari-hari; Situasi darurat (prabencana, saat
bencana, pasca bencana), kurangnya sosialisasi
program tentang bencana bagi keluarga terutama
yang mempunyai anggota keluarga disabilitas
baik prabencana, saat bencana dan pasca ben-
cana, menyebabkan bila terjadi bencana, maka
korban yang paling banyak adalah dari kelompok
disabilitas; Hak hukum dan politik pada disabili-
tas, kurangnya jaminan hak hukum dan politik
pada penyandang disabilitas dapat menyebabkan
rendahnya harga diri yang pada akhirnya timbul
ketidakkepercayaan diri, dan ketidakmandirian
disabilitas.

Berdasarkan persoalan diatas, penelitian
mengajukan rumusan masalah, bagaimana peran
orangtua yang mempunyai anggota disabilitas-
dalam aksesibilitas layanan informasi dan ko-
munikasi; pendidikan; kesehatan; kesempatan
kerja; jaminan sosial; sarana dan prasarana olah
raga, budaya, rekreasi serta hiburan; memba-
ngun jaringan kemitraan; mobilitas, dalam situasi
darurat dan aksesibilitas layanan perlindungan
hukum dan partisipasi politik. Tujuan penelitian
mengetahui peran orangtua dalam melayani
anggota keluarga disabilitas dalam aksesibilitas
layanan informasi dan komunikasi; pendidikan;
kesehatan; kesempatan kerja; jaminan sosial;
sarana dan prasarana olah raga, budaya, rekreasi
serta hiburan; membangun jaringan kemitraan;
mobilitas, dalam situasi darurat dan aksesibili-
tas layanan perlindungan hukum dan partisipasi
politik.

B. Penggunaan Metode Penelitian
Penelitian menggunakan pendekatan deskrip-

tif-kualitatif, suatu proses yang mencoba menda-

pat pemahaman yang lebih baik mengenai

kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia
secara khusus untuk memperoleh jawaban atau
informasi mendalam tentang peran orangtua
yang mempunyai anggota disabilitas. Metode
ini dipilih agar mendapatkan jawaban yang
lebih mendalam mengenai berbagai peran dan
upaya keluarga dalam melayani anggota keluarga
yang menyandang disabilitas (Sugiyono, 2006).
Pendapat Bogdan dan Taylor (Moleong, 2002)
memperkuat, bahwa metode kualitatif digunakan
sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan
data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan
dari orang-orang dan perilaku yang diamati.
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Pasuru-
an Jawa Timur, dengan pertimbangan terdapat
penyandang disabilitas cukup banyak 337.929
orang (Sunit,dkk., 2015). dibandingkan daerah
lain.Sumber data adalah sejumlah orang yang
dipandang mengetahui dan menguasai sumber
data(informan) mengenai fenomena yang diteliti.
Berdasarkan teknik purposif, ditentukan orang
yang paling mengetahui informasi (keterhandal-
an informasi dan menguasai masalah penelitian).
Informan menurut Moleong (2002) adalah orang
yang dimanfaatkan untuk memberi informasi
tentang situasi dan kondisi latar belakang pe-
nelitian, orang yang benar-benar mengetahui
permasalahan yang akan diteliti. Informan dalam
penelitian ini adalah keluarga yang mempunyai
anggota penyandang disabilitas, sebanyak 35
orang terdiri dari keluarga yang miskin mempu-
nyai anggota penyandang disabilitas.
Pengumpulan data menggunakan teknik:
Wawancara mendalam (in-depth interview),
proses memperoleh informasi berkait dengan
masalah peran orangtua yang mempunyai ang-
gota disabilitas dalam memberi layanan ak-
sesibilitas penyandang disabilitas. Observasi, di-
tujukan untuk melihat dan mengamati kehidupan
sehari-hari penyandang disabilitas dan keluarga
beserta kondisi sosial ekonomi, juga sarana dan
prasarana penunjang kebutuhan disabilitas di
rumah. Analisis data dilakukan dengan teknik
kualitatif, pemaknaan data dari hasil wawancara
dan observasi yang diperoleh di lokasi penelitian.
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Menurut Miles dan Huberman (Sugiyono, 2006),
data yang telaah dikumpulkan tersebut dilaku-
kan reduksi dan penyajian data dan penarikan
kesimpulan, mencatat keteraturan atau pola pen-
jelasan dan konfigurasi yang mungkin ada, alur
kausalitas sebagai bahan penarikan kesimpulan
yang terus diverifikasi sampai diperoleh konklusi
yang kokoh (Agus Salim, 2000).

Indikator dalam penelitian ini dibuat agar
dapat menjelaskan keadaan secara keseluruhan
aksesibilitas disabilitas berbasis keluarga dan
menuntun peneliti untuk melakukan pengumpul-
an dan analisis data sebagai berikut. Indikator
informasi dan komunikasi komunikasi dapat
dilihat antara lain:Adanya informasi tentang
potensi dan kualifikasi kemampuan kerja yang
dibutuhkan disabilitas untuk dapat diakses oleh
dunia usaha. Ada informasi yang dapat diakses
keluarga disabilitas mengenai perusahaan yang
menerima disabilitas.Jarak lokasi antara domisili
dan tempat kerja mudah dijangkau. Ada akses
layanan informasi bursa kerja diselenggarakan
pemerintah atau swasta. Indikator pendidikan
yaitu dilihat dari: Keluarga tahu dan paham
tentang hak pendidikan disabilitas; Keluarga
dapat mengakses pendidikan disabilitas pada
semua jenjang secara inklusif dan tidak segre-
gatif; Keluarga mendorong/komitmen terhadap
partisipasi pendidikan disabilitas di semua jen-
jang; keluarga aktif dalam mencari informasi
dan komunikasi tentang pendidikan disabilitas;
Keluarga menyediakan sarana dan prasarana
pendidikan disabilitas; Keluarga tahu kebutuhan
khusus sekolah disabilitas.

Indikator kesehatan dilihat dari keluarga
mengerti kebutuhan kesehatan disabilitas me-
liputi:standar layanan kesehatan bagi disabili-
tas puskesmas, RS, Klinik: ada layanan home
care bagi disabilitas; pendampingan di layanan
kesehatan: bangunan (sarana dan prasarana)
kesehatan aksesibel bagi disabilitas; Tersedia
akses layanan transportasi yang dibiayai jaminan
kesehatan bagi disabilitas; petugas penyuluh ke-
sehatan bagi disabilitas; akses layanan kesehatan
reproduksi yang ramah bagi wanita disabilitas;
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akses layanan pendampingan psikologis bagi
wanita disabilitas korban kekerasan dan seksual;
kesadaran keluarga dan disabilitas mengenai
hak disabilitas menikah dan mempunyai anak;
kesadaran keluarga dan disabilitas mengenai
perlindungan hukum bagi disabilitas; Disabi-
litas terdata dalam jaminan kesehatan yang
diselenggarakan pemerintah (BPJS/jamkesmas/
jamkesda/jamkesda khusus), sehingga dapat
mengakses jaminan kesehatan; Memiliki kartu
jaminan kesehatan bagi disabilitas; layanan ke-
sehatan gratis bagi keluarga disabilitas keluarga
miskin.

Indikator kesempatan kerja dapat dilihat
sebagai berikut.Keluarga dan disabilitas tahu
hak atas pekerjaan; keluarga dan disabilitas tahu
adanya UU yang menjamin pekerjaan disabilitas;
dukungan keluarga berkait pekerjaan disabilitas;
disabilitas sejak awal dipersiapkan keluarga
untuk bekerja; keluarga mengikutsertakan disa-
bilitas mengikuti program pelatihan agar dapat
terserap lapangan kerja atau kerja mandiri; ada
sosialisasi dan pendampingan dari pemerintah
mengenai hak pekerjaan disabilitas tentang pelu-
ang, tantangan, dan persyaratan; kemudahan dari
pemerintah bagi disabilitas untuk bekerja seperti
quota; dukungan pemerintah dalam penyedia-
an alat bantu mobilitas kerja bagi disabilitas;
kesadaran dan pemahaman masyarakat, dunia
usaha, dan pemangku kepentingan, bahwa disa-
bilitas memiliki potensi dan kemampuan kerja;
penyediaan alat bantu bekerja dari pemerintah
atau dunia usaha; kesenjangan antara kualifikasi
tenaga kerja dengan kemampuan disabilitas yang
tersedia; kepatuhan perusahaan/instansi peme-
rintah memenuhi kriteria kewajiban memenuhi
quota 100 : 1 bagi disabilitas; persyaratan pe-
lamar yang dibuat perusahaan tidak diskrimi-
natif; proses seleksi yang ramah atau aksesibel
terhadap disabilitas; keadilan dalam pengupahan
tenaga kerja di perusahaan; usaha mandiri yaitu
adanya kemampuan mengembangkan usaha dan
me-ngakses modal.

Indikator jaminan sosial dilihat dari: terdaf-
tarnya disabilitas dalam program jaminan sosial;



Peran Orangtua dalam Layanan Aksesibilitas Anggota Keluarga Disabilitas

(Ikawati)

perlindungan khusus bagi disabilitas; dapat
mengakses layanan jaminan sosial. Indikator
sarana dan prasarana olahraga, budaya, rekreasi
dan hiburan dapat dilihat dalam: tersedia fasilitas
olahraga bagi disabilitas yang memadai; penghar-
gaan terhadap atlit disabilitas; anggaran rutin dari
pemerintah untuk promosi dan pengembangan
prestasi disabilitas; lembaga pendidikan seni
yang menerima disabilitas; alat bantu mobilitas
disabilitas di tempat pertunjukkan seni, olahraga
dan rekreasi; bangunan tempat rekreasi yang
aksesibel bagi disabilitas; petugas pertunjuk-
kan seni, olahraga dan rekreasi yang memahami
disabilitas; fasilitas dari pemerintah (sarpras dan
anggaran) dalam pelestarian budaya.

Indikator jaringan dan kemitraan dapat di-
tunjukkan dalam: terinventarisasi sumber po-
tensi pelayanan bagi disabilitas; terdaftarnya
disabilitas dalam layanan sosial yang dibutuh-
kan; menggunakan layanan sosial dengan rutin.
Indikator mobilitas dapat ditunjukkan dalam:
tersedia bangunan/fasilitas publik yang akses
terhadap disabilitas; transpor publik yang ak-
sesibel bagi disabilitas; perlindungan terhadap
pengguna kendaraan penyeberangan bagi disa-
bilitas; rambu lalu lintas yang ramah terhadap
disabilitas; fasilitas pendidikan, tenaga kerja,
kesehatan ibadah yang aksesibel.

Indikator situasi darurat dapat ditunjukkan
dalam: prabencana seperti, adanya program
persiapan bencana bagi disabilitas; keterlibatan
disabilitas dalam program pendidikan pengu-
rangan resiko bencana dan adanya aksesibilitas
informasi dan materi belajar terkait pengurangan
resiko bencana;saat bencana seperti, kemampuan
disabilitas bertindak cepat melakukan penye-
lamatan saat bencana; kemampuan keluarga,
masyarakat terdekat bertindak cepat membantu
disabilitas melakukan penyelamatan; fasilitas
layanan fisik non fisik yang aksesibel bagi disa-
bilitas di tempat penampungan; pascabencana
seperti teridentifikasi kebutuhan disabilitas pasca
bencana dan adanya pemberdayaan ekonomi
bagi disabilitas yang kehilangan mata pencahari-
an akibat bencana.

Indikator perlindungan hukum dan partisi-
pasi politik dapat ditunjukkan: terdaftar sebagai
pemilih; menyalurkan hak pilih; menjadi ang-
gota panitia pemilih;tempat TPS ramah terhadap
disabilitas; pendampingan dari keluarga atau
panitia; akses jalan menuju TPS bagi disabili-
tas; perlindungan fisik dan psikis; perlindungan
hukum; pemenuhan hak presedural saksi.Indika-
tor diatas untuk menggali data primer tentang
aksesibilitas disabilitas berbasis keluarga.

C. Peran Orangtua dalam Layanan bagi

Disabilitas

Peran orangtua terhadap aksesibilitas anggota
disabilitas dalam keluarga layanan informasi dan
komunikasi; pendidikan; kesehatan; kesempatan
kerja; jaminan sosial; sarana dan prasarana olah
raga, budaya, rekreasi serta hiburan; memba-
ngun jaringan kemitraan; mobilitas, dalam situasi
darurat dan aksesibilitas layanan perlindungan
hukum dan partisipasi politik belum maksimal.
Hasil temuan dalam penelitian ini dapat dijelas-
kan berikut.

Peran orangtua dalam akses layanan infor-
masi dan komunikasi: Perolehan orangtua ten-
tang informasi rehabilitasi sosial berbasis ke-
luarga bagi disabilitas, dari 35 responden yang
mengatakan tidak pernah memperoleh 19
orang(54,3persen), dikarenakan tidak pernah
ada informasi tentang hal tersebut, sedangkan
yang pernah memperoleh 16 orang (45,7persen),
perolehannya dari tetangga, masyarakat, teman,
saudara, dokter, bidan puskesmas, aparat keca-
matan dan UPT Bongil. Cara keluarga mendapat
informasi, dari 35 responden yang mengatakan,
tidak pernah ada informasi 26 orang (74,3persen)
dan yang mengatakan pernah mendapatkan in-
formasi 9 orang (25,7persen) melalui sosialisasi
dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI), dinas sosial, tempat terapi, masyarakat
dan teman.

Waktu keluarga mendapatkan informasi,
dari 35 responden yang mengatakan dari 9
(25,7persen) orang yang mendapatkan informasi,
waktu diperolehnya sejak usia 2 tahun, sejak
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keluar dari UPT Bongil dan sejak melaksanakan
terapi, yang menginformasikan kepada keluarga,
dari 35 responden, 9 orang (25,7persen) yang
telah memperoleh informasi mengatakan diin-
formasikan oleh dinas sosial, PPDI, panti cacat,
bidan, dan teman.

Keluarga mengkomunikasikan tentang kebu-
tuhan pelayanan disabilitas, dari 35 responden
yang mengatakan tidak pernah mengkomunikasi-
kan ada sebanyak 25 orang (71,4persen) dan
yang mengatakan pernah mengkomunikasikan
ada sebanyak 10 orang (28,6persen) antara lain
tentang agar anak dapat sembuh, dapat mene-
rima pengobatan dengan semestinya, agar dapat
diperoleh keterampilan sesuai kemampuannya
dan dapat mandiri.Alasan orangtua disabilitas
membutuhkan informasi pelayanan rehabilitasi
sosial berbasis keluarga, dari 10 orang (28,6
persen), mengatakan untuk masa depan anak,
biar dapat bantuan, untuk kesembuhannya, untuk
memantau perkembangan fisiknya, agar dapat
termotivasi, biar dapat ditangani pada lembaga
yang tepat dan dapat mandiri.

Data yang ditemukan dapat disimpulkan
bahwa peran orangtua dalam mengakses infor-
masi serta komunikasi bagi disabilitas belum
maksimal disebabkan antara lain orangtua yang
memiliki informasi rehabilitasi sosial berbasis
keluarga (54,3persen). Cara perolehan melalui
sosialisasi dari persatuan penyandang disabilitas
indonesia (PPDI), tempat terapi, dinas sosial,
masyarakat dan teman. Melihat perolehan terse-
but, ternyata sosialisasi yang dilaksanakan oleh
instansi terkait belum maksimal, baru 28,6persen
pada layanan tentang akses informasi dan ko-
munikasi bagi disabilitas. Data tersebut diper-
kuat dengan pentingnya orangtua membekali
informasi dan pengetahuan untuk mendapat-
kan wawasan tentang masalah disabilitas dan
penanganannya, sangat dibutuhkan organisasi
persatuan orangtua dan keluarga penyandang
disabilitas (Dirjen Pelayanan dan Rehabilitasi
Sosial, 2008). Menurut Reza Renaldi (2013),
kondisi diatas dapat terjadi karena belum meluas-
nya partisipasi masyarakat, khususnya bergerak
dalam menangani penyandang disabilitas.
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Masa depan penyandang disabilitas sama
sekali tidak suram, apabila adanya komitmen
untuk menegakkan konvensi hak anak dan
konvensi hak penyandang disabilitas. Peran
orangtua sangat penting, mengingat penyan-
dang disabilitas mempunyai masa depan juga,
karena mereka juga mempunyai keinginan yang
positif dan kreatif (Reza Renaldi, 2013).Belum
maksimal akses layanan informasi dan komu-
nikasi disebabkan keterbatasan orangtua yang
memiliki informasi rehabilitasi sosial berbasis
keluarga dan pelayanan rehabilitasi disabilitas.
Dukungan sosialisasi dari persatuan penyandang
disabilitas indonesia (PPDI), tempat terapi, dinas
sosial, masyarakat dan teman. Melihat perolehan
tersebut, ternyata sosialisasi yang dilaksanakan
oleh instansi terkait pada layanan tentang akses
informasi dan komunikasi bagi disabilitas belum
maksimal

Peran Orangtua dalam akses layanan pen-
didikan bagi Disabilitas Kemampuan membaca,
menulis dan berhitung, dari 35 responden yang
mengatakan disabilitasnya bisa membaca, menu-
lis dan berhitung 24 orang (68,6 persen), karena
mereka diberi kesempatan sekolah SD sampai
SMA, yang mengatakan tidak bisa 11 orang (31,4
persen), dengan alasan tidak disekolahkan dan
karena cacat ganda sehingga sangat tergantung
keluarganya untuk dapat melakukan aktivitas
di luar rumah seperti bersekolah, karena tidak
punya biaya, ketidaktahuan orangtua dalam
mengakses layanan pendidikan.

Orangtua menyekolahkan disabilitas, dari
35 responden yang mengatakan disekolahkan 24
orang (68,6 persen) dan yang tidak bersekolah
11 orang (31,4 persen). Orangtua memberi akses
sarana dan prasarana sekolah bagi disabilitas,
dari 35 responden, 24 orang (68,6 persen) me-
ngatakan memberi akses seperti sekolah dan
sarana dan prasarana bagi disabilitas, antara lain
diantar dengan sepeda motor, diberi uang saku
dan uang untuk alat sekolah, sedangkan yang
tidak diberikan akses sarana dan prasarana bagi
disabilitas 11 orang (31,4 persen), salah satunya
alasan miskin.
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Orangtua menyediakan dana khusus untuk
pendidikan disabilitas, dari 35 responden, 24
orang yang bersekolah yang mengatakan orang-
tua menyediakan dana khusus untuk pendidikan
disabilitas 8 orang (22,9 persen) melalui les
keterampilan,Sedangkan yang mengatakan tidak
menyediakan dana khusus ada sebanyak 16
orang (45,7 persen), dengan alasan keterbatasan
ekonomi.Kemampuan disabilitas menjangkau
sekolah, dari 35 responden yang mengatakan
mampu 19 orang (54,3 persen), walaupun ada
yang bisa jalan sendiri, pakai sepeda, diantar,
pakai kursi roda, dan pakai motor,sedangkan
yang tidak mampu 5 orang (14,3 persen), alasan
tidak mau dan takut apabila diejek teman, jadi
malas tidak mau ke sekolah.

Peran orangtua dalam akses layanan pendi-
dikan bagi disabilitas dapat disimpulkan belum
maksimal, 68,6 persen yang bersekolah dan 31,4
persen tidak dan belum sekolah. Akses sarana
dan prasarana bagi penyandang disabilitas ber-
sekolah dari orangtua dalam bentuk diantar, uang
saku, dan pemberian alat-alat sekolah apabila
dibutuhkan,sedangkan yang tidak bersekolah
karena cacat ganda sehingga sangat tergantung
keluarganya untuk dapat melakukan aktivitas
di luar rumah seperti bersekolah, karena tidak
punya biaya, ketidaktahuan orangtua dalam
mengakses layanan pendidikan. Keterbatasan
orangtua dalam mengakses layanan pendidikan
berpengaruh terhadap peran orangtua dalam
memberikan akses layanan pendidikan bagi
anggota keluarga yang disabilitas. Keterbatasan
akses layanan informasi dan komunikasi yang
dimiliki orangtua juga berpengaruh terhadap
kepemilikan pengetahuan orangtua terhadap
akses layanan pendidikan, sehingga terlihat
masih belum optimalnya peran orangtua ter-
hadap akses layanan pendidikan bagi anggota
penyandang disabilitas.

Menurut Ida Ayu Pradnyani (2011), per-
lunya peningkatan pengetahuan, pemahaman
dan kepedulian keluarga dalam penanganan
anak dengan kecacatan, pihak terkait perlu
meningkatkan pelayanan pada keluarga ten-

tang kebutuhan informasi dan komunikasi
agar penyandang disabilitas dapat beraktivitas
di masyarakat. Menurut Irwanto, dkk (2010),
banyak keluarga dan masyarakat kekurangan
informasi tentang peraturan terkait penyandang
disabilitas, sehingga penyandang disabilitas
tidak dapat melakukan gugatan atas haknya.
Kebutuhan informasi dan komunikasi penyan-
dang disabilitas dalam keluarga miskin belum
sepenuhnya dapat diakses dari instansi terkait
(100 persen) karena adanya hambatan yang di-
hadapi. Pada aspek mikro, adanya keterbatasan
kesulitan keluarga disabilitas mengakses karena
kondisi kemiskinan. Pada aspek mezzo, masih
sedikit LSM atau forum peduli disabilitas yang
melakukan edukasi, pengaduan tentang hak dan
menyediakan informasi dan komunikasi antara
disabilitas dan instansi sosial pemerintah.

Menurut Melly (1993), orangtua menjadi pe-
megang peran utama dalam proses pembelajaran
anak-anaknya, tugas dan peran orang atau kelu-
arga adalah memberi pelayanan pendidikan pada
anggota keluarga, tidak terkecuali penyandang
disabilitas. Tingkat pendidikan orangtua yang
mempunyai anggota keluarga disabilitas yang
rendah mengakibatkan ketidaktahuan orangtua
mengasuh dan memberi stimulus yang tepat
bagi perkembangan anak disabilitas. Kondisi
lain secara sosial dan psikologis karena belum
siap menerima anak dengan disabilitas atau
menolak kehadiran anaknya (Harry Hikmat,
2010). Kenyataan di lapangan ditemukan bahwa
kemiskinan pada keluarga dapat berdampak
pada keterbatasan wawasan dan pengetahuan,
sehingga akses keluarga terhadap pelayanan
pendidikan juga rendah.

Kondisi kemiskinan keluarga mengakibatkan
sebagian besar difabel sulit mengakses pendidik-
an inklusif dan khusus yang berimbas kesulitan
memperoleh pekerjaan yang layak atau keluarga
sering abai terhadap pendidikan. Terbatasnya
aspek tangible dan intangible sekolah inklusi
dan tidak diberi kesempatan sama berimbas pada
minimnya penyandang disabilitas terserap di
sekolah tersebut. Pemerintah setempat sebagai
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penyelenggara pendidikan belum sepenuhnya
paham tentang prinsip pendidikan bagi pe-
nyandang disabilitas, karena masih meletakkan
pendidikan inklusif bagi disabilitas sebatas
alternatif, bukan sebagai prinsip penyelengga-
raan utama pendidikan. Aksesibilitas sarana dan
prasarana pendidikan bagi disabilitas di lokasi
penelitian juga masih lemah.

Peran Orangtua dalam Akses Layanan Kese-
hatan bagi Disabilitas: Orangtua mengakses
layanan kesehatan bagi disabilitas, dari 35 res-
ponden yang mengatakan mengakses 11 orang
(31,4 persen), alasan mereka mengakses teru-
tama di puskesmas karena sedang diperlukan
seperti sakit dan ingin tanya tentang kesehatan
disabilitas,sedangkan yang mengatakan belum
mengakses 24 orang (68,6 persen) dengan alasan
takut biaya mahal, sementara mereka terbatas
ekonominya. Alasan seperti itu apabila disim-
pulkan mereka kurang sosialisasi dari instansi
terkait tentang akses layanan kesehatan, sehingga
informasi tentang harus kemana, apabila anggota
disabilitas dalam keluarga sakit tidak tahu.

Orangtua memaksa disabilitas ke dokter/
puskesmas jika sakit, dari 35 responden yang
mengatakan memaksa apabila disabilitas sakit
29 orang (82,9 persen) dan pemaksaan terse-
but apabila disabilitas benar-benar sakit berat,
sedangkan yang mengatakan tidak memaksa 6
orang (17,1 persen) karena apabila sakit hanya
diobati sendiri dengan obat warung. Orangtua
menyediakan obat-obatan ringan di rumah bagi
disabilitas, dari 35 responden yang mengatakan
menyediakan 5 orang (14,3 persen) dan yang
mengatakan tidak menyediakan 30 orang (85,7
persen). Data yang ada tersebut menunjukkan
bahwa disabilitas kondisi kesehatannya jarang
sakit yang berat.

Orangtua menyediakan dana khusus untuk
disabilitas jika sakit, dari 35 responden yang
mengatakan menyediakan dana khusus 4 orang
(11,4 persen), alasannya mereka masih ada terapi
yang harus dijalani, sehingga perlu dana khusus,
sedangkan yang mengatakan tidak menyediakan
dana khusus 31 orang (88,6 persen), karena
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memang disabilitas tidak ada keluhan tentang
kesehatannya. Dukungan keluarga dalam men-
jangkau puskesmas/dokter/rumahsakit untuk
pengobatan disabilitas, dari 35 responden yang
mengatakan ada dukungan dari keluarga 33 orang
(94,3 persen), melalui diantar ke puskesmas
apabila sakit seperti diantar pakai motor, becak,
digendong dan diberi uang untuk berobat, se-
dangkan 2 orang (5,7 persen) yang mengatakan
tidak mendukung untuk mengantar ke puskesmas,
alasannya malas dan kesulitan membawanya dan
ketakutan apabila harus keluar biaya.

Orangtua mengajukan BPJS kesehatan untuk
disabilitas yang disediakan pemerintah, dari
35 responden yang mengatakan tidak 20 orang
(57,1 persen), alasan mereka tidak punya kare-
na tidak tahu cara mendaftarkanya lebih lanjut
mereka mengatakan apabila pakai uang,mereka
tidak mau mengajukannya, sedangkan yang
mengatakan baru proses 11 orang (31,4 persen),
mereka tidak mendaftarkan sendiri tetapi didaf-
tarkan oleh RT/RW dan yang mengatakan sudah
mempunyai 4 orang (11,4 persen) mereka masuk
jamkesda dan mendaftar atas inisiatif teman
yang telah menggunakan atau memanfaatkan
BPJS kesehatan tersebut, sehingga tahu akan
kemanfaatannya bagi keluarganya.

Menurut Melly (1993), bahwa orangtua
mempunyai fungsi perlindungan dalam kelu-
arga, artinya memberi perlindungan secara fisik,
mental dan moral. Apabila dikaitkan dengan
data temuan tersebut, bahwa kemiskinan yang
berdampak pada keterbatasan keluarga dalam
mengakses pelayanan kesehatan, seharusnya
pihak-pihak terkait harus lebih meningkatkan so-
sialisasi kepada masyarakat, khususnya keluarga
miskin yang mempunyai anggota penyandang
disabilitas, sehingga mereka bisa mengakses
layanan kesehatan. Pada aspek kesehatan, dalam
pasal 25 Undang-undang Nomor 19 tahun 2011
dinyatakan, bahwa penyandang disabilitas ber-
hak memperoleh pelayanan perawatan kesehatan
gratis, terjangkau termasuk larangan diskrimi-
nasi terhadap disabilitas dalam menyediakaan
asuransi kesehatan.
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Faktor pendukung dan penghambat keluarga
dalam mengakses kesehatan bagi disabilitas, dari
35 responden yang mengatakan mendukung 2
orang (5,7 persen), karena sudah difasilitasi
oleh orangtua, sedangkan yang mengatakan ada
hambatan 33 orang (94,3 persen), dengan alasan
tidak adanya biaya, keterbatasan informasi,
pengurusannya merepotkan karena disabilitas
harus dihadirkan,dan puskesmas jauh. Peran
orangtua dalam akses kesempatan kerja bagi
disabilitas: Orangtua mengakses lowongan
kerja bagi disabilitas, dari 35 responden yang
mengatakan mengakses kesempatan lowongan
kerja 7 orang (20 persen), mereka mencari
kerja sendiri dengan bekal keterampilan yang
dimiliki seperti menyulam, menjahit, berjualan
dan membuat kerupuk, yang mengatakan tidak
mengakses lowongan kerja bagi disabilitas 28
orang (80 persen).

Orangtua mencarikan pekerjaan bagi disa-
bilitas, dari 35 responden yang mengatakan
mencarikan 7 orang (20 persen), antara lain ikut
menyulam kerudung, menjahit dan pernah diper-
kerjakan di pabrik rotan, tetapi karena ada PHK,
disabilitas termasuk yang di-PHK, yang menga-
takan tidak mencarikan 28 orang (80 persen),
karena adanya keterbatasan keterampilan kerja
bagi disabilitas sehingga disabilitas tidak punya
posisi tawar bila mau dicarikan kerja. Penyebab
lain adalah keterbatasan beraktivitas, karena
masih ada ketergantungan disabilitas dalam
beraktivitas, keterbatasan alat mobilitas seperti
kursi roda, krug, dan alat pendengaran.

Orangtua menyediakan pekerjaan dirumah
bagi disabilitas, dari 35 responden yang mengata-
kan menyediakan 9 orang (25,7 persen), mereka
diberi keterampilan menyulam, menjahit, bordir
kerudung, memasak dan membuat kerupuk,
yang mengatakan tidak menyediakan 26 orang
(74,3 persen), alasan mereka karena keterbatasan
keterampilan dan belum bisa mandiri atau belum
siap terjun ke dunia kerja, juga karena alasan
yang sudah mandiri, punya pekerjaan dengan
cara mencari sendiri serta masih tergantung de-
ngan keluarga/orang lain. Orangtua menyediakan

dana khusus mencari pekerjaan untuk disabilitas,
dari 35 responden yang mengatakan menye-
diakan dana khusus 1 orang (2,9 persen) seperti
memberi alat-alat untuk berjualan gorengan,
sedangkan yang mengatakan tidak menyediakan
dana khusus 34 orang (97,1 persen), alasannya
keterbatasan ekonomi.

Orangtua mendukung dalam menjangkau
lokasi pekerjaan disabilitas, dari 35 responden
yang mengatakan mendukung 8 orang (22,9
persen) melalui pembelian sepeda motor roda
tiga, sedangkan yang mengatakan tidak men-
dukung 27 orang (77,1 persen), dikarenakan
hanya bantu doa supaya dapat mandiri, dan ada
yang hanya di rumah bekerja sehingga dukungan
orangtua dalam menjangkau ke lokasi pekerjaan
tidak diperlukan. Frekuensi disabilitas ditolak
dalam mencari pekerjaan, dari 35 responden
yang mengatakan ditolak 3 orang (8,6 persen),
dikarenakan memiliki keterbatasan keterampilan
sehingga apa yang dibutuhkan dalam pekerjaan
tidak sesuai dengan potensi keterampilan. Dunia
usaha belum semua dapat menerima disabilitas
bekerja di perusahaannya dan tidak adanya per-
bedaan persyaratan bagi yang disabilitas maupun
tidak disabilitas dalam melamar pekerjaan, se-
hingga semakin kecil peluang untuk dapat be-
kerja, sedangkan yang mengatakan tidak ditolak
32 orang (91,4 persen) dengan alasan belum
pernah melamar pekerjaan diluar rumahnya.

Disabilitas membutuhkan persyaratan khusus
dalam mencari pekerjaan. Dari 35 responden yang
mengatakan membutukan persyaratan khusus 13
orang (37,1 persen), karena sangat dibutuhkan
keterampilan kerja yang sesuai dengan lowongan
pekerjaan yang ada, sedangkan yang menga-
takan tidak dibutuhkan persyaratan khusus 22
orang (62,9 persen), setelah diklarifikasi dengan
mereka ada yang mengatakan ketidaktahuan ten-
tang hal tersebut karena belum pernah melamar
pekerjaan, dan adanya keterbatasan informasi
dari dinas terkait bagi disabilitas untuk dapat
memperoleh pekerjaan. Faktor pendukung dan
penghambat keluarga dalam mencari pekerjaan
bagi disabilitas, dari 35 responden yang menga-
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takan memberi dukungan 6 orang (17,1 persen),
dukungan tersebut seperti memberi semangat,
mendorong untuk dapat mandiri dan memberi
kesempatan pada keinginan disabilitas untuk
mencari pekerjaan, sedangkan yang mengatakan
adanya penghambat dalam mencari pekerjaan
bagi disabilitas 29 orang (82,9 persen), adanya
keterbatasan keterampilan, jarak perusahaan
dengan tempat tinggal jauh, tidak punya ken-
daraan, tingkat pendidikan rendah, tempat ting-
gal jauh dari kota dan keterbatasan informasi dari
dinas terkait kepada disabilitas, serta kurangnya
bekal untuk bekerja bagi disabilitas, seperti ke-
terampilan kerja dari dinas terkait.

Data tersebut dapat dimaknai bahwa layanan
kesempatan kerja bagi disabilitas melalui ke-
luarga belum maksimal. Peraturan Pemerintah
Nomor 43 tahun 1998 tentang upaya peningkat-
an kesejahteraan sosial penyandang cacat salah
satunya mengamanatkan, bahwa setiap penyan-
dang disabilitas berhak memperoleh pekerjaan
layak sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.
Berkaitan dengan hal tersebut tentunya setiap
perusahaan hendaknya menyediakan kepada
penyandang disabilitas bimbingan dan pelatih-
an untuk memungkinkan mereka menemukan
pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya
Konvensi hak anak dan penyandang disabilitas
juga menjelaskan, bahwa masa depan penyan-
dang disabilitas sama sekali tidak suram apabila
ada komitmen tentang penyandang disabilitas
memiliki hak yang sama seperti anak-anak lain
dimulai dengan adanya tanggung jawab dalam
keluarganya sendiri sesuai kemampuannnya.
Kedepan apabila mereka sudah dewasa, juga
diberi kesempatan untuk mengakses layanan
kesempatan kerja. Bidang ketenagakerjaan,
khususnya bagi penyandang disabilitas pada usia
kerja, mengalami kesulitan memperoleh hak dan
kesempatan sama mendapat pekerjaan layak di
sektor perusahaan swasta dan pemerintah sesuai
kemampuan karena berbagai hambatan.

Hambatan aspek mikro kondisi fisik, dan
kemampuan keterampilan, kurangnya keluarga
mempersiapkan disabilitas di dunia kerja. As-
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pek mezzo, hambatan datang dari peluang kerja
yang terbatas, keraguan perusahaan terhadap
kemampuan disabilitas, dan masih sedikit bursa
kerja serta belum menjadi prioritas utama pe-
rekrutan tenaga kerja. Aspek Makro, hambatan
dari belum adanya MoU kesepakatan perusahan
dengan instansi terkait (pemerintah) mengenai
penyaluran tenaga kerja disabilitas, meskipun
telah diterapkan qouta 1 persen tenaga kerja bagi
difabel seperti diamanatkan dalam penjelasan
pasal 14 Undang-undang Nomor 13 tentang
Ketenagakerjaan.

Peran orangtua dalam akses program jaminan
sosial bagi disabilitas: Orangtua mengakses pro-
gram jaminan sosial bagi disabilitas, dari 35 res-
ponden yang mengatakan mengakses 12 orang
(34,3 persen) yaitu melalui BPJS, yang sebagian
masih dalam proses, sedangkan yang mengatakan
tidak mengakses 23 orang (65,7 persen) dengan
alasan tidak tahu, keterbatasan informasi dari
dinas terkait sehingga belum dapat mengakses,
kesulitan mengakses seperti disabilitas harus
datang sendiri dan jaraknyajauh, sehingga sa-
ngat merepotkan. Bentuk akses program jaminan
sosial bagi disabilitas, dari 35 responden yang
mengatakan mengakses 12 orang (34,3 persen)
dalam bentuk BPJS dan Jamkesmas, sedangkan
yang 23 orang (65,7 persen) tidak ada.

Asal jaminan sosial bagi disabilitas, dari 35
responden 12 orang (34,3 persen) yang menga-
takan mengakses, asal jaminan sosial bagi disa-
bilitas tidak tahu semua, mereka dibantu oleh
Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia
(PPDI) setempat dalam mendapatkan program
jaminan sosial bagi disabilitas, yang tidak meng-
akses 23 orang (65,7 persen) mengatakan tidak
tahu.Orangtua memberi jaminan sosial kepada
disabilitas, dari 35 responden semua mengatakan
tidak memberikan, karena keterbatasan infor-
masi tentang hal tersebut kepada orangtua dan
juga keterbatasan pengetahuan dan pendidikan
sehingga orangtua dalam mengakses jaminan
sosial bagi disabilitas, rendah.

Kemanfaatan jaminan sosial bagi disabilitas,
dari 35 responden yang mengakses jaminan so-
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sial 12 orang (34,3 persen) semua mengatakan
ada kemanfaatan seperti disabilitas dapat lebih
diperhatikan kesehatannya, keterampilannya,
dan dapat mandiri, yang mengatakan tidak
mengakses 23 orang (65,7 persen) tidak dapat
memberikan kemanfaatan karena belum pernah
merasakan program jaminan sosial. Prosedur
memperoleh jaminan sosial bagi disabilitas, dari
35 responden, 23 orang (65,7 persen) belum da-
pat mengakses karena prosedurnya menyulitkan
disabilitas, dan kurang adanya sosialisasi kepada
mereka sehingga mereka belum dapat mengak-
ses, yang mengakses 12 orang (34,3 persen),
mengatakan prosedurnya memang tidak mudah,
karena ada persyaratan disabilitas harus datang
sendiri dan menyerahkan data, sehingga meng-
hambat disabilitas dapat mengakses program
jaminan sosial.

Berdasarkan data dapat disimpulkan bahwa
layanan jaminan dan perlindungan bagi disa-
bilitas melalui keluarga belum maksimal, terjadi
karena kurangnya sosialisasi dari pihak terkait
dan keterbatasan wawasan dan pengetahuan
keluarga yang diakibatkan kemiskinan, sehingga
menghambat keluarga yang mempunyai anggota
disabilitas untuk mengakses layanan jaminan
dan perlindungan sosial. Pada aspek jaminan
sosial, belum semua penyandang disabilitas
mampu mengakses jaminan dan perlindungan
sosial, khususnya jaminan pembiayaan. Pada
ranah mikro, keluarga disabilitas seringkali ke-
hilangan kesempatan memperoleh jaminan sosial
karena ketidaktahuan keluarga cara memperoleh
jaminan tersebut. Pada aspek mezzo, lembaga
pelayanan kesehatan belum siap menyediakan
layanan kesehatan yang mudah diakses difabel,
baik dari aspek servis layanan petugas medik
maupun sarana-prasarana layanan fisik dan
non-fisik. Aspek makro mencakup implementasi
undang-undang Nomor 4 tahun 1997 tentang
penyandang cacat masih memberi jaminan so-
sial hanya pada disabilitas berat dari keluarga
miskin.

Peran orangtua dalam akses menyediakan
sarana prasarana olahraga, rekreasi dan hiburan

bagi disabilitas: Orangtua mengikutsertakan
disabilitas dalam kegiatan keluarga dan masya-
rakat, dari 35 responden yang mengatakan
mengikutsertakan 12 orang (34,3 persen) se-
perti mengajak menyapu, membersihkan rumah,
membebaskan berhubungan dengan teman-
temannya, dan memberi kesempatan mengi-
kuti kelompok yang tergabung dalam persatuan
penyandang disabilitas Indonesia (PPDI), yang
mengatakan tidak mengikutsertakan 23 orang
(65,7 persen), dengan alasan ada keterbatasan
alat mobilitas, masih adanya ketergantungan
dengan orangtua/keluarga, sehingga jarang diberi
kebebasan mengikuti kegiatan dalam keluarga
dan masyarakat.

Orangtua menyediakan peralatan olahraga
bagi disabilitas di rumah, dari 35 responden yang
mengatakan menyediakan 1 orang (2,9 persen)
seperti bola, yang tidak menyediakan 34 orang
(97,1 persen), karena keterbatasan ekonomi,
lahan, dan mobilitas. Orangtua menyediakan
anggaran untuk olahraga bagi disabilitas, dari
35 responden yang mengatakan menyediakan
secara khusus 1 orang (2,9 persen) dan yang
mengatakan tidak menyediakan 34 orang (97,1
persen), karena keterbatasan ekonomi. Penge-
tahuan orangtua tentang adanya fasilitas khusus
bagi pengembangan olahraga disabilitas, dari 35
responden yang mengatakan tahu ada fasilitas
untuk olahraga disabilitas 2 orang (5,7 persen)
yaitu fasilitas lari, sedangkan yang mengatakan
tidak tahu 33 orang (94,3 persen), alasannya
tidak pernah ada sosialisasi tentang fasilitas
tersebut.

Orangtua selalu mengikuti informasi berkait
dengan kegiatan olahraga, dari 35 responden
yang mengatakan selalu mengikuti 2 orang (5,7
persen), karena anaknya tertarik pada olah-
raga lari, dan yang mengatakan tidak pernah
mengikuti informasi berkaitan dengan kegiatan
olahraga bagi disabilitas 33 orang (94,3 persen),
alasannya mereka tidak pernah mendapatkan in-
formasi tentang kegiatan olahraga bagi disabili-
tas. Orangtua mengikutsertakan disabilitas dalam
berbagai kompetisi olahraga, dari 35 responden
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yang mengatakan mengikutsertakan 2 orang (5,7
persen) karena memang disabilitas mempunyai
kemampuan untuk melakukan kompetisi yaitu
olahraga lari, yang tidak mengikutsertakan 33
orang (94,3 persen), alasanya ketidaktahuan
mereka tentang kemana dapat menyaluran bakat
disabilitas, sehingga mereka banyak pasif dan
tidak melibatkannya.

Pengetahuan tentang keberadaan tempat
olahraga bagi disabilitas di desanya, dari 35 res-
ponden yang mengatakan tahu tentang kebera-
daan tempat olahraga bagi disabilitas 2 orang
(5,7 persen), karena mereka telah menyalurkan
bakat di tempat tersebut, yang mengatakan tidak
tahu 33 orang (94,3 persen) dengan alasan mere-
ka tidak tahu harus kemana apabila disabilitas
berolahraga, artinya kurang sosialisasi tentang
keberadaan tempat olahraga bagi disabilitas.
Faktor pendukung dan penghambat disabilitas
dalam berolahraga, dari 35 responden yang
mengatakan ada dukungan 2 orang (5,7 persen),
seperti kondisinya memang bisa melakukan
aktivitas olahraga, dan orangtua mendukung
mengantarkan, yang mengatakan ada hambatan
33 orang (94,3 persen) dikarenakan orangtua
disabilitas tidak tahu harus kemana menyalurkan
bakat olahraga, artinya kurangnya sosialiasai
tentang hal tersebut, alasan lain yaitu kondisi
fisik disabilitas yang tidak memungkinkan untuk
melakukan olahraga, dan jauhnya tempat olah-
raga dengan tempat tinggal.

Akses bermain, berekreasi dan hiburan bagi
disabilitas dirumah, dari 35 responden yang me-
ngatakan ada akses 4 orang (11,4 persen), seperti
buku dongeng, televisi, handphone, dan adanya
kesempatan bermain dengan teman sebaya, yang
tidak mempunyai akses 31 orang (88,6 persen)
dengan alasan keterbatasan ekonomi, lahan sem-
pit, adanya ketergantungan dengan orang lain
seperti keterbatasan mobilitas, sehingga keluarga
malas untuk mengajak disabilitas keluar rumah.
Orangtua memberi kesempatan disabilitas untuk
melakukan rekreasi dan hiburan, dari 35 respon-
den yang mengatakan memberi kesempatan 18
orang (51,4 persen) antara lain ikut menjadi
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anggota PPDI, ikut touring naik sepeda motor
roda tiga yang diselenggarakan PPDI, yang
mengatakan tidak diberi kesempatan 17 orang
(48,6 persen), dengan alasan keterbatasan mo-
bilitas, sehingga keluarga malas untuk mengajak
disabilitas keluar rumah.

Orangtua memfasilitasi disabilitas apabila
ada pertunjukan kesenian atau olahraga yang
diselenggarakan di desa/kelurahan/kecamatan/
kabupaten, dari 35 responden yang mengatakan
memfasilitasi 5 orang (14,3 persen), yaitu me-
ngantarkan disabilitas apabila minat terhadap
salah satu kesenian atau olahraga tertentu, yang
mengatakan tidak memfasilitasi 30 orang (85,7
persen), alasannya minim minat mereka terha-
dap kesenian atau olahraga, jauhnya tempat
pertunjukkan dengan rumah dan keterbatasan
mobilitas.

Faktor pendukung dan penghambat disabili-
tas dalam melakukan kegiatan rekreasi/olahraga/
kesenian, dari 35 responden yang mengatakan
ada dukungan 8 orang (22,9 persen), seperti
PPDI telah menjembatani disabilitas yang ada di
Kabupaten Pasuruan dalam melakukan kegiatan,
pelatihan dan keterampilan, yang mengatakan
ada hambatan sebanyak 27 orang (77,1 persen)
antara lain kondisi disabilitas yang terbatas da-
lam melakukan aktivitasnya sehingga orangtua
memutuskan tidak diikutkan dalam kegiatan
rekreasi, olahraga dan kesenian karena sangat
merepotkan, alasan lain adalah biaya karena
keterbatasan ekonomi, biaya yang dikeluarkan
untuk rekreasi, olahraga dan kesenian akan
membebani pengeluaran keluarga, keterbatasan
alat transportasi menjadikan disabilitas tidak
mengakses fasilitas tersebut. Minimya sosialisasi
pada keluarga yang mempunyai disabilitas dalam
akses olahraga, kesenian dan rekreasi bagi disa-
bilitas dari instansi terkait sangat terbatas, se-
hingga keluarga tidak tahu cara mengaksesnya.

Peran orangtua dalam akses layanan mem-
bangun jaringan dan kemitraan bagi disabilitas:
dari 35 responden yang mengatakan tahu kebu-
tuhan disabilitas 17 orang (48,6 persen) seperti
untuk perawatan, pengadaan alat bantu, makan,
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perhatian dan kasih sayang, yang mengata-
kan tidak tahu kebutuhan disabilitas 18 orang
(51,4persen). Alasan mereka karena rendahnya
tingkat pendidikan, pengetahuan orangtua se-
hingga terbatas juga dalam mengakses informasi
apapun mengenai disabilitas, minimnya sosial-
isasi tentang masalah disabilitas bagi keluarga
yang mempunyai disabilitas dari instansi terkait
memperburuk akses orangtua dalam memperoleh
pengetahuan tentang kebutuhan disabilitas.

Pengetahuan orangtua tentang hak disabili-
tas, dari 35 responden yang mengatakan tahu 11
orang (31,4 persen), alasannya pernah mengikuti
di instansi terkait (disnakertrans) dan dari ang-
gota PPDI yang melakukan home visit, yang
mengatakan tidak tahu 24 orang (68,6 persen),
alasan mereka kurangnya sosialisasi kepada
keluarga yang mempunyai disabilitas, baik dari
tokoh masyarakat maupun dari instansi terkait.
Orangtua menyediakan perangkat teknologi
komunikasi seperti layanan internet bagi disa-
bilitas, dari 35 responden semua (100 persen)
mengatakan tidak menyediakan, mereka adalah
dari keluarga yang mempunyai keterbatasan
ekonomi, lebih mementingkan untuk makan
daripada perangkat teknologi.

Orangtua memberi kesempatan disabilitas
mengikuti kegiatan bermasyarakat, dari 35 res-
ponden yang mengatakan memberi kesempatan
21 orang (60 persen) alasan mereka lebih senang
apabila disabilitas dapat menikmati kesempatan
melakukan kegiatan bermasyarakat, orangtua
sangat mendukung kesempatan tersebut de-
ngan pertimbangan disabilitas dapat melakukan
dengan mandiri, 14 orang (40 persen) yang
mengatakan tidak diberi kesempatan, dengan
alasan adanya keterbatasan mobilitas, ketergan-
tungan dengan orang lain masih tinggi, orangtua
tidak ada waktu untuk mendampingi disabilitas,
mengingat kesibukan mencari uang lebih dipen-
tingkan.

Pengetahuan orangtua membangun jaringan
kerjasama guna kebutuhan pelayanan disabilitas,
dari 35 responden semua (100 persen) mengata-
kan tidak, alasan mereka tidak tahu harus kemana

melaporkan apabila ada masalah pada disabilitas,
mekanismenya dan kemana harus minta tolong.
Penyebabnya, kurangnya sosialisasi tentang
masalah disabilitas kepada keluarga yang mem-
punyai disabilitas dari masyarakat khususnya
aparat desa, kecamatan dan kabupaten dan ins-
tansi terkait. Cara orangtua memperoleh akses
layanan pendidikan, kesehatan, pelatihan bagi
disabilitas: dari 35 responden yang mengatakan
pernah memperoleh 5 orang (14,3 persen), yaitu
dari PPDI, teman, tetangga dan puskesmas, yang
mengatakan tidak pernah memperoleh 30 orang
(85,7 persen), alasannya mereka tidak tahu, kare-
na keterbatasan tingkat pendidikan, kemiskinan
dan minimnya informasi kepada keluarga yang
mempunyai disabilitas dari instansi terkait ten-
tang akses layanan pendidikan, kesehatan dan
pelatihan bagi disabilitas.

Faktor pendukung dan penghambat orangtua
dalam membangun kemitraan bagi disabili-
tas: dari 35 responden yang mengatakan ada
dukungan 5 orang (14,3 persen), mereka telah
melakukan jejaring dengan puskesmas, PPDI
dan Disnakersostrans Kabupaten Pasuruan,
yang mengatakan ada hambatan dalam mem-
bangun tersebut diatas 30 orang (85,7persen),
dikarenakan tingkat pendidikan rendah, ada
keterbatasan wawasan dalam membangun kemi-
traan bagi disabilitas. Harapan orangtua kepada
disabilitas: dari 35 responden yang mengatakan
supaya dapat mandiri 20 orang (57,2 persen),
agar sehat 6 orang (17,1 persen) dan agar dapat
bekerja mandiri 4 orang (11,4 persen), yang
me-ngatakan tidak tahu 5 orang (14,3 persen),
setelah diklarifikasikan dengan mereka dikarena-
kan disabilitas tidak bisa tidak dapat beraktifitas
tanpa tergantung orang lain, harapan yang ada
diberi kesehatan.

Saran orangtua terhadap pelayanan rehabili-
tasi sosial berbasis keluarga: dari 35 responden
yang mengatakan perlu dibantu aktivitasnya
seperti adanya alat bantu yang disesuaikan
dengan tingkat kecacatannya 13 orang (37,1
persen), pelayanan di tingkatkan dan disosiali-
sasikan kepada keluarga yang punya disabilitas

69



Jurnal PKS Vol 16 No 1 Maret 2017; 57 - 74

19 orang (54,3 persen) dan hendaknya keluarga
yang mempunyai disabilitas jangan malu, kar-
ena yang harus peduli adalah keluarga sendiri,
3 orang (8,6 persen).

Data diatas dapat disimpulkan,peran orang-
tua dalam akses layanan dalam membangun
akses jaringan dan kemitraan bagi disabilitas
belum maksimal. Kondisi ini disebabkan kurang-
nya sosialisasi pihak terkait kepada masyarakat
khususnya keluarga yang mempunyai anggota
disabilitas, faktor kemiskinan yang membuat
keterbatasan keluarga miskin dapat mengakses
jaringan dan kemitraan. Rahmat Munawar
(2009), menyatakan keluarga dapat memberi
ruang gerak bagi penyandang disabilitas untuk
belajar menjalin kerjasama dengan pendamping
sosial, panti, sekolah atau institusi terkait yang
memberi fasilitas, bimbingan fisik, mental dan
sosial, intelektual ataupun keterampilan. Oleh
karena itu, diperlukan penguatan peran keluarga
dalam rehabilitasi dan kemandirian penyandang
disabilitas.

Peran orangtua dalam akses layanan mo-
bilitas bagi disabilitas: Pengetahuan tentang
keberadaan transportasi publik bagi disabilitas
yang aksesibel, dari 35 responden yang menga-
takan tahu keberadaan transportasi publik 5
orang (14,3 persen), karena sering mempergu-
nakan sedangkan yang tidak tahu 30 orang (85,7
persen) dikarenakan tidak pernah menggunakan,
tidak pernah ada informasi kepada mereka dan
kurangnya sosialisasi dari instansi terkait dan
masyarakat tentang keberadaan transportasi pub-
lik bagi disabilitas.Keberadaan perlindungan ter-
hadap pengguna kendaraan, penyeberangan bagi
disabilitas: dari 35 responden yang mengatakan
ada 3 orang (8,6 persen), karena mereka telah
menggunakannya, yang mengatakan tidak tahu
tentang keberadaan perlindungan terhadap peng-
guna kendaraan, penyeberangan bagi disabilitas
32 orang (91,4 persen), dikarenakan kurang-
nya sosialisasi dari instansi terkait tentang hal
tersebut.

Keberadaan lalu lintas yang ramah bagi di-
sabilitas: dari 35 responden yang mengatakan
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tahu tentang keberadaan lalu lintas yang ramah
bagi disabilitas 3 orang (8,6 persen), karena
pernah menggunakannya, yang 32 orang (91,4
persen) tidak tahu keberadaan tersebut dikarena-
kan tidak pernah jauh dari tempat tinggalnya,
tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang
hal tersebut, dan tidak dapat beraktifitas secara
mandiri. Data diatas dapat disimpulkan, peran
orangtua dalam akses layanan bagi disabilitas
belum maksimal. Penyandang disabilitas mampu
berperan dalam lingkungan sosialnya dan memi-
liki dalam mewujudkan kesejahteraan dirinya,
sehingga dibutuhkan aksesibilitas terhadap
prasarana dan sarana pelayanan umum. Menu-
rut LB Wirawan (1997), ada empat azas dalam
aksesibilitas yang harus dipersyaratkan, yaitu
adanya kemudahan, kegunaan, keselamatan dan
azas kemandirian.

Mobilitas fisik dan sosial penyandang disa-
bilitas umumnya masih lemah. Beberapa kendala
yang menghalangi mobilitas berasal dari sektor
domistik dan publik. Di sektor domestik, ukuran
fasilitas rumah, dan alat bantu belum memperhi-
tungkan kemudahan gerak disabilitas. Di sektor
publik bangunan umum atau fasilitas publik
termasuk transportasi lalu lintas dan sarana ko-
munikasi dan informasi masih belum aksesibel
dan masih belum ideal bagi penyandang disabili-
tas. Peran orangtua dalam akses layanan situasi
darurat bagi disabilitas.

Prabencana: Keberadaan program mengha-
dapi bencana bagi disabilitas, dari 35 responden
yang mengatakan tidak tahu semua responden
(100 persen), penyebabnya jarang ada bencana,
sehingga tidak ada atau belum pernah sama seka-
li ada sosialisasi tentang program menghadapi
bencana bagi disabilitas. Keterlibatan disabilitas
dalam program pelatihan pengurangan resiko
bencana, dari 35 responden semua (100 persen)
mengatakan tidak pernah terlibat, karena pro-
gram tersebut belum pernah diadakan. Informasi
dan materi terkait pengurangan resiko bencana
pada disabilitas, dari 35 responden semua (100
persen) mengatakan tidak pernah mendapatkan
informasi, alasannya di kabupaten Pasuruan ja-
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rang ada bencana alam, sehingga Instansi terkait
kurang memprioritaskan informasi tersebut.

Saat bencana, kemampuan orangtua ber-
tindak cepat melakukan penyelamatan bagi
disabilitas: dari 35 responden yang mengatakan
ada kemampuan 8 orang (22,9 persen), karena
orangtua masih mampu membantu, rumahnya
masih leluasa untuk dipakai evakuasi apabila
ada bencana dan adanya informasi dari televisi
mengenai cara membantu apabila ada bencana,
yang mengatakan kurang mampu 4 orang (11,4
persen), karena orangtua sudah tua dan kurang
adanya jalan evakuasi dalam rumah apabila ada
bencana. Responden yang mengatakan tidak
mampu 23 orang (65,7 persen), dikarenakan
tidak pernah ada sosialisasi tentang hal tersebut,
sehingga tidak tahu apa yang dilakukan apabila
ada bencana, orangtua tidak dapat membantu
apabila harus memantu disabilitas apabila ada
bencana, rumah yang sempit dan saling berde-
katan dapat mengakibatkan menjadi hambatan
orangtua dalam mengevakuasi disabilitas apabila
ada bencana.

Kemampuan masyarakat bertindak cepat
membantu penyelamatan disabilitas apabila ada
bencana: dari 35 responden yang mengatakan
ada kemampuan 10 orang (28,6 persen), karena
mereka banyak melihat di televisi, sedangkan
yang mengatakan tidak mampu 25 orang (71,4
persen), karena tidak punya wawasan atau kete-
rampilan tentang hal tersebut, artinya masyarakat
tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang
tindakan cepat membantu penyelamatan disa-
bilitas yang ada di lingkungannya. Ketersedia-
an layanan fisik, non fisik yang aksesibel bagi
disabilitas pada saat terjadi bencana: dari 35
responden semua (100 persen) mengatakan tidak
tahu karena belum pernah terjadi bencana di ling-
kungannya, jadi tidak tahu ketersediaan layanan
fisik maupun non fisik bagi disabilitas.

Pasca Bencana: Keterpenuhan kebutuhan
bantuan untuk disabilitas pasca bencana: dari 35
responden semua (100 persen) mengatakan tidak
tahu, karena di lingkungannya belum pernah
ada bencana alam. Bantuan ekonomi bagi disa-

bilitas yang kehilangan mata pencaharian akibat
bencana: dari 35 responden semua (100 persen)
mengatakan tidak tahu, karena belum pernah
ada bencana di lingkungannya. Data diatas da-
pat disimpulkan peran orangtua tentang akses
layanan dalam situasi darurat bagi disabilitas
sangat kurang, karena tidak pernah mendapatkan
informasi tentang layanan bagi disabilitas dalam
situasi darurat, baik prabencana, saat bencana
dan maupun pascabencana, hal ini berarti tidak
ada sosialisasi dari instansi terkait bagi disabili-
tas melalui keluarga.

Pelayanan bagi disabilitas dalam situasi
darurat sangat penting mengingat keterbatasan
kemampuan mereka dalam hal mobilitas, kog-
nitif dan emosionalitas, perlu layanan yang
khusus kepada keluarga dan masyarakat dalam
memperlakukan penyandang disabilitas dalam
situasi darurat (prabencana, saat bencana, pasca-
bencana). Faktor penghambat dari aspek mikro,
keluarga disabilitas belum pernah menerima
program sosialisasi persiapan bencana apalagi
dilibatkan dalam sejumlah program simulasi
pengurangan resiko bencana dari instansi ber-
wenang. Mereka kurang mendapat informasi
dan sosialisasi berkait dengan situasi darurat
atau pengurangan resiko bencana, khususnya
bagi penyandang disabilitas.

Dari aspek mezzo, belum ditemukan komu-
nitas disabilitas yang memiliki program menge-
nai penanggulangan bencana bagi penyandang
disabilitas. Dari aspek makro, pemerintah setem-
pat belum secara khusus mempunyai program
penanggulangan, pengurangan resiko, perlin-
dungan dan pemulihan dampak bencana dengan
melibatkan penyandang disabilitas. Peran orang-
tua tentang akses layanan persamaan hak hukum
dan politik bagi disabilitas: Dari 35 responden
yang terdaftar sebagai pemilih baru 8 orang
(22,9 persen), dan 27 orang (77,1 persen) yang
belum terdaftar sebagai pemilih. Keberadaan
perlindungan hukum bagi disabilitas korban tin-
dak kekerasan 2 orang, hanya saja mereka tidak
tahu harus melaporkan kemana, baik orangtua
maupun penyandang disabilitas. Kurangnya
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sosialisasi dari instansi terkait akan dapat me-
nyebabkan peran orangtua yang mempunyai ang-
gota disabilitas kurang dapat berperan maksimal
dalam pemberian akses layanan persamaan hak
hukum dan politik bagi disabilitas.

Data diatas dapat disimpulkan, bahwa akses
layanan persamaan hak hukum dan politik disa-
bilitas masih dijumpai pengabaian dan kurang
menjamin hak politik dan hukum penyandang
disabilitas. Kondisi ini semakin memprihatinkan
ketika keluarga kurang memahami hak disabili-
tas, kurangnya keterjaminan perlindungan, peng-
hormatan, dan pemenuhan (fo protect, to respect,
to fulfill) antara lain tercermin ada sejumlah disa-
bilitas tidak memiliki ID (KTP) dan C 1, tidak
menggunakan hak pilih, tempat, pelayanan dan
alat pencoblosan di TPS kurang aksesibel bagi
disabilitas yang mempunyai kebutuhan khusus,
belum ada pendampingan yang dipercaya di-
fabel untuk membantu memilih, dan petugas
khusus yang melayani difabel. Di bidang hukum,
meskipun disabilitas belum pernah bermasalah
dengan hukum, mereka rerata tidak mengetahui
dan memahami lembaga atau prosedur memper-
oleh perlindungan apabila disabilitas tersangkut
dengan hukum, baik sebagai saksi, pelaku, mau-
pun korban.

D. Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian di la-
pangan, disimpulkan peran orangtua terhadap
aksesibilitas anggota keluarga dalam layanan
informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehat-
an, kesempatan kerja, jaminan sosial, sarana
dan prasarana olah raga, budaya, rekreasi serta
hiburan; membangun jaringan kemitraan; mo-
bilitas, dalam situasi darurat dan aksesibilitas
layanan perlindungan hukum dan partisipasi
politik, belum maksimal.

Belum maksimalnya peran orangtua tersebut
disebabkan adanya faktor penghambat seperti
kurangnya sosialisasi dari instansi terkait da-
lam akses layanan yang perlu diketahui oleh
keluarga yang mempunyai anggota disabilitas
meliputi informasi dan komunikasi, pendidikan,
kesehatan, kesempatan kerja, jaminan sosial,
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sarana dan prasarana olah raga, budaya, rekreasi
serta hiburan; membangun jaringan kemitraan,
mobilitas, dalam situasi darurat dan aksesibili-
tas layanan perlindungan hukum dan partisipasi
politik. Keterbatasan pendidikan, pengetahuan,
wawasan dan ekonomi, menyebabkan keluarga
mengalami keterbatasan juga dalam mengakses
layanan tersebut.

Berdasarkan kesimpulan diatas, direkomen-
dasikan kepada instansi terkait agar mening-
katkan sosialisasi program-programnya kepada
masyarakat terutama keluarga yang mempunyai
anggota disabilitas, sehingga mereka dapat
mengakses program untuk kepentingan ang-
gota disabilitas dalam keluarga. Masukan ke-
pada Kementerian Sosial RI, melalui Direktorat
Rehabilitasi Sosial (Penyandang Cacat) untuk
memberdayakan keluarga terutama yang mem-
punyai anggota disabilitas melalui konseling,
pendampingan, peningkatan kesadaran dan
kapasitas orangtua dalam pengasuhan (masalah,
potensi dan sumber, dan kebutuhan disabilitas)
dan pemberdayaan ekonomi keluarga.
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Abstract

The research done to know the factors that caused sexual violation toward children and its prevention effort. The
researc took place in North Celebes Province, under the consideration the province ranks ninth in sexual violence towards
children. Data gathered through interview, observation, documentary analysis, and analysed by qualitative descriptive
technique. The result found that the causal factors of sexual violation towards children were a lack of interaction between
parent and children, the punishment toward the perpetrator was weak, the development of technology which easily accessed
by children, and promiscuity among youth. The pepretators of sexual violation toward children shoul be punished maximum,
plus additional punishment for not repeating it. The development of technology should be controlled by closing the sites on
violation and pornography. Having reference to related institutions both government and privat which have commitment to
the victims, giving guidance and service reference, so the victims find the way out of their problem. It needs involvement all
parts, not just the goverment but all existing elements. All institutions of victims services needed to be proactive to follow
out the cases without receiving report. Phisical violation belongs to health institution to cure, for trauma needs involment
several institutions as emphaty attitude for the victims. The Ministry of Social Affairs, through General Directorate of
Social Rehabilitation, through Directory of Children Affairs, hoped can create a program to minimize sexual violation
towards children.

Keywords: causal; prevention; violation toward chlidren
Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak dan upaya
penanggulangan. Penelitian dilakukan di Provinsi Sulawesi Utara, dengan pertimbangan sebagai daerah yang menduduki
urutan sembilan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pengumpulan data dengan wawancara secara terbuka,
observasi, telaah dokumen, dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan, penyebab kekerasan
seksual terhadap anak karena kurangnya intensitas interaksi antara orangtua dan anak, hukuman bagi pelaku tidak setimpal,
perkembangan teknologi yang mudah diakses anak, dan pergaulan bebas di kalangan anak muda. Pelaku kekerasan seksual
terhadap anak sebaiknya dihukum seberat-beratnya, ditambah dengan hukuman pemberatan supaya tidak mengulang
kembali. Perkembangan teknologi informasi sebaiknya dikontrol dengan penutupan situs yang mengarah pada kekerasan
dan pornografi. Melakukan rujukan kepada berbagai lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memiliki kepedulian
terhadap korban, memberi rujukan pelayanan dan pendampingan, sehingga memperoleh jalan keluar kasus yang dihadapinya.
Perlu keterlibatan semua pihak, tidak hanya dari pemerintah, tetapi juga berbagai elemen yang ada. Berbagai lembaga
penangan layanan korban dituntut lebih proaktif menindaklanjuti beberapa kasus, tidak perlu ada pengaduan. Penanganan
kekerasan fisik menjadi domain kesehatan untuk menyembuhkan, untuk jenis trauma membutuhkan pendekatan berbagai
pihak sebagai rasa empati kepada korban. Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat
Anak, diharapkan dapat menyusun program dalam memperkecil kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Kata kunci: penyebab, penanggulangan, kekerasan seksual anak

A. Pendahuluan antaranak hingga kekerasan seksual pada anak

Berita kasus kekerasan pada anak begitu oleh orang yang lebih dewasa. Setiap hari kor-
gencar dilancarkan oleh beberapa media massa, bannya tidak hanya satu sampai dua orang, tetapi
mulai dari kekerasan pada anak yang terjadi mencapai 9 sampai 10 orang, bahkan di suatu
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daerah ada yang mencapai 114 orang. Ironisnya
lagi, pelakunya ternyata orang terdekat, seperti
teman, guru (baik guru reguler maupun guru
spiritual), saudara kandung, paman, kakek, dan
orangtua (ayah kandung atau ayabh tiri). Pelaku
kejahatan seksual ternyata ada di sekitar anak.
Rumah, lingkungan sosial anak dan sekolah
seharusnya menjadi tempat yang aman bagi
anak, tetapi justru tempat sembunyinya predator
(Syafiq Syeirozi: 2014).

Setiap tahun kekerasan terhadap anak selalu
meningkat. Berdasarkan data yang dihimpun
Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Komisi Na-
sional Perlindungan Anak (Komnas PA), dalam
enam tahun terakhir menunjukkan peningkatan
seperti pada tabel 1 berikut.

Tabel 1
Pengaduan Pelanggaran Hak Anak

No Tahun Kekerasan Kekerasan Seksual
f % f %
1 2010 2.046 13,23 859 10,27
2 2011 2.467 15,96 1.283 15,34
3 2012 2.637 17,06 1.635 19,55
4 2013 2.676 17,31 1.445 17,28
5 2014 2.737 17,70 1.423 17,01
6 2015 2.898 18,74 1.719 20,55

Jumlah 15.461 100,00 8.364 100,00
Sumber data: Pusdatin Komnas PA (2016)

Data di atas menunjukkan bahwa tindak
kekerasan terhadap anak dari tahun 2010 sampai
2015 selalu menunjukkan peningkatan. Jumlah
tindak kekerasan terhadap anak paling menonjol
pada tahun 2015 dan 2012. Begitu pula dengan
tindak kekerasan seksual terhadap anak, paling
menonjol pada tahun 2015 dan 2012. Data terse-
but menggambarkan bahwa kekerasan terhadap
anak antara tahun 2011-2015, lebih didominasi
oleh kekerasan seksual, antara 51-62 persen
(tahun 2011: 52 persen, 2012: 62 persen, 2013:
52 persen, 2014: 51 persen, dan tahun 2015: 59
persen). Kekerasan seksual merupakan salah
satu jenis kekerasan yang mendominasi terjadi
pada anak.
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Menurut Maria Advianti (Wakil Ketua Komi-
si Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI),
kekerasan pada anak selalu meningkat setiap
tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2010
sampai 2014, terjadi peningkatan yang signifikan
seperti pada tabel 2 berikut.

Tabel 2
Kekerasan terhadap Anak
No Tahun  Kekerasan

f %

2010 2.046 11,96
2011 2.178 12,73
2012 3.512 20,52
2013 4311 25,19
2014  5.066 29,60
Jumlah 5.066 100

O S O R S

Data di atas dapat diartikan bahwa dari
tahun 2011 sampai 2014 tindak kekerasan ter-
hadap anak selalu meningkat. Dari peningkatan
tersebut, terlihat lebih nyata mulai tahun 2012
dan menonjol pada tahun 2014. Data KPAI men-
catat kekerasan seksual terhadap anak dari 2012
sampai 2013 meningkat 30 persen, dan selama
tiga tahun terakhir rata-rata lebih dari 45 anak
mengalami kekerasan seksual setiap bulannya.
Jenis kekerasan seksual yang dialami anak paling
banyak terjadi dalam bentuk sodomi, pemerko-
saan, pencabulan, dan kekerasan seksual sedarah
(Davit Setyawan: 2015).

Komnas PA menemukan banyak aduan ke-
kerasan terhadap anak pada tahun 2010. Dari
171 kasus pengaduan yang masuk, 67,8 persen
terkait dengan kasus kekerasan, paling banyak
terjadi kasus kekerasan seksual 45,7 persen (78
kasus). Komnas PA mencatat, jenis kejahatan
anak tertinggi sejak tahun 2007 adalah tindak
sodomi terhadap anak, pelakunya adalah guru
sekolah, privat, termasuk guru ngaji, dan sopir
pribadi. Tahun 2007, jumlah kasus sodomi anak,
tertinggi di antara jumlah kasus kejahatan anak
lainnya. Dari 1.992 kasus kejahatan anak yang
masuk ke Komnas PA, 1.160 kasus atau 61,8
persen adalah kasus sodomi anak. Dari tahun
2007 sampai akhir Maret 2008, jumlah kasus
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sodomi anak sendiri naik 50 persen. Komnas PA
telah meluncurkan gerakan melawan kekejaman
terhadap anak, karena meningkatnya kekerasan
terhadap anak setiap tahun. Pada tahun 2009 ada
1.998 kekerasan, meningkat pada tahun 2010
menjadi 2.335 kekerasan, dan sampai pada bulan
Maret 2011 paling tidak dari pantauan Komnas
PA, ada 156 kekerasan seksual khususnya so-
domi pada anak (Komnas PA: 2014).

Jenis kekerasan seksual yang sering terjadi
di Indonesia pada tahun 2013 (Komnas PA),
meliputi: sodomi 52 kasus (9,71 persen), perko-
saan 280 kasus (52,34 persen), pencabulan 182
kasus (34,02 persen), dan kekerasan seksual 21
kasus (3,93 persen). Kasus yang terjadi dalam
kekerasan seksual dapat digolongan dalam
kategori seductive rape sangat banyak terjadi,
namun hanya sedikit yang terungkap. Apabila
secara besaran, data yang masuk Komnas PA
sepanjang tahun 2013 sebanyak 3.339 kasus
berupa kekerasan terhadap anak, dan sebesar
58 persen (1.937 kasus) merupakan kekerasan
seksual, dan yang lainnya merupakan kekerasan
fisik dan penelantaran. Pada tahun 2014 (sampai
Maret 2014) terdapat 239 kasus, dan sebesar 42
persen (100 kasus) berupa kekerasan seksual
(Komnas PA: 2014).

Secara nasional kekerasan seksual ada 355
kasus, dan paling banyak terjadi di Aceh 119
kasus (33,52 persen), Jawa Timur 105 kasus
(29,58 persen), Jawa Barat sebanyak 73 kasus
(20,56 persen), Jakarta dan Sumatera Selatan 53
kasus (14,93 persen), dan wilayah yang paling
rendah kasus kekerasan seksual yakni Provinsi
Gorontalo, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Papua
Barat, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara

4 kasus (1,13 persen), serta di Provinsi Kali-
mantan Utara 1 kasus (0,28 persen). Empat jenis
kekerasan seksual paling banyak selama tahun
2014 yaitu ada 797 kasus. Apabila dirinci, me-
liputi: pemerkosaan 340 kasus (42,66 persen),
pencabulan 254 kasus (31,87 persen, suka sama
suka 122 kasus (15,31 persen), dan inses atau

hubungan seksual sedarah 81 kasus (10,

persen) (KPAIL: 2015).
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Berdasarkan data yang disampaikan oleh
Ketua Komnas PA (Arist Merdeka Sirait), angka
kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi Utara
tergolong tinggi dalam kasus pelecehan seksual,
masuk dalam urutan ke sembilan darurat kejahat-
an seksual. Hal tersebut didukung data, selama
tahun 2013 terjadi tindak kekerasan 33 kasus,
pada tahun 2014 terjadi 32 kasus, dan pada tahun

2015 (Januari sampai dengan Mei) mencapai
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kasus. Data tersebut dilengkapi oleh lembaga pe-
merhati perempuan dan anak di Sulawesi Utara
(Swara Parangpuan), bahwa kasus kekerasan
seksual terhadap perempuan dan anak sepanjang
tahun 2015 didominasi oleh perkosaan. Dari total
199 kasus kekerasan seksual, 116 di antaranya
adalah perkosaan, dan sebagian besar korban
adalah anak-anak usia sekolah. Berdasarkan ren-
tang umur, paling rawan mengalami kekerasan
seksual dimulai dari usia 6 hingga 18 tahun atau
mayoritasnya adalah usia sekolah. Dengan fakta
tersebut menunjukkan, bahwa pelajar merupakan
kelompok paling rentan terkena kasus kekerasan
seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan

(Swara Parangpuan: 2015).

Peristiwa yang masih hangat pada awal tahun
2015, yaitu pelecehan seksual terhadap anak di

bawah umur seperti pada tabel 3

Tabel 3
Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur

Usia

Korban Akibat Penanganan Kasus
(tahun)
1 Siswi playgroup 3 Trauma Proses hukum di Unit PPA Subdit Jatanras Direktorat
Reskrimum Polda Sulut
2 Siswi playgroup 4 Trauma Proses hukum di Unit PPA Subdit Jatanras Direktorat

3 Siswi Sekolah Dasar 7
4 Siswi Sekolah Dasar 8

Perawatan medis
Trauma

Reskrimum Polda Sulut
Dilakukan pendampingan oleh LSM (Swara Parangpuan)

Dilakukan pendampingan oleh LSM (Swara Parangpuan)

Sumber data: Swara Parangpuan (2015)
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Pelecehan seksual dengan korban siswi play-
group berumur tiga dan empat tahun (masih da-
lam proses hukum di Unit PPA Subdit Kejahatan
dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reskrimum
Polda Sulawesi Utara). Kasus selanjutnya anak
masih berumur tujuh tahun, duduk di kelas satu
SD diperkosa seorang pria yang belum diketahui
identitasnya. Akibat peristiwa tersebut, korban
harus menjalani perawatan medis di Rumah Sakit
Bhayangkara, karena di sekujur tubuh menga-
lami luka memar membiru, dan kemaluan korban
mengeluarkan darah segar, sehingga dokter harus
melakukan penjahitan.

Kasus lain gadis berumur delapan tahun
berstatus pelajar sekolah dasar, ketika sedang di
halaman rumah, tiba-tiba pria dari mobil Avanza
menghampiri dan menarik paksa masuk dalam
mobil. Diperkirakan pelaku melakukan aksinya
dengan memperkosa korban dalam mobil. Se-
telah merasa puas dengan nafsu bejatnya, pelaku
kemudian meninggalkan korban di lokasi dan
menghilang. Dengan kondisi penuh trauma, kor-
ban berjalan pulang ke rumahnya dan langsung
menceriterakan kejadian tersebut kepada ibunya
(Swara Parangpuan: 2015).

Beberapa kasus kekerasan seksual terhadap
anak di atas, hanyalah sebagian kecil dari ba-
nyak kasus yang terungkap. Dalam upaya untuk
mengetahui faktor penyebab dan upaya yang
dilakukan untuk menanggulangi terjadinya keke-
rasan seksual terhadap anak, dipandang penting
untuk dilakukan penelitian ini.

Berdasarkan latar belakang penelitian terse-
but di atas, rumusan masalah yang diajukan
meliputi apakah faktor penyebab terjadinya
kekerasan seksual terhadap anak, bagaimanakah
upaya yang dilakukan untuk menanggulangi
terjadinya kekerasan seksual terhadap anak?
Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi faktor
penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak dan upaya penanggulangannya.

B. Penggunaan Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif,
bertujuan untuk memperoleh informasi atau-
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pun gambaran secara objektif mengenai faktor
penyebab dan upaya penanggulangan kekerasan
seksual terhadap anak. Penelitian deskriptif
merupakan suatu penelitian untuk masalah yang
diselidiki, yaitu dengan menggambarkan ataupun
melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian
berdasarkan fakta yang tampak adanya. Hasil
penelitian tersebut selanjutnya dikembangkan
dengan memberi penafsiran yang adekuat ter-
hadap fakta yang ditemukan (Suharsimi Ari-
kunto: 1992).

Lokasi penelitian ditentukan secara purpo-
sive, berdasarkan karakteristik dan tersedianya
data yang diinginkan. Menurut Komnas PA,
angka kekerasan seksual di Provinsi Sulawesi
Utara tergolong tinggi, karena Sulawesi Utara
masuk urutan ke sembilan dari 34 provinsi di
Indonesia dalam kasus kejahatan atau kekerasan
seksual terhadap anak. Berdasar pertimbangan
tersebut, lokasi penelitian ditentukan di Provinsi
Sulawesi Utara. Informan meliputi: aparat
Dinas Sosial Provinsi (bagian Korban Tindak
Kekerasan), tokoh LSM (pendamping terhadap
kasus kekerasan) yaitu Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A),
Swara Parangpuan, pemuka masyarakat, tokoh
agama, dan masyarakat di wilayah penelitian.

Pengumpulan data penelitian menggunakan
beberapa teknik. Wawancara: karena penelitian
ini bersifat kualitatif, teknik yang digunakan
untuk mengumpulkan data adalah wawancara,
sehingga jenis instrumen pengumpul data ber-
sifat terbuka, agar memberi kesempatan kepada
informan untuk memberikan informasi mengenai
berbagai hal berdasarkan pengetahuan, wawasan,
dan pengalaman yang mereka miliki tentang
kekerasan terhadap anak. Digunakannya teknik
ini,diharapkan memberi berbagai masukan,
khususnya yang berkaitan dengan penyebab
dan upaya penanggulangan kekerasan seksual
terhadap anak.

Observasi: Teknik ini digunakan untuk
mengetahui secara objektif kondisi tempat ting-
gal dan lingkungan kehidupan pelaku dan korban
kekerasan seksual, sehingga dapat melengkapi



Kekerasan Seksual terhadap Anak

(Murdiyanto)

informasi yang diperoleh melalui teknik wawan-
cara. Dengan demikian data yang diperoleh
lebih banyak dan mendalam, khususnya yang
berkaitan dengan faktor penyebab dan upaya
penanggulangan kekerasan seksual terhadap
anak. Telaah dokumen: Teknik ini dipergunakan
untuk memperoleh data sekunder yang ada rele-
vansinya dengan masalah yang diteliti.

Data sekunder yang diperlukan dalam pene-
litian ini adalah arsip dan dokumen yang ber-
hubungan dengan faktor penyebab dan upaya
penanggulangan kekerasan seksual terhadap
anak. Data sekunder ini diperoleh dari Dinas
Sosial Provinsi Sulawesi Utara, Lembaga Swa-
daya Masyarakat (lembaga yang menangani
masalah kekerasan seksual terhadap perempuan
dan anak), seperti Swara Parangpuan dan Pusat
Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan
Anak (P2TP2A) Sulawesi Utara. Data tersebut
berupa catatan kasus kekerasan seksual terhadap
perempuan dan anak yang pernah ditangani,
serta telah melakukan pendampingan dan perlin-
dungan berdasarkan pengaduan dari pihak kor-
ban.

Berbagai data dan informasi yang berhasil
dikumpulkan baik melalui wawancara, obser-
vasi, maupun telaah dokumen selanjutnya di-
analisis secara kualitatif agar lebih mendasari
pada penafsiran data dan informasi dalam set-
ting sosial alamiah adanya. Untuk menganalisis
data yang bersifat deskriptif kualitatif, peneliti
mempunyai kebebasan dalam menafsirkan ide
dan data yang ditemukan di lapangan dengan
berpijak dari teori yang telah dikemukakan (Su-
harsimi Arikunto, 1992).

C. Penyebab Kekerasan Seksual terhadap

Anak

Banyaknya kasus kekerasan seksual di
Provinsi Sulawesi Utara yang diberitakan oleh
berbagai mass media, merupakan indikasi
terus terjadinya berbagai tindak pidana yang
terkait dengan kesusilaan. Beberapa faktor
sebagai penyebab karena pengaruh kemajuan
teknologi, adanya peluang, serta pelaku tindak

pidana pelecehan seksual tidak dihukum seberat-
beratnya. Dari indikasi tersebut, terlihat bahwa
sistem penegakan hukum pidana terutama untuk
mencegah berbagai praktek kejahatan dibidang
seksual masih lemah. Umumnya kejahatan sek-
sual akan terungkap ketika korban mengadu,
atau keluarga korban melaporkan telah terjadi
pelecehan seksual (Valdy Suak: 2015).

Pengawasan orangtua terhadap anak selama
ini mulai memudar, sehingga fungsi kontrol
semakin longgar. Fungsi kontrol yang mengha-
ruskan interaksi antara orangtua dan anak tidak
maksimal, dalam arti kurang atau bahkan tidak
terjadi. Hubungan mereka menjadi renggang,
hingga orangtua tidak tahu kegiatan anak, begitu
juga dengan anak tidak mengetahui kegiatan
orangtua. Interaksi antara orangtua dan anak
semakin lemah, dikarenakan: Pertama, tuntutan
ekonomi yang membuat kedua orangtua harus
bekerja sehingga interaksi tidaklah intens. Ke-
dua, orangtua menganggap minimnya interaksi
dengan anak tersebut bisa digantikan dengan
teknologi. Padahal, sentuhan orangtua terhadap
anak sangat dibutuhkan dan teknologi hanyalah
bersifat membantu bukan menggantikan. Ketiga,
terbukanya jendela informasi berupa internet,
memudahkan anak mencari jalan keluar ketika
di rumah tidak ada interaksi dengan orangtua
atau keluarga. Beberapa persoalan seolah bisa
diselesaikan dengan hanya menggunakan in-
ternet. Keempat, lingkungan yang semakin
terbuka, sehingga anak cenderung lebih leluasa
berinteraksi dengan lingkungan luar tanpa filter
dari orangtua.

Minimnya interaksi ini membuat transfer
nilai yang dimiliki oleh agama dan bangsa
menjadi tersumbat. Anak-anak mendapatkan
transfer nilai lain yang justru jauh dari sifat so-
sial dan kemanusiaan. Teknologi yang fungsinya
hanya sebagai pembantu dan memudahkan
dalam melakukan interaksi dianggap sebagai
pengganti, sehingga fungsi orangtua sebagai
pengayom paling dekat sudah memudar bahkan
hilang. Kelima, Tidak adanya upaya pencegahan
dan hukuman yang berat bagi pelaku pelecehan
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seksual, menyebabkan perbuatan tersebut terus
berulang (Fita Dewi Rosita: 2016).

Di sisi lain, pemerintah seolah-olah belum
mampu mengatasi dampak negatif dari perkem-
bangan teknologi. Tanpa disadari atau malah
sebenarnya sudah disadari ada dampak negatif
pada perkembangan teknologi yang bisa disa-
ring oleh pemerintah melalui regulasi atau aksi.
Orangtua memang bisa tidak berdaya karena
anak-anak tidak hanya hidup dan berkembang
di dalam rumah, tetapi juga lingkungan sekitar.
Ketika berada di lingkungan luar rumah, peme-
rintah juga tidak bisa membentengi, sehingga
anak menerima semua informasi tanpa tersaring
atau terkonfirmasi.

Beberapa kasus yang telah terjadi di Sula-
wesi Utara menjadi cermin bagi masyarakat
pada umumnya dan pemerintah daerah pada
khususnya. Orangtua harus lebih sadar betapa
pentingnya interaksi, sehingga bisa menjadi
perantara nilai-nilai dan budaya bangsa Indone-
sia. Pemerintah diharapkan bisa bersikap tegas,
dengan memberi hukuman yang berat kepada
pelaku, dan bisa memberi filter terhadap dampak
negatif teknologi informasi.

Pelecehan seksual dan perkosaan memang
marak terjadi di Kota Manado khususnya dan
Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya. Hasil
penelitian menunjukkan, bahwa di Kota Manado
rawan terjadi perkosaan dan perbuatan asusila,
rata-rata korban perkosaan adalah wanita yang
masih dibawah umur. Dari beberapa mass me-
dia dan berita harian, rata-rata setiap hari ter-
jadi pelecehan seksual, baik didalam angkutan
umum, sekolah, tempat hiburan, dan rekreasi.
Berbagai bentuk pelecehan seksual dilakukan,
sampai pada tindakan perkosaan dan umum-
nya pelaku tidak terbatas pada usia tertentu.
Lebih ironis lagi, pelecehan seksual dilakukan
oleh atasan dari korban dan orang-orang yang
seharusnya melindungi korban, seperti orang-
tua, kakak kandung, paman, dan teman dekat.
Kebanyakan korban berada dibawah umur dan
pelakunya pria remaja sampai dewasa (Regina
Ignasia Gerungan: 2013).
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Hasil penelitian yang dilakukan oleh Regina
Ignasia Gerungan menunjukkan, bahwa antara
pelaku dan korban perkosaan terdapat hubungan
signifikan. Artinya, hubungan antara korban
dengan pelaku lebih banyak sebagai hubungan
yang cukup dekat, kedekatan hubungan dapat
menjadi faktor yang cukup mempengaruhi ter-
jadinya kejahatan perkosaan. Di saat interaksi
antara pelaku dengan korban demikian dekat,
pihak perempuan kehilangan kontrol atau daya
pengawasan untuk membentengi diri, sedangkan
pihak pelaku seperti terdorong berbuat karena
mendapatkan kesempatan melakukannya.Pelaku
memanfaatkan kelengahan dan kelemahan kor-
ban, apalagi kalau berada dibawah umur yang
secara fisik tidak mampu melawan.Perempuan
sebagai korban cepat percaya dengan bujuk-rayu,
penampilan dan kedekatan hubungan, mengaki-
batkan berada dalam posisi tergantung terhadap
keberadaan laki-laki sebagai pelaku (Regina
Ignasia Gerungan: 2013).

Kekerasan yang dilakukan bisa memiliki
banyak alasan dan motivasi, tetapi perilaku ke-
kerasan yang dilakukan memiliki dasar penga-
laman kekerasan pada masa sebelumnya. Salah
satunya adalah pengalaman mengalami per-
lakuan kekerasan pada masa kecil. Kekerasan
terhadap anak mencakup semua bentuk tindakan
atau perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun
emosional, penyalahgunaan seksual, penelan-
taran, eksploitasi komersial (Azriana. 2015).

Kekerasan seksual terhadap anak terjadi
karena faktor lingkungan dan juga latar belakang
psikis dari si pelaku di masa lalu sebagai bentuk
ketidaksiapan mental, kemudian mempengaruhi
perilaku melakukan kekerasan seksual yang ter-
jadi secara spontan karena adanya rangsangan.
Hal tersebut dapat didukung oleh data, selama
tahun 2013 terjadi tindak kekerasan sebanyak
34 kasus, dan pada tahun 2014 terjadi tindak
kekerasan sebanyak 32 kasus, sedangkan pada
tahun 2015 (Januari sampai dengan Mei) sudah
mencapai angka 39 kasus. Selama 2015 lima
bulan berjalan, sudah melebihi jumlah kasus
selama satu tahun peningkatan yang luar biasa.
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Dilihat dari perkembangan tindak kekerasan dari
tahun 2013 sampai dengan 2015, ternyata secara
signifikan tahun 2015 paling memprihatinkan
(Erny Tumundo: 2016).

Secara nasional, kekerasan terhadap anak
setiap tahun selalu mengalami kenaikan, bah-
kan baru pada awal tahun 2015 kenaikannya
melonjak cukup tajam mencapai 4,46 persen
dibandingkan dengan kekerasan yang terjadi
pada tahun sebelumnya. Hal ini berakibat Indo-
nesia menjadi negara darurat kekerasan terhadap
anak dan harus mendapat perhatian khusus dari
pemerintah dalam upaya penanggulangan dan
pencegahan agar kekerasan terhadap anak dapat
diminimalisir (Silvanus Alvin: 2015).

Jumlah tindak kekerasan yang dialami oleh
perempuan dan anak di Provinsi Sulawesi Utara
tahun 2013-2015 (sampai bulan Mei 2015) ter-
saji pada tabel 4 berikut.

Tabel 4
Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan
Anak
Tahun  Jumlah Selesai Dalam Proses
kasus Anak Dewasa Anak Dewasa
2013 33 kasus 8 7 11 7
2014 32 kasus 12 7 7 6
2015 39 kasus 9 6 17 7

Jumlah 104 kasus 29
Sumber Data: P2TP2A Sulut (2015)

20 35 20

Data di atas menunjukkan bahwa tindak ke-
kerasan yang dialami oleh perempuan dan anak
di Provinsi Sulawesi Utara cukup mencemaskan.
Tindak kekerasan yang terjadi pada tahun 2013

dan tahun 2014 cukup signifikan, justru menga-
lami penurunan walaupun relatif sangat kecil.
Namun apabila dibandingkan tindak kekerasan
yang terjadi pada tahun 2015 (sampai bulan Mei)
jumlahnya meningkat drastis. Apabila dirinci,
tindak kekerasan yang dialami oleh anak dan
selesai diproses 29 kasus (27,88 persen), dan
dewasa 20 kasus atau 19,23 persen. Kasus yang
masih dalam diproses terdiri dari anak 35 kasus
atau 33,65 persen dan dewasa 20 kasus atau
19,23 persen.

Menurut Ketua Umum Komnas PA Arist
Merdeka Sirait, kondisi tersebut sudah sangat
memprihatinkan. Selain jumlahnya selalu me-
nunjukkan peningkatan setiap tahun, juga
persebaran kasusnya diindikasikan merata,
tidak berlebihan apabila Sulawesi Utara dapat
dikategorikan sebagai daerah darurat kekerasan
pada anak, terutama kejahatan seksual. Masalah
tersebut merupakan persoalan genting yang tidak
bisa ditunda penyelesaiannya, untuk membangun
sistem lintas sektoral mengatasinya dan harus
menjadi prioritas utama (Komas PA: 2014). Jenis
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
pada bulan Januari sampai dengan Desember
tahun 2014, dapat dilihat pada tabel 5.

Kekerasan seksual adalah pelibatan anak
dalam kegiatan seksual yang ia sendiri tidak se-
penuhnya memahami, atau tidak mampu mem-
beri persetujuan. Kekerasan seksual ditandai
dengan adanya aktivitas seksual antara anak
dengan orang dewasa atau dengan anak lain,
ditujukan untuk memberi kepuasan bagi pelaku.
Kekerasan seksual meliputi eksploitasi seksual

Tabel 5
Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Provinsi Sulawesi Utara
No Jenis Kekerasan Anak Dewasa Jumlah
f % f % f %
1  Fisik 3 15,79 3 23,08 6 18,75
2 Psikis 2 10,52 5 38,46 7 21,88
3 Kekerasan seksual 8 42,11 2 1538 10 31,25
4 Penelantaran istri dan anak 3 15,79 2 15,38 5 15,62
5 Trafficking 2 10,52 1 7,70 3 9,38
6  Kekerasan lainnya 1 5,27 - - 1 3,13
Jumlah 19 100,00 13 100,00 32 100,00

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara
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dalam prostitusi atau pornografi, pemaksaan
anak untuk melihat kegiatan seksual, memper-
lihatkan kemaluan kepada anak untuk tujuan
kepuasan seksual, stimulasi seksual, perabaan,
memaksa anak untuk memegang kemaluan orang
lain, hubungan seksual, perkosaan, hubungan
seksual yang dilakukan oleh orang yang mem-
punyai hubungan darah (incest) dan sodomi.

Data di atas menunjukkan bahwa sebagian
besar tindak kekerasan di Provinsi Sulawesi
Utara pada bulan Januari sampai Desember 2014
berupa kekerasan seksual pada anak sebanyak 8
kasus (42,11 persen). Hal tersebut mengindikasi-
kan, bahwa tindak kekerasan seksual anak tergo-
long paling tinggi apabila dibandingkan dengan
jenis kekerasan lainnya, seperti penelantaran istri
dan anak, fisik, psikis, dan trafficking. Tindak
kekerasan pada tingkat dewasa (usia di atas 18
tahun) lebih dominan pada tindak kekerasan
yang bersifat psikis 5 kasus (38,46 persen), yaitu
menjadikan korban merasa takut, was-was, terte-
kan, terancam, dan perasaan tidak tenang. Tindak
kekerasan yang sifatnya fisik 3 kasus (23,08
persen), mengakibatkan cidera fisik terhadap
anak sebagai akibat dari interaksi.

Apabila dilihat secara keseluruhan dari
tindak kekerasan, sebagian besar berupa tindak
kekerasan seksual, 10 kasus (31,25 persen),
dilanjutkan kekerasan yang sifatnya psikis 7
kasus (21,88 persen), dan fisik 6 kasus (18,75
persen). Jenis kekerasan yang paling sedikit
berupa penganiayaan, perkelahian, penodongan,
penjambretan, dan pemerasan 1 kasus (3,13
persen), dan trafficking (perdagangan anak dan

orang) 3 kasus (9,38 persen). Melihat kondisi
tersebut, tindakan pengawasan terhadap anak
perlu diintensifkan lagi, baik oleh keluarga,
masyarakat, pemuka agama dan masyarakat,
maupun lembaga pendidikan terutama dalam
lingkup pergaulan anak.

D. Upaya Penanggulangan Kekerasan Sek-
sual terhadap Anak

Penanganan tindak kekerasan seksual ter-
hadap anak secara hukum memang masih lemabh,
sehingga pelaku tidak jera bahkan dapat mengu-
langi perbuatannya. Banyak kasus yang terjadi
di pelosok desa kurang memperoleh perhatian
dalam penanganan hukum. Banyak korban (ke-
luarga) tidak tahu, harus berbuat apa pada saat
anak dan saudaranya menjadi korban kekerasan
seksual. Penanganan kasus kekerasan terhadap
anak khususnya kekerasan seksual masih sangat
jauh dari pemenuhan hak-hak korban, dalam
mencari keadilan hukum dan pemulihan fisik
serta psikis. Berbagai lembaga yang sejatinya
dibentuk oleh pemerintah untuk memberi per-
lindungan bagi korban kekerasan, seperti Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A), Unit Pelayanan Perempuan
dan Anak (UPPA) di sejumlah Polres, dan Pusat
Kirisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit,
masih belum optimal dalam menjalankan tugas
pokoknya.

Korban tindak kekerasan seksual beserta
keluarganya dalam upaya untuk memperoleh
pendampingan terhadap kasus yang dialami, da-
pat melakukan rujukan kepada berbagai lembaga

Tabel 6
Rujukan terhadap Tindak kekerasan
No RS/ Klinik Polda/ Posbakum Konselor Jumlah
Jenis Kekerasan Polres P2TP2A  P2TP2A ™2

D A D A D A D A D A

1  Fisik - - 32 - - - 1 3 3
2 Psikis - 2 1 1 - 2 1 5 2
3 Kekerasan seksual 2 7 - - - 1 2 8
4 Penelantaran istri dan anak - 1 - 1 1 - 2 2 3
5 Trafficking - 1 2 - - - - 1 2
Jumlah - 9 12 2 1 2 6 13 19

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara
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pemerhati terhadap korban kekerasan seksual,
baik yang dikelola oleh pemerintah maupun
pihak swasta berupa yayasan. Tabel 6 dimuka
mendeskripsikan tentang rujukan terhadap tindak
kekerasan di Sulawesi Utara.

Data di atas menunjukkan bahwa rujukan
terhadap tindak kekerasan sebagian besar dilaku-
kan pada Polisi Daerah Provinsi Sulawesi Utara
atau Polisi Resor Kota Manado. Pada umumnya
minta bantuan untuk mendampingi mulai dari
awal kejadian sampai pada putusan di pengadi-
lan. Mereka rata-rata juga melakukan rujukan
kepada pihak konselor di P2TP2A untuk me-
minta pertolongan terhadap permasalahan yang
mereka hadapi supaya dicarikan solusi atau jalan
keluarnya. Kekerasan yang dialami oleh orang
dewasa, rata-rata meminta rujukan kepada Polisi
Daerah Provinsi Sulawesi Utara atau Polisi Re-
sor Kota Manado untuk meminta pendampingan
terhadap perkara yang menimpanya.

Korban penelantaran baik sebagai istri mau-
pun anak, sebagian besar merujuk pada konselor
di P2TP2A, yaitu meminta bantuan pada konse-
lor untuk mencarikan jalan keluar atau solusi yang
tepat terhadap permasalahan yang dihadapinya.
Mereka yang mengalami tindak kekerasan se-
cara psikis, meminta bantuan pada konselor di
P2TP2A untuk memecahkan permasalahannya.
Pada umumnya, korban tindak kekerasan mem-
bungkam atau memang dibungkam, untuk tidak
melaporkan tindak kekerasan yang dialaminya
kepada lembaga yang menangani, mereka lebih
memilih menyelesaikan permasalahan secara
kekeluargaan. Tindak kekerasan merupakan
aib atau privasi setiap individu, sehingga tidak

mau permasalahan tersebut diketahui oleh orang
lain.

Data tabel 7 menunjukkan, bahwa sebagian
besar (71,43 persen) atau 5 kasus dari 7 kasus
tindak kekerasan seksual terhadap anak baru
sampai pada proses penyelesaian, dilanjutkan
dengan jenis kekerasan fisik dan psikis masing-
masing sebanyak 1 kasus (14,29 persen). Kasus
tindak kekerasan yang menimpa baik kekerasan
fisik, psikis, kekerasan seksual, penelantaran
istri dan anak, trafficking, maupun kekerasan
lain 12 kasus (63,16 persen) dari 19 kasus sudah
terselesaikan. Kasus kekerasan yang menimpa
orang dewasa (fisik, psikis, kekerasan seksual,
dan penelantaran istri dan anak) 7 kasus dari 13
kasus (53,85 persen) sudah terselesaikan.

Kasus tindak kekerasan yang dialami oleh
anak sebagian besar (63,16 persen) sudah
terselesaikan, kasus baru sampai pada tahap
proses (baik pada tingkat pendataan kasus, ad-
vokasi, motivasi, pemulihan trauma, maupun
pada tingkat pra peradilan) hanya 36,84 persen.
Kasus dengan korban orang dewasa sebagian
besar (53,85 persen) sudah sampai pada putus-
an pengadilan atau terselesaikan, dan belum
selesai 46,15 persen. Hal ini menjadi tanggung
jawab pengadilan negeri untuk memutuskan
perkara tindak kekerasan, baik menyangkut
orang dewasa maupun anak, mengingat bahwa
permasalahan tindak kekerasan di Provinsi Su-
lawesi Utara menunjukkan angka kenaikan yang
cukup signifikan, sehingga menambah beban
untuk segera diselesaikan.

Rekapitulasi penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak yang ditangani

Tabel 7
Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan

. Kasus selesai  Dalam proses Jumlah

No Jenis Kekerasan D A D A D A
1 Fisik 1 2 2 1 3 3
2 Psikis 3 1 2 1 5 2
3 Kekerasan seksual 2 3 - 5 2 8
4 Penelantaran istri dan anak 1 3 1 - 2 3
S Trafficking - 2 1 - 1 2
6  Kekerasan lainnya 1 0 - - 1

Jumlah 12 6 7 13 19

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara
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oleh P2TP2A mulai bulan Januari sampai Mei
2015 (39 kasus), terdiri atas kasus yang me-
nyangkut anak 26 kasus dan dewasa 13 kasus.

Jenis kekerasan yang ditangani tersaji dalam
tabel 8.

Tabel 8
Jenis Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

) Anak Dewasa Jumlah

No Jenis Kekerasan P % 7 % P %
1  Fisik 5 1924 3 23,08 8 20,51
2 Psikis 3 11,54 4 30,77 7 17,95
3 Kekerasan seksual 7 2692 1 7,69 8 20,51
4 Penelantaran istri dan anak 7 26,92 3 23,08 10 25,64
S5 Trafficking 2 7,69 - -2 5,13
6  Kekerasan lainnya 2 7,69 2 1538 4 10,26
Jumlah 26 100,00 13 100 39 100,00

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara

Data tabel 8 menunjukkan bahwa sebagian
besar tindak kekerasan yang ada di Provinsi
Sulawesi Utara pada awal tahun 2015 sampai
bulan Mei adalah kekerasan seksual pada anak,
serta penelantaran isteri dan anak 7 kasus (26,92
persen). Penelantaran adalah kegagalan dalam
menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan
istri dan anak untuk tumbuh kembang, seperti:
kesehatan, pendidikan, perkembangan emo-
sional, nutrisi, rumah atau tempat bernaung, dan
keadaan hidup aman yang layaknya dimiliki oleh
keluarga atau pengasuh.

Penelantaran istri dan anak dapat menga-
kibatkan gangguan kesehatan, gangguan per-
kembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan
sosial. Hal tersebut mengindikasikan bahwa
tindak kekerasan seksual dan penelantaran anak
tergolong tinggi apabila dibandingkan dengan

jenis kekerasan lainnya, seperti kekerasan fisik,
psikis, trafficking.

Tindak kekerasan pada orang dewasa (usia
di atas 18 tahun) lebih dominan bersifat fisik
yang mengakibatkan cidera fisik. Apabila dilihat
secara keseluruhan tindak kekerasan, sebagian
besar berupa penelantaran istri dan anak 10 kasus
(25,64 persen), dan yang paling sedikit traffick-
ing (perdagangan orang dan anak) 2 kasus (5,13
persen), dan kekerasan lainnya 4 kasus (10,26
persen) berupa penganiayaan, perkelahian, pe-
nodongan, penjambretan, dan pemerasan. Terkait
dengan rujukan terhadap tindak kekerasan yang
telah dilakukan, data dapat dilihat pada tabel 9.

Data tabel 9 menunjukkan, bahwa rujukan
terhadap tindak kekerasan sebagian besar kepada
Posbakum P2TP2A, terutama terkait tindak
kekerasan seksual yang dialami oleh anak. Pada

Tabel 9
Rujukan terhadap Tindak Kekerasan

RS/ Klinik Polda/ Posbakum Konselor
No Jenis Kekerasan Pores P2TP2A  p2Tp2A ‘umiah
D A D A D A D A D A
1 Fisik - - 2 2 1 1 2 3 5
2 Psikis - - - - - 1 4 2 4 3
3 Kekerasan seksual - 1 - 1 1 4 - 1 1 7
4 Penelantaran istri dan anak - 1 - 2 1 - 2 4 3 7
5 Trafficking - - - - - 1 - 1 -2
6  Kekerasan lainnya - - - - 2 1 - 1 2 2
Jumlah - 2 - 5 6 8 7 11 13 26

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara
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umumnya korban tindak kekerasan seksual ter-
hadap anak minta bantuan kepada P2TP2A
untuk mendampingi, mulai dari awal kejadian
sampai pada putusan pengadilan. Korban pe-
nelantaran, baik sebagai istri maupun anak,
sebagian besar merujuk pada konselor yang ada
di P2TP2A, meminta bantuan pada konselor
untuk mencarikan jalan keluar atau solusi yang
tepat terhadap permasalahan yang dihadapi.
Mereka yang mengalami tindak kekerasan psi-
kis, meminta bantuan pada konselor di P2TP2A
untuk memecahkan permasalahannya. Tabel 10
berikut merupakan data penyelesaian terhadap
beberapa kasus tindak kekerasan yang dilakukan
oleh P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara.

Data tabel 10 dapat dimaknai, bahwa se-
bagian besar (85,71 persen) atau 6 kasus dari
17 kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak
baru sampai pada proses penyelesaian, dan jenis
kekerasan berupa penelantaran istri dan anak
71,43 persen atau 5 kasus dari 17 kasus yang
ada. Kasus tindak kekerasan psikis 3 kasus
(75 persen) dari 4 kasus sudah terselesaikan.
Kasus tindak kekerasan yang menimpa anak
dan prosesnya selesai adalah kasus trafficking.
Banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap
anak yang belum terselesaikan atau masih dalam
proses penyelesaian, disebabkan pelaku dan kor-
ban adalah anak yang masih bersekolah. Proses
persidangan ataupun penyelesaian kasusnya
disesuaikan dengan kegiatan sekolah anak.

Kasus tindak kekerasan yang dialami oleh
anak sebagian besar (65,38 persen) masih da-
lam proses, baik pada tingkat pendataan kasus,
advokasi, motivasi, pemulihan trauma, maupun

pada tingkat pra peradilan, sedangkan kasus
dengan korban dewasa 53,85 persen. Kasus
tindak kekerasan yang telah selesai ditangani,
baik dengan damai, secara kekeluargaan maupun
putusan pengadilan dengan korban orang dewasa
46,15 persen, dan kasus dengan korban anak
34,62 persen. Kasus dengan korban anak diper-
timbangkan berbagai hal, seperti masih sekolah,
bimbingan dan pendampingan dari orangtua,
serta pertimbangan masa depan anak.

Data kasus kekerasan terhadap perempuan
dan anak diyakini sebagai fenomena gunung
es, karena kasus yang dicatat, dilaporkan, dan
ditangani hanya sebagian kecil dari besaran
jumlah kasus yang sesungguhnya. Masih banyak
korban yang bungkam atau dibungkam, kondisi
tersebut diperburuk dengan keterbatasan lem-
baga layanan bagi perempuan dan anak korban
kekerasan.

Masyarakat dan pemerintah sepakat bahwa
tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak
harus diperangi secara tuntas, perlu ada koordi-
nasi secara rutin antara pemerintah dan berbagai
lembaga layanan korban perempuan dan anak.
Keterbatasan lembaga belum bisa merangkul
semua korban, terutama karena keterbatasan
dana, tenaga dan lemahnya mekanisme koordi-
nasi penanganan korban, serta kualitas pelayanan
yang belum optimal (Syafiq Syeirozi. 2014).

Penanganan terhadap tindak kekerasan pada
anak dilakukan melalui upaya: Pencegahan,
dapat dilakukan secara bersama dalam bentuk
sosialisasi hak-hak anak dan sejumlah peraturan
ditengah-tengah kehidupan masyarakat dan ke-
luarga. Deteksi dini, bagi anak-anak yang rentan

Tabel 10
Penyelesaian Kasus Tindak Kekerasan

No Jenis Kekerasan Kasus selesai  Dalam proses Jumlah
D A D A D A

1 Fisik 1 2 2 3 3 5
2 Psikis 3 1 1 2 4 3
3 Kekerasan seksual - 1 1 6 1 7
4  Penelantaran istri dan anak - 2 3 5 37
5 Trafficking - 2 - - -2
6  Kekerasan lainnya 2 1 - 1 2 2
Jumlah 6 9 7 17 13 26

Sumber Data: P2TP2A Provinsi Sulawesi Utara
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terhadap terjadinya tindak kekerasan serta dalam
lingkungan keluarga dan masyarakat, dilakukan
langkah cepat (quick response) untuk menge-
vakuasi sementara anak ke tempat yang aman,
serta memberi peringatan dini kepada lingkung-
an keluarga yang rentan melakukan kekerasan,
anak-anak yang rentan terhadap intervensi krisis,
anak-anak yang mengalami kekerasan, dilakukan
melalui pendekatan intervensi krisis. Aktivitas
ini dilakukan dengan mendampingi korban dan
keluarga untuk melakukan upaya hukum, serta
melakukan terapi terhadap trauma yang diakibat-
kan oleh tindak kekerasan (Arif Gosita. 1985).

Kekerasan seksual terhadap anak sudah
menjadi ancaman yang serius, bahkan tempat
yang dianggap paling aman yakni keluarga dan
sekolah juga rentan terhadap kekerasan seksual.
Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak,
yang perlu dilakukan meliputi tumbuhkan ke-
beranian pada anak, ajarkan kepada anak untuk
berani menolak jika diperlakukan tidak baik
oleh seseorang. Harus berani melaporkan an-
caman tindakan kekerasan kepada orang yang
dapat melindunginya, seperti orang tua, petugas
keamanan, dan guru di sekolah, untuk tidak ta-
kut jika diancam seseorang atau diiming-imingi
imbalan tertentu.

Memberikan pakaian yang tidak terlalu ter-
buka, untuk menghindari tindakan yang tidak
diinginkan pada anak. Tidak ada salahnya mem-
berikan pakaian yang sopan dan tertutup, karena
pakaian yang terbuka akan semakin menarik
perhatian para pelaku kejahatan seksual pada
anak.Memperkenalkan fungsi organ intim, hal
yang tidak kalah penting yaitu memberi penger-
tian mengenai organ intim. Organ intim adalah
privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang
lain. Mengajarkan nilai agama, nilai keagamaan
perlu ditanamkan untuk menumbuhkan semangat
tanggung jawab pada pribadi anak. Banyak hal
positif yang dapat diambil dari mengajarkan
nilai-nilai keagamaan, seperti keadilan, kejujur-
an, kedisiplinan, respect terhadap kebaikan, dan
berani menolak kejelekan. Menjalin hubungan
komunikasi dengan anak senyaman mungkin.
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Orang tua adalah tempat pengaduan segala ke-
luh kesah anak. Anak supaya terbuka mengenai
segala aktivitas yang telah dikerjakan, sehingga
orangtua siap menjadi tempat curahan hati bagi
anak (ICRP: 2016).

E. Penutup

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan
pelanggaran HAM berat, dan diletakkan seba-
gai kejahatan luar biasa (extraordinary crime),
karena kerusakan yang disebabkan mengancam
masa depan generasi bangsa. Kekerasan seksual
terhadap anak, dapat merusak aset yang paling
penting dan berharga, merusak masa depan anak
sebagai generasi penerus bangsa. Korban ke-
kerasan seksual tidak hanya mengalami kelukaan
fisik, kerusakan organ tubuh dan seksualitasnya,
serta terjangkiti penyakit infeksi menular sek-
sual, tetapi korban juga mengalami trauma berat
sepanjang hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di-
uraikan di atas dapat disimpulkan, bahwa pe-
nyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap
anak di Provinsi Sulawesi Utara, kurangnya
intensitas interaksi yang dilakukan orangtua
terhadap anak. Hukuman yang dijatuhkan ke-
pada pelaku kejahatan seksual belum seimbang
dengan besarnya dampak yang dilakukan. Kema-
juan teknologi yang berdampak pada perkem-
bangan psikologi anak tanpa adanya kontrol
dari orangtua, diperparah dengan minimnya
pendidikan mental dan rohani bagi anak, dan
kehidupan pergaulan yang cukup bebas diantara
anak muda pria dan wanita, serta didukung oleh
tingkat pendidikan dan pengetahuan rendah se-
hingga tidak dapat berfikir secara logis.

Berbagai penyebab terjadinya kekerasan
seksual terhadap anak seperti tersebut di atas,
dibutuhkan terciptanya suatu kehidupan kelu-
arga yang harmonis sehingga ada keterbukaan
di antara anggota keluarga. Agar kekerasan
seksual terhadap anak tidak terulang, sebaiknya
pelaku dihukum seberat-beratnya. Pemerintah
seharusnya dapat melakukan kontrol terhadap
berbagai tayangan, baik di televisi, video, mau-
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pun film yang berbau kekerasan dan pornografi.
Orangtua harus dapat mengontrol akvititas anak
sehari-hari, dengan teman sebaya, mengajarkan
untuk berpakaian sopan dan beretika dalam
pergaulan.

Di Provinsi Sulawesi Utara ada beberapa
lembaga yang memiliki kepedulian terhadap
tindak kekerasan seksual kepada anak, baik
pemerintah maupun lembaga swasta. Korban
kekerasan seksual dan keluarga dapat menga-
jukan rujukan dan pengaduan kepada berbagai
lembaga tersebut untuk memperoleh pelayanan
dan pendampingan sampai kasusnya tuntas.
Beberapa lembaga yang menangani masalah
kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak
yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, meliputi
Swara Parangpuan; Pusat Pelayanan Terpadu
Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A);
Unit Pelayanan Perempuan dan Anak; serta Ru-
mah Sakit Bhayangkara.

Orangtua memiliki peran yang sangat pen-
ting dalam mencegah terjadinya kasus kekerasan
seksual terhadap anak, terlebih lagi dengan
perkembangan teknologi komunikasi yang
begitu cepat, tidak ada batas tentang informasi
yang disuguhkan, sehingga dapat mempengaruhi
perilaku anak. Orangtua harus lebih waspada
terhadap perkembangan dan pergaulan anak,
mengingat perkembangan informasi tidak bisa
ditebak.Akibat akses informasi yang begitu ter-
buka, membuat anak-anak belum bisa memilah
secara positif dampak teknologi, sehingga dapat
berakibat pada timbulnya kasus kekerasan sek-
sual terhadap anak.

Penanggulangan terhadap korban kekerasan
terhadap anak membutuhkan keterlibatan semua
pihak. Berbagai lembaga penangan layanan ke-
kerasan seksual terhadap anak di Provinsi Sula-
wesi Utara dituntut lebih proaktif untuk me-
nindaklanjuti beberapa kasus yang bisa diketahui
melalui media massa, tidak perlu ada pengaduan
tetapi bisa ditindaklanjuti dengan melakukan
pendekatan. Penanganan kekerasan yang bersifat
fisik, menjadi kewajiban pihak kesehatan untuk
menyembuhkan, tetapi bagi yang mengalami

trauma membutuhkan pendekatan dan dukungan
dari berbagai pihak sebagai rasa empati kepada
korban. Sebaiknya di setiap kasus ada advokasi
oleh lembaga penanganan layanan kepada anak
korban kekerasan seksual. Perlu didukung
adanya langkah-langkah konkrit yang dilakukan
oleh semua pihak dalam mengatasi masalah tin-
dak kekerasan seksual terhadap anak. Pelayanan
yang berkualitas, menyeluruh dan berkelanjutan
belum menjadi komitmen pemerintah daerah
provinsi Sulawesi Utara.

Pemerintah daerah, aparat penegak hukum,
dan lembaga perlindungan anak masih berjalan
sendiri-sendiri dalam menangani masalah tindak
kekerasan seksual terhadap anak. Perlu adanya
sinergi antara lembaga dalam memberi perlin-
dungan terhadap anak. Oleh karena itu, harus
ada visi dan misi perlindungan terhadap anak
yang sama, perlu disusun standard operating
prosedure (SOP) untuk dapat dilaksanakan dan
dijalankan dengan sebaik-baiknya, sehingga
tidak ada lagi ego sektoral dalam melakukan
penanganan masalah kekerasan seksual ter-
hadap anak.

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan kegiatan investigasi, pence-
gahan, dan penanggulangan korban kekerasan
seksual terhadap anak, perlu dilakukan secara
terpadu dengan melibatkan institusi terkait,
termasuk bantuan hukum.Penanganan hukum
kasus kekerasan seksual terhadap anak masih
minim, penyidikan kasus kekerasan seksual ter-
hadap anak, banyak yang dihentikan dan pelaku
dibebaskan karena kurang bukti. Di tingkat
pengadilan, vonis hukuman yang dijatuhkan se-
ringkali sangat ringan dan tidak setimpal dengan
perbuatannya, sementara korban khususnya anak
mengalami dampak buruk terkait perkembang-
annya di kemudian hari, aparat penegak hukum
agar lebih jeli dalam menangani kasus kekerasan
seksual terhadap anak.

Kendala yang harus dihadapi di dalam me-
lakukan penanggulangan kekerasan seksual
pada anak, berkaitan dengan pihak aparat pe-
negak hukum yang selalu berkeberatan jika
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mengetahui praktek kekerasan seksual telah
berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan
terjadi lebih dari satu kali. Pihak aparat penegak
hukum tidak jarang mengubah penggunaan
pasal persetubuhan menjadi percabulan, dengan
alasan bukan perkosaan kalau terjadi berulang-
kali. Pembuktian kekerasan seksual disamakan
dengan pembuktian kejahatan pada umumnya,
tidak ada daya dukung minimal di tingkat ke-
luarga atas segala yang dialami. Pihak anggota
keluarga seharusnya bersedia mengangkat kasus
kejahatan yang terjadi ini menjadi salah satu
faktor penentu bagi korban untuk melakukan
upaya hukum. Akan tetapi tidak jarang korban
harus berhadapan secara negatif dengan anggota
keluarga, dengan segala pertimbangan karena
adanya ancaman dan intimidasi, korban untuk
mencabut laporannya.

Berdasarkan kesimpulan di atas, direkomen-
dasikan agar diciptakan kehidupan keluarga yang
harmonis, sehingga intensitas interaksi yang
dilakukan oleh orangtua terhadap anak sering ter-
jadi dan intens, serta dapat mengawasi aktivitas
anak. Hukuman yang seberat-beratnya ditambah
dengan pemberatan bagi pelaku kejahatan sek-
sual. Pemerintah memperketat terhadap tayangan
televisi, video, dan film yang lebih banyak me-
nampilkan tindak kekerasan berbau pornografi.
Masyarakat, sekolah, dan keluarga lebih intens
dalam mengajarkan tentang perilaku atau bere-
tika kepada anak dalam kehidupan sehari-hari.
Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal
Rehabilitasi Sosial cq. Direktorat Anak, diharap-
kan dapat memperkecil tingkat tindak kekerasan
seksual terhadap anak, mengingat bahwa kondisi
saat ini sudah sangat memprihatinkan dan masuk
dalam kategori darurat kekerasan seksual ter-
hadap anak.
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Abstract

The research aims to know the influence of the work ability towards social escort’s performance of FHP. The
influence of work motivation towards social escort s performance of FHP. The influence between the work ability and work
motivation jointly on the work performance of social escorts of PKH. The subjects of the research were 39 people. The
technique of colleting data used questionares, interviews, and documentary analysis. The analysis of the data used statistical
program SPSS regression technique.The results showed that the effect of working ability (X1) on the work performance
(Y) with a regression coefficient of 0.326. The effect of work motivation (X2) on the work performance (Y) was significant
with a regression coefficient of 0.557. The effect of jointly working ability and work motivation (X1 and X2) on the work
performance (Y) with the coefficient of determination (R2) of 77.2 percent. Based on the analysis that the ability to work
(X1) had significant influence on the work performance (Y), the first hypothesis was accepted. The analysis of the second
hypothesis that motivation (X2) has a significant influence, so that the second hypothesis was accepted. The analysis of the
third hypothesis that the ability to work (X1) and motivation (X2) has significant influence jointly on the performance (Y),
so that the third hypothesis was accepted. The recommendation that was to improve the ability and motivation of social
escort of FHP through training and technical assistance so that its performance gradually increased.

Keywords: work ability; work motivation; performance.
Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH,
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH, pengaruh antara kemampuan kerja dan motivasi kerja
secara bersama-sama terhadap kinerja pendamping sosial PKH. Subyek yang diteliti 39 orang, teknik pengumpulan data
menggunakan angket, wawancara, telaah dokumen. Analisis data menggunakan teknik regresi program statistik SPSS. Hasil
analisis menunjukkan bahwa pengaruh kemampuan kerja (X1) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,326.
Pengaruh motivasi kerja (X2) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien regresi sebesar 0,557. Pengaruh secara bersama-sama
kemampuan kerja dan motivasi kerja (X1 dan X2) terhadap kinerja (Y) dengan koefisien determinasi (R?) sebesar 77,2
persen. Berdasarkan hasil analisis terhadap hipotesis pertama bahwa kemampuan kerja (X1) mempunyai pengaruh signifikan
terhadap kinerja (Y), sehingga hipotesis pertama diterima. Hasil analisis terhadap hipotesis kedua bahwa motivasi kerja
(X2) mempunyai pengaruh signifikan), sehingga hipotesis kedua diterima. Hasil analisis terhadap hipotesis ketiga bahwa
kemampuan kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap kinerja
(Y), sehingga hipotesis ketiga diterima. Rekomendasi, hendaknya dapat lebih meningkatkan kemampuan dan motivasi
kerja pendamping sosial PKH melalui pelatihan dan bimbingan teknis, sehingga kinerjanya meningkat secara bertahap.

Kata kunci: kemampuan kerja; motivasi kerja; kinerja

A. Pendahuluan. buruk, terbatasnya pemilikan rumah tinggal yang

Kemiskinan ditandai oleh berbagai keter- layak huni, pendidikan dan keterampilan yang
batasan yang mengakibatkan rendahnya kualitas rendah, hubungan sosial dan akses informasi
kehidupan seperti: rendahnya penghasilan, gizi yang terbatas, tingginya angka kematian bayi,
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balita, ibu melahirkan serta kondisi sanitasi ling-
kungan yang jelek. Kemiskinan merupakan suatu
situasi dan kondisi yang dialami seseorang atau
sekelompok orang yang tidak mampu menye-
lenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang
dianggap manusiawi (Bappenas, 2002). Badan
Pusat Statistik (2002) mendefinisikan kemiskin-
an, sebagai kondisi seseorang hanya dapat me-
menuhi kebutuhan makan kurang dari 2.100 per
kapita per hari. Dari kedua pengertian tersebut
dapat dijelaskan, bahwa kemiskinan dipandang
sebagai keadaan sosial ekonomi seseorang atau
sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasar (antara lain: sandang, pangan,
rumah tinggal, pendidikan dan kesehatan) untuk
mempertahankan dan mengembangkan kehidup-
an yang lebih baik. Indikator dari kemiskinan
meliputi: Luas tanah bangunan tempat tinggal
kurang dari 8 m2 per orang, jenis lantai bangunan
tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, kayu
murahan, jenis dinding tempat tinggal terbuat
dari bambu atau kayu berkualitas rendah, tembok
tanpa pelester, tidak memiliki fasilitas buang air
besar atau bersama-sama dengan rumah tangga
lain, sumber penerangan rumah tangga tidak
menggunakan listrik, sumber air minum berasal
dari sumur, mata air tidak terlindung, sungai, air
hujan, bahan bakar untuk memasak sehari-hari
adalah kayu bakar, arang, minyak tanah, hanya
mengkonsumsi daging, ayam, susu satu kali
dalam seminggu, hanya membeli satu stel paka-
ian baru dalam setahun, hanya sanggup makan
sebanyak satu atau dua kali dalam sehari, tidak
sanggup membayar biaya pengobatan di puskes-
mas, poliklinik, sumber penghasilan kepala
rumah tangga adalah petani dengan luas lahan
0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh perkebunan
dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per
bulan, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga:
tidak sekolah, tidak tamat SD, hanya SD, tidak
memiliki tabungan, barang yang mudah dijual
dengan nilai Rp 500.000,- seperti sepeda motor
(kredit, non-kredit), emas, ternak, kapal motor
(BPS, 2002).
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Berdasarkan indikator kemiskinan tersebut,
kemiskinan dibagi menjadi tiga tingkatan: Ham-
pir miskin, apabila memenuhi 6-9 indikator. Mis-
kin, apabila memenuhi 9-12 indikator, dan sangat
miskin, fakir miskin, apabila memenuhi 12-14
indikator (BPS, 2002). Hasil Sensus Penduduk
Tahun 2010 yang dipublikasikan BPS menunjuk-
kan, angka kemiskinan di Indonesia 31,3 juta
jiwa, menurun menjadi 30,03 juta pada bulan
maret 2011 dan kembali menurun pada tahun
2012 dan 2013 masing-masing menjadi 29,13
juta jiwa dan 28,07 juta jiwa. Angka kemiskinan
di Kabupaten Bantul juga mengalami penu-
runan, yaitu tahun 2010 berjumlah 129.614 jiwa,
menjadi 127.479 jiwa tahun 2011, tahun 2012
126.980 jiwa dan tahun 2013 : 122.021 jiwa
(Bappeda Kabupaten Bantul). Berdasarkan data
tersebut tampak, meskipun terjadi penurunan
tetapi jumlahnya masih rendah. Secara nasional
dari tahun 2010-2013 rata-rata penurunannya
hanya 1,16 juta jiwa. Di kabupaten Bantul, dari
tahun 2010-2013 rata-rata tingkat penurunannya
hanya 0,62 persen, walaupun terjadi penurunan
jumlah penduduk miskin tetapi jumlahnya hanya
sedikit, sehingga kemiskinan masih merupakan
masalah sosial yang serius.

Dalam rangka percepatan penanggulangan
kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah In-
donesia telah melaksanakan Program Bantuan
Tunai Bersyarat, dikenal dengan nama Program
Keluarga Harapan (PKH), guna terlaksananya
percepatan penanggulangan kemiskinan seka-
ligus pengembangan kebijakan di bidang per-
lindungan sosial. Berdasarkan Pedoman Umum
PKH yang dikeluarkan oleh Direktorat jenderal
Perlindungan dan Jaminan sosial Kementerian
Sosial RI tahun 2014, bahwa PKH adalah pro-
gram yang memberi bantuan tunai bersyarat
kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM,
keluarga sangat miskin, KSM). Sebagai imbal-
annya KSM, diwajibkan memenuhi persyaratan
yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas
sumber daya manusia, yaitu pendidikan dan ke-
sehatan.Tujuan umum PKH adalah meningkat-
kan kualitas sumber daya manusia, dan mengu-
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bah pandangan, sikap, serta perilaku RTSM,
KSM untuk lebih dapat mengakses layanan
kesehatan dan pendidikan yang diharapkan
dapat memutus rantai kemiskinan. Tujuan
tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat
pencapaian target Milenium Development Goals
(MDG ). Mulai tahun 2014, dalam rangka per-
cepatan pencapaian tujuan PKH, secara bertahap
para pendamping sosial PKH mulai 2007 diberi
pelatihan pertemuan peningkatan kemampuan
keluarga (P2K2) (Family Development session,
FDS) dengan materi utama meliputi: Pengasuhan
dan pendidikan anak, mengelola keuangan dan
merencanakan usaha, pemberdayaan, kesehatan
dan gizi, pencegahan kekerasan dan keterlan-
taran pada anak serta kesejahteraan keluarga.
Pendamping sosial PKH selama satu tahun sete-
lah mengikuti pelatihan diwajibkan untuk me-
nyampaikan pengetahuan dan keterampilannya
kepada peserta PKH, yaitu ibu-ibu keluarga sa-
ngat miskin (KSM) yang menjadi dampingannya
melalui pertemuan kelompok bulanan. Tujuan
Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga
(P2K2) tersebut meliputi: Meningkatkan penge-
tahuan praktis mengenai kesehatan, pendidikan,
ekonomi dan kesejahteraan keluarga, meningkat-
kan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai
anggota masyarakat, menjaga dan memperkuat
perubahan perilaku positif terkait pendidikan,
kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan keluarga,
meningkatkan keterampilan orang tua dalam bi-
dang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kese-
jahteraan keluarga, meningkatkan kemampuan
peserta untuk mengenali potensi yang ada pada
diri dan lingkungannya agar dapat digunakan
dalam peningkatan kesejahteraan keluarga dan
masyarakat, memberi pemahaman kepada pe-
serta untuk menemukan potensi lokal agar dapat
dikembangkan secara ekonomi.

Berdasarkan Pedoman Umum PKH (2009),
kerangka kelembagaan PKH terdiri dari lembaga
terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun
kabupaten, kota, serta unit pelaksana program
keluarga harapan (UPPKH) yang dibentuk di
pusat, provinsi, kabupaten, kota dan kecamatan.

UPPKH kecamatan dibentuk di setiap kecamatan
yang terdapat peserta PKH. UPPKH Kecamatan
merupakan ujung tombak PKH karena unit ini
berhubungan langsung dengan peserta PKH. Per-
sonil UPPKH kecamatan terdiri dari pendamping
PKH. Jumlah pendamping disesuaikan dengan
jumlah peserta PKH yang terdaftar di kecama-
tan. Satu orang pendamping mendampingi 150
sampai 375 KSM peserta PKH yang disesuaikan
menurut kondisi daerah. UPPKH kecamatan
yang memiliki lebih dari tiga tenaga pendamping
diangkat seorang koordinator pendamping. Pen-
damping dan koordinator pendamping ditunjuk
dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perlin-
dungan dan Jaminan sosial Kementerian Sosial
RI sesuai tugas pokok dan fungsinya.

UPPKH kecamatan merupakan suatu organi-
sasi yang memerlukan pengelolaan terpadu,
baik oleh pendamping sosial sebagai pelaksana
pendampingan maupun oleh koordinator seba-
gai pengendali kegiatan di UPPKH kecamatan.
Koordinasi yang baik oleh koordinator pendam-
ping sosial melahirkan pencapaian tujuan pen-
dampingan bagi penerima manfaat. Keterpaduan
kerja pendamping sosial dalam melaksanakan
kegiatan pemdampingan serta penciptaan situasi
yang kondusif merupakan prasyarat keberhasilan
tujuan UPPKH kecamatan.

Salah satu faktor yang menjadi tolok ukur
keberhasilan UPPKH kecamatan adalah kinerja
pendamping sosial. Kinerja pendamping sosial
merupakan gambaran hasil kerja yang dilakukan
pendamping sosial berkaitan dengan tugas yang
diemban dan merupakan tanggung jawabnya. Se-
suai dengan Pedoman Buku Kerja Pendamping
yang dikeluarkan Kemensos RI (2009:16-17),
pendamping sosial PKH memiliki tugas yang
sangat penting dalam pelaksanaan program di
lapangan: Tugas persiapan program dan tugas
rutin. Tugas persiapan program meliputi peker-
jaan yang harus dilakukan pendamping untuk
mempersiapkan pelaksanaan program, dilak-
sanakan sebelum pembayaran pertama diberikan
kepada penerima manfaat. Tugas rutin meliputi:
Menerima pemutakhiran data peserta PKH dan
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mengirimkan ke UPPKH Kabupaten, Kota,
menerima pengaduan dari ketua kelompok atau
peserta PKH serta dibawah koordinasi UPPKH
Kabupaten, Kota melakukan tindak lanjut atas
pengaduan yang diterima, melakukan kunjung-
an insidentil khususnya kepada peserta PKH
yang tidak memenuhi komitmen, melakukan
pertemuan dengan semua peserta tiap enam
bulan untuk resosialisasi (program dan kema-
juan, perubahan dalam program), melakukan
koordinasi dengan aparat setempat dan pemberi
pelayanan pendidikan dan kesehatan, melaku-
kan pertemuan bulanan dengan ketua kelompok,
melakukan pertemuan bulanan dengan pelayanan
kesehatan dan pendidikan di lokasi pelayanan
terkait, melakukan pertemuan triwulan dan tiap
semester dengan seluruh pelaksana kegiatan:
UPPKH daerah, pendamping, pelayan kesehatan
dan pendidikan. Pendamping sosial memegang
peranan strategis, baik dalam mengelola ke-
giatan pendampingan maupun dalam mengelola
administrasi yang dapat menunjang keberhasilan
tujuan PKH (Pedoman PKH, 2009).

Jumlah pendamping PKH di Indonesia
sampai tahun 2014 : 13.307 orang, sedangkan
jumlah pendamping PKH di kabupaten Bantul
39 orang. Permasalahan dalam pelaksanaan
PKH yang menonjol, khususnya yang terkait
dengan kinerja pendamping sosial PKH meli-
puti: pelaksanaan verifikasi kehadiran peserta
PKH masih mengalami keterlambatan, validasi
data KSM, pemutakhiran data peserta PKH yang
belum maksimal dan kondisi geografi yang sulit
bagi daerah tertentu (Direktorat Jaminan sosial
Kemensos RI, 2015). Terkait verifikasi kehadiran
peserta ke lembaga pendidikan dan kesehatan,
setiap bulan pendamping PKH wajib melakukan
verifikasi kehadiran ke semua sekolah (setingkat
SD, SMP dan SMA) dan ke fasilitas kesehatan
(seperti puskesmas, posyandu, puskesmas pem-
bantu, poliklinik desa) sesuai dengan jumlah
dampingannya dan melaporkan ke UPPKH
kabupaten, kota. Data verifikasi sangat penting
karena peserta yang tidak memenuhi kewajiban
di fasilitas kesehatan dan pendidikan mendapat
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pengurangan bantuan pada bulan berikutnya.
Pendamping sosial juga berkewajiban melakukan
pemutakhiran data peserta PKH sesuai dengan
perkembangan yang dialami peserta PKH. Mi-
salnya, perubahan kondisi ibu dari belum hamil
menjadi hamil, dari hamil menjadi melahirkan,
dan memasuki masa nifas. Kondisi anak, dari
belum sekolah lalu masuk SD, tamat SD, masuk
SMP, tamat SMP, masuk SMA, pindah sekolah,
pindah rumah, dan meninggal dunia.
Permasalahan kondisi geografis, khususnya
dialami pendamping sosial yang berada di luar
pulau jawa, di daerah kepulauan, pegunungan,
perdesaan dan wilayah hutan. Kondisi geografis
tersebut menjadi kendala bagi pendamping sosial
dalam melaksanakan pendampingan dan dalam
memenuhi administrasi yang harus diselesai-
kan setiap bulan. Sulitnya kondisi geografis
turut menyumbang pada terjadinya masalah
verifikasi dan pemutakhiran data. Khusus untuk
permasalahan yang dihadapi pendamping sosial
PKH di Kabupaten Bantul, antara lain sulitnya
verifikasi kehadiran penerima PKH di fasilitas
kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak peserta
PKH yang tinggal di luar DIY, karena tinggal
dengan pihak lain (saudaranya, nenek, paman).
Tahun 2013 juga mencatat adanya exclusive er-
ror (penerima yang tidak sesuai kriteria program,
tidak miskin lagi) serta masih adanya penerima
PKH yang belum mempunyai kartu perlindungan
sosial, kartu kesejahteraan keluarga sehingga
anak mereka tidak bisa mendapat bantuan siswa
miskin, kartu indonesia pintar, kartu indonesia
sehat (Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2015).
Memperhatikan permasalahan yang dihadapi
dalam pelaksananaan PKH, diharapkan pelaksa-
naan verifikasi kehadiran peserta PKH di fasilitas
pendidikan dan kesehatan dapat berjalan lancar
dan tepat waktu, tidak adanya penerima PKH
yang tidak sesuai kriteria program serta tidak
adanya penerima PKH yang tidak mempunyai
kartu keluarga sejahtera. Permasalahan tersebut
diperlukan langkah-langkah untuk mencari solu-
sinya sehingga pelaksanaan PKH dapat berjalan
baik dan lancar. Untuk mengatasi permasalahan
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yang terkait dengan pelaksanaan PKH, khusus-
nya yang terkait dengan pendampingan sosial
PKH, yaitu sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
dari pendamping sosial PKH tersebut.

Seorang pendamping sosial, persoalan yang
dihadapi adalah bagaimana dapat meningkat-
kan kemampuan kerja dan memacu motivasi
kerja dalam melaksanakan tugas sehingga tujuan
utama PKH dapat tercapai dengan baik. Rob-
bins (1998), menjelaskan bahwa kemampuan
(ability) merupakan kapasitas seorang individu
untuk melakukan beragam tugas dalam suatu
pekerjaan. Kemampuan adalah sebuah pernilaian
terkini yang dapat dilakukan seseorang. Hamzah
B Uno (2007) menyebutkan, bahwa motivasi
erat hubungannya dengan perilaku dan prestasi
kerja. Hal ini memberi arti bahwa makin baik
motivasi seseorang dalam melakukan peker-
jaannya, makin baik pula prestasi kerjanya, atau
sebaliknya. Lebih lanjut Hamzah B. Uno (2007),
menjelaskan bahwa motivasi kerja adalah suatu
dorongan mental yang muncul dari dalam dan
luar diri untuk melaksanakan tugas. Pendamping
sosial PKH, tugas dan tanggung jawab tersebut
terlihat pada pelaksanaan pendampingan yang
dilaksanakan akibat dorongan dari dalam dirinya
dan dari luar dirinya seperti dari koordinator
UPPKH kecamatan, kabupaten, wilayah, UP-
PKH pusat.

Pertanyaan yang diajukan meliputi seberapa
besar tingkat kemampuan kerja para pendam-
ping sosial PKH dalam menerima dan berupaya
mencapai tujuan PKH? Seberapa besar tingkat
motivasi kerja pendamping sosial PKH? Sebe-
rapa besar tingkat kinerja pendamping sosial
PKH dalam melaksanakan tugas pendampingan
terhadap keluarga sangat miskin di kabupaten
Bantul? Untuk menjawab pertanyaan tersebut,
diperlukan penelitian empirik, yang dapat di-
jadikan masukan bagi UPPKH kecamatan,
Kabupaten, Kepala Dinas Sosial Kabupaten
Bantul, untuk meningkatkan kemampuan kerja,
motivasi kerja, dan kinerja pendamping sosial
PKH di lapangan.

B. Penggunaan Metode Penelitian.

Metode pengumpulan data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah penyebaran kue-
sioner sebagai metode pokok dengan meng-
gunakan skala 5 (lima) pilihan jawaban: sangat
setuju (SS), setuju (S), kurang setuju (KS), tidak
setuju (TS), sangat tidak setuju (STS). Sistem
pernilaian masing-masing pernyataan berbeda.
Pernyataan yang bersifat positif skor jawaban
bergerak dari 5 (sangat setuju), 4 (setuju), 3
(kurang setuju), 2 (tidak setuju) dan 1 (sangat
tidak setuju). Pernyataan yang bersifat negatif
skor jawaban bergerak dari 1 (sangat setuju), 2
(setuju), 3 (kurang setuju), 4 (tidak setuju) dan
5 (sangat tidak setuju). Skala yang digunakan
dalam penelitian ini adalah skala kemampuan
kerja, motivasi kerja dan kinerja.

Wawancara sebagai metode bantu digunakan
untuk menggali data tentang gambaran umum
pelaksanaan PKH di Kabupaten Bantul. Metode
penentuan sampel secara sensus atau sampel total
karena populasi kecil. Jumlah populasi dan sam-
pel sebanyak 39 orang pendamping sosial yang
ada di Kabupaten Bantul. Variabel dalam pene-
litian ini ada tiga, variabel bebas: Kemampuan
kerja dan Motivasi kerja. Variabel tergantung:
Kinerja. Gambaran pengaruh masing-masing
variabel bebas, dengan variabel tergantung dapat
dilihat pada kerangka pikir penelitian sebagai
berikut. Gambar 1, kerangka Pikir Penelitian
tentang pengaruh kemampuan kerja dan motivasi
kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH
di Kabupaten Bantul.

Kemampuan kerja
(X1)

Kinerja
(Y)

A 4

Motivasi kerja
(X2)
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Untuk menguji kehandalan instrumen di-
lakukan uji validitas dan reliabilitas. Uji Va-
liditas: Analisis validitas item dilakukan tiap
faktor dengan langkah-langkah sebagai berikut.
Menghitung skor item dan skor faktor (total skor
item). Menghitung korelasi product moment
antara item dengan faktor

NEXY - (ZX) (Y)

[{NZX? - (ZX)?} {NZY? - (ZY)*}]'2
r,= korelasi product moment
N = jumlah subyek
X = skor item

Y = skor faktor (total skor item)

Mengoreksi korelasi product moment

(r,) (SB)-(SB)

{(SB,)* + (SB,)? - 2(r, )(SB )(SB)} 2

L, = koefisien korelasi koreksi (Corrected
Item Total Correlatioan)

SBy = Simpangan baku (standar deviasi) faktor

SBx = Simpangan baku (standar deviasi) item

Menggugurkan item-item yang tidak valid.
Dalam menentukan batas untuk menggugurkan
item ada beberapa pendapat. Menentukan batas
r. Misal ditentukan batas 0,3. jika 7ot T vt maka
item gugur (tidak valid). Menggunakan r_
sebagai batas, jika 7S Viabel maka butir gugur.
Besarnya r tabel tergantung derajat bebas (N-2)
dan o yang digunakan. Hipotesis yang digunakan
adalah hipotesis 1 sisi positif maka r tabel yang
digunakan juga 1 sisi.

Pada penelitian ini uji validitas yang diguna-
kan adalah dengan teknik alpha cronbach dengan
menggunakan program SPSS. Skala kemampuan
kerja, jumlah item seluruhnya sebanyak 69. Hasil
analisis validitas pada skala kemampuan kerja
terdapat 13 item yang gugur, sedangkan item
yang valid sebanyak 56. Koefisien korelasi (r
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-xy) item yang valid berkisar antara 0,344 sampai
dengan 0,813. Skala motivasi kerja, jumlah item
seluruhnya sebanyak 65. Hasil analisis validitas
pada skala motivasi kerja terdapat 13 item yang
gugur, sedangkan item yang valid 52. Koefisien
korelasi (r xy) item yang valid berkisar antara
0,330 sampai dengan 0,770. Skala kinerja, jum-
lah item seluruhnya 65. Hasil analisis validitas
pada skala kinerja terdapat 14 item yang gugur,
sedangkan item yang valid sebanyak 51. Koe-
fisien korelasi (» xy) item yang valid berkisar
antara 0,332 sampai dengan 0,787.

Uji Reliabilitas: Peneliti menggunakan uji
reliabilitas dengan metode A/pha, dengan rumus
metode sebagai berikut.

M \Y

X

L= (1- )
M-1 \Y

t

Vx = Variansi butir
Vy = Variansi faktor
M = Jumlah butir

Reliabilitas dinyatakan dalam koefisien
angka 0 sampai 1,00. Semakin tinggi koefisien
mendekati angka 1,00 berarti reliabilitas alat
ukur semakin tinggi. Sebaliknya koefisien alat
ukur yang rendah mendekati angka 0 (Azwar,
2008 : 83). Hasil uji reliabilitas atau nilai alpha
diperoleh dari skala kemampuan kerja, motivasi
kerja dan kinerja dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut.

Tabel 1
Hasil Uji Reliabilitas
No Skala Jumlah  Koefisien
item Alpha
1 Kemampuan kerja 56 0,933
2 Motivasi kerja 52 0,934
3 Kinerja 51 0,934

Koefisien yang diperoleh dari hasil pengujian
dengan metode Cronbach Alpha menunjukkan di
atas 0.9, artinya semua item pernyataan dalam
isntrumen ini sangat reliabel. Dalam penelitian
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ini data yang diperoleh diolah dengan statistik.
Tiga hal yang dilakukan dalam analisis data
kuantitatif dalam penelitian ini:

Uji asumsi yang merupakan uji prasyarat
yang meliputi uji normalitas sebaran, uji lineari-
tas hubungan, uji autokorelasi, uji multikolini-
eritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis
dengan menggunakan teknik analisis regresi
program statistik SPSS. Hipotesis yang diuji
dalam penelitian ini meliputi: H1: ada pengaruh
kemampuan kerja terhadap kinerja pendamping
sosial PKH di Kabupaten Bantul. H2: ada pe-
ngaruh motivasi kerja terhadap kinerja pen-
damping sosial PKH di Kabupaten Bantul. H3:
ada pengaruh secara bersama-sama kemampuan
kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pen-
damping sosial PKH di Kabupaten Bantul. Uji
T-Test untuk mengetahui hasil tambahan, yaitu
untuk menguji apakah ada perbedaan kemam-
puan kerja, motivasi kerja dan kinerja dilihat
dari jenis kelamin, latar belakang pendidikan
(eksakta dan non eksakta, sosial), lama menjadi
pendamping (2008 dengan 2013).

C. Pengaruh Kemampuan dan Motivasi
Kerja terhadap Kinerja Pendamping
Sosial PKH
Hasil penelitian: prasyarat, asumsi analisis

regresi. Uji asumsi dalam penelitian ini terdiri

dari uji normalitas sebaran, uji linearitas, uji au-
tokorelasi, uji multikolinieritas, dan uji heteros-
kedastisitas. Hasil uji normalitas: Uji normalitas
sebaran dilakukan untuk memenuhi salah satu
asumsi apabila akan melakukan analisis regreasi,
yaitu semua variabel yang digunakan dalam pe-
nelitian harus mengikuti hukum sebaran normal
baku dari Gaus (Sutrisno Hadi, 2000) dalam
(Chatarina Rusmiyati, 2008). Uji normalitas
sebaran data dengan tujuan untuk mengetahui
data variabel yang diteliti distribusinya normal
atau tidak.Untuk mengetahui hal tersebut model
statistik yang digunakan dengan menggunakan
non parametric test yaitu one sample test dari
kolmogorov Smirnov. Kaidah yang digunakan
untuk mengetahui normalitas sebaran data ada-

lah jika P> 0,05 sebaran data dikatakan normal,
sedangkan jika P < 0,05 maka sebaran data di-
anggap tidak normal.

Hasil uji normalitas sebaran variabel kemam-
puan kerja diperoleh nilai K — Sz = 0,874 dan P
> 0,05 (P=0,429). Hasil uji normalitas variabel
motivasi kerja diperoleh nilai K-Sz = 0,829 dan
P>0,05 (P=0,497) dan hasil uji normalitas untuk
variabel kinerja diperoleh nilai K-Sz = 0,566 dan
P> 0,05 (P=0,906). Hasil uji normalitas sebaran
data dari ketiga variabel yang diuji menunjuk-
kan normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Sebaran Data
Variabel K-Sz P Keterangan
Kemampuan kerja 0,874 0,429 Normal
Motivasi kerja 0,829 0,497 Normal
Kinerja 0,566 0,906 Normal

Hasil uji linearitas: dilakukan untuk menge-
tahui linearitas hubungan antar variabel. Uji
linearitas dapat pula untuk mengetahui taraf
penyimpangan dari linearitas hubungan tersebut.
Adapun kaidah yang digunakan dalam uji line-
aritas hubungan antar variabel ditentukan oleh
probabilitas, yaitu jika P lebih besar atau sama
dengan 0,05, maka hubungan dinyatakan linear
dan jika P lebih kecil atau sama dengan 0,05,
maka hubungan dinyatakan tidak linear. Hasil uji
linearitas hubungan antar variabel dapat dilihat
pada tabel 3 berikut.

Tabel 3
Hasil uji linearitas pengaruh antar variabel
Variabel F P Keterangan
Kinerja dengan 1,241 0,411 Linear

kemampuan kerja
Kinerja dengan 1,613 0,195 Linear
motivasi kerja

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dida-
patkan hasil sebagai berikut. Hasil uji linearitas
antara variabel kinerja dengan kemampuan kerja
mempunyai linearity F=1,241 dan P =0,411 >
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0,05 yang berarti bahwa hubungan kinerja de-
ngan kemampuan kerja adalah linear. Hasil uji
linearitas antara variabel kinerja dengan mo-
tivasi kerja mempunyai linearity F=1,613 dan
P=0,195> 0,05 yang berarti bahwa hubungan
kinerja dengan motivasi kerja adalah linear.
Hasil uji autokorelasi: Uji autokorelasi dilaku-
kan untuk mengetahui korelasi antarvariabel
gangguan satu observasi dengan observasi lain.
Kaidah yang digunakan dalam uji autokorelasi:
0 < DW < D, = ada autokorelasi positif; D <
DW < D, = tidak ada keputusan; D < DW <
4 - D, = tidak ada autokorelasi; 4 — D < DW
<4 - D, = tidak ada keputusan; 4 - D, < DW <
4 = ada autokorelasi negatif.

Jumlah variabel independen = 2 dan jumlah
responden 39 dengan taraf signifikansi = 0,05
maka didapat D, = 1,382 dan D, = 1,597. Hasil
uji autokorelasi dapat dilihat pada tabel 4.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Dy Dy DW 4-Dp 4-Dy Keterangan
Tidak
1,382 1,597 1,673 2,618 2,403 terjadi
autokorelasi

D,<DW <4 -D, (1,597 < 1,673 < 2,403
berarti tidak terjadi autokorelasi.

Hasil uji multikolinieritas: Uji multikolini-
eritas dilakukan untuk mengetahui hubungan
antar variabel independen. Adapun kaidah yang
digunakan dalam uji multikolinieritas ditentukan
oleh VIF, yaitu jika VIF lebih besar atau sama
dengan 10, maka dinyatakan ada multikolini-
eritas. Hasil uji multikolinieritas dapat dilihat
pada tabel 5.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinieritas
Variabel VIF Keterangan

Kemampuan kerja (X1) 4,187  Tidak terjadi
multikolinieralitas

Motivasi kerja (X2) 4,187  Tidak terjadi
multikolinieralitas
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VIF = 4,187 lebih kecil dari 10 berarti tidak
terjadi multikolinieritas.

Hasil uji heteroskedastisitas: dilakukan untuk
mengetahui variabel gangguan mempunyai vari-
an yang tidak konstan. Kaidah yang digunakan
dalam uji heteroskedastisitas ditentukan oleh
probabilitas, yaitu jika P lebih besar atau sama
dengan 0,05, maka tidak terjadi heteroskedas-
tisitas dan jika P lebih kecil 0,05, maka terjadi
heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas
dapat dilihat pada tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel P Keterangan

Kemampuan kerja (X1) 0,467 Tidak terjadi
heteroskedastisitas
Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Motivasi kerja (X2) 0,830

Berdasarkan data tabel tersebut diatas dida-
patkan hasil sebagai berikut. Hasil uji heteroske-
dastisitas variabel kemampuan kerja P=0,467>
0,05, yang berarti tidak terjadi heteroskedastisi-
tas. Hasil uji heteroskedastisitas variabel motiva-
st kerja P=0,830> 0,05, yang berarti bahwa tidak
terjadi heteroskedastisitas. Hasil Analisis Regresi
(Hasil uji hipotesis): Hasil analisis regresi ini
sudah layak digunakan karena sudah memenuhi
asumsi normalitas, linieritas, tidak terjadi au-
tokorelasi, tidak terjadi multikolinieritas, dan
tidak terjadi heteroskedastisitas. Teknik analisis
data dalam penelitian ini menggunakan regresi,
digunakan untuk menjawab tujuan penelitian
yaitu untuk mengetahui pengaruh kemampuan
kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH
di Kabupaten Bantul, mengetahui pengaruh mo-
tivasi kerja terhadap kinerja pendamping sosial
PKH di Kabupaten Bantul, mengetahui pengaruh
secara bersama-sama kemampuan kerja dan mo-
tivasi kerja terhadap kinerja pendamping sosial
PKH di Kabupaten Bantul. Untuk memudahkan
perhitungan analisis regresi dipergunakan ban-
tuan SPSS. Adapun hasilnya seperti pada tabel
7 berikut.
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Tabel 7
Rangkuman Analisis Regresi

Variabel Koefisien regresi t Hitung
Konstan 16,019
X1 0,326 2,124
X2 0,557 3,435

P t -hitung P R2
0,041 60,795 0,000 0,772
0,002

Persamaan Regresi, Y = 16,019 + 0,326 X1
+ 0,557 X2. Berdasarkan pada tabel no 7 di atas,
rangkuman analisis regresi dapat dimaknai: Vari-
abel X1 dengan koefisien regresi sebesar 0,326,
t hitung = 2,124 , P = 0,041 berarti p < 0,05.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh
secara regresif antara variabel X1 dan Y. Artinya,
ada pengaruh yang signifikan antara kemampuan
kerja dengan kinerja. Hasil tersebut menunjuk-
kan, bahwa hipotesis pertama yang berbunyi Hi:
“ada pengaruh kemampuan kerja terhadap kinerja
pendamping sosial PKH di Kabupaten Bantul”,
diterima. Ho: Tidak ada pengaruh kemampuan
kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH
di Kabupaten Bantul, ditolak. Ini berarti bahwa
kemampuan kerja mempunyai pengaruh yang
positif dengan kinerja pendamping sosial PKH di
Kabupaten Bantul, semakin tinggi kemampuan
kerja semakin tinggi pula kinerja pendamping
sosial PKH di Kabupaten Bantul.

Variabel X2 dengan koefisien regresi sebesar
0,557, thitung = 3,435, P= 0,002 berarti p < 0,05.
Hal tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh
secara regresif antara variabel X2 dan Y. Artinya,
ada pengaruh yang signifikan antara motivasi
kerja dengan kinerja. Hasil tersebut menunjuk-
kan bahwa hipotesis kedua yang berbunyi Hi :
“ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
pendamping sosial PKH di Kabupaten Bantul”,
diterima. Ho: Tidak ada pengaruh motivasi
kerja terhadap kinerja pendamping sosial PKH
di Kabupaten Bantul, ditolak.Ini berarti bahwa

motivasi kerja mempunyai pengaruh yang positif
terhadap kinerja pendamping sosial PKH di Ka-
bupaten Bantul, semakin tinggi motivasi kerja
akan semakin tinggi pula kinerja pendamping
sosial PKH di Kabuapaten Bantul.

R?=0,772 berarti variabel kemampuan kerja
dan variabel motivasi kerja secara bersama-sama
ada pengaruh dengan variabel kinerja sebesar
77,2 persen. Variabel lain yang tidak diteliti
berpengaruh terhadap variabel kinerja sebesar
22,8 persen. F hitung=60,795 dan sig=0,000Sig
< a (0,000 < 0,05) berarti variabel kemampuan
kerja dan variabel motivasi kerja secara bersa-
ma-sama ada pengaruh yang signifikan dengan
variabel kinerja. Hasil tersebut menunjukkan
bahwa hipotesis ketiga yang diajukan dalam
penelitian ini Hi: “Ada pengaruh secara bersama-
sama kemampuan kerja dan motivasi terhadap
kinerja pendamping sosial PKH di Kabupaten
Bantul”, diterima. Ho: “Tidak ada pengaruh
secara bersama-sama kemampuan kerja dan mo-
tivasi terhadap kinerja pendamping sosial PKH
di Kabupaten Bantul”, ditolak. Ini berarti bahwa
kemampuan kerja dan motivasi kerja secara
bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap
kinerja pendamping sosial PKH di Kabupaten
Bantul, semakin tinggi kemampuan kerja dan
motivasi kerja semakin tinggi pula kinerja pen-
damping sosial PKH di Kabupaten Bantul. Untuk
lebih membuktikan hasil analisis tersebut dapat
dilihat dari besarnya sumbangan relatif dan efek-
tif, seperti pada tabel 8 mengenai bobot prediktor

Tabel 8
Perbandingan Bobot Prediktor

Variabel Korelasi Sumbangan Determinasi
X r Xy P SD Relatif % SD Efektif %
X1 0,835 0,000 33,4 % 28,9 %
X2 0,862 0,000 62,6% 48,3 %

Total 96,0 % 67,2 %
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variabel X1 (kemampuan kerja), X2 (motivasi
kerja) dengan variabel Y (kinerja)

Sesuai tabel 8 perbandingan bobot predik-
tor diatas dapat dimaknai bahwa, sumbangan
relatif adalah sumbangan variabel bebas X1 dan
X2 terhadap variabel Y. Dapat dilihat bahwa
sumbangan relatif variabel X2 (motivasi kerja)
memberi sumbangan paling besar terhadap
variabel Y (kinerja), sebesar 62, 6 persen. Sum-
bangan relatif variabel X1 (kemampuan kerja)
33, 4 persen. Sumbangan efektif dalam penelitian
ini sebesar 67, 2 persen , yang terdiri dari X1
sebesar 28, 9 persen dan X2 48, 3 persen. Ini
berarti bahwa kemampuan kerja dengan kinerja
mempunyai bobot 28, 9 persen dan motivasi
kerja mempunyai bobot 48, 3 persen. Keduanya
mempunyai bobot 67, 2 persen. Sedangkan 32,8
persen disebabkan oleh faktor lain.

Hasil tambahan: untuk mengetahui ada
tidaknya perbedaan untuk masing-masing varia-
bel yang meliputi kemampuan kerja, motivasi
kerja dan kinerja dilihat dari jenis kelamin, latar
belakang pendidikan (eksakta dengan sosial),
tahun menjadi pendamping (2008 dengan 2013).
Untuk mengetahui hal tersebut digunakan anali-
sis t-test melalui bantuan SPSS. Hasil analisis
t-test menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan untuk masing-masing variabel
yang meliputi kemampuan kerja, motivasi kerja
dan kinerja dilihat dari jenis kelamin, latar bela-
kang pendidikan (eksakta dengan sosial), tahun
menjadi pendamping (2008 dengan 2013).

D. Penutup

Kesimpulan: Berdasarkan hasil analisis
terhadap hipotesis pertama bahwa kemampuan
kerja (X1) mempunyai pengaruh signifikan ter-
hadap kinerja (Y), sehingga hipotesis pertama
diterima. Hasil analisis terhadap hipotesis kedua
bahwa motivasi kerja (X2) mempunyai pengaruh
signifikan), sehingga hipotesis kedua diterima.
Hasil analisis terhadap hipotesis ketiga bahwa
kemampuan kerja (X1) dan motivasi kerja (X2)
mempunyai pengaruh signifikan secara bersama-
sama terhadap kinerja (Y), sehingga hipotesis
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ketiga diterima. Rekomendasi: Kementerian
Sosial, melaui badan pendidikan kesejahteraan
sosial, hendaknya dapat lebih meningkatkan
kemampuan dan motivasi kerja pendamping
sosial PKH melalui pelatihan dan bimbingan
teknis, sehingga kinerjanya meningkat secara
bertahap.
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